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P  U  T  U  S  A  N    

No. 04/PID/TPK/2016/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang 

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding 

telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LA MUSI DIDI; 

Tempat lahir : Ambon ;

Umur/tanggal lahir : 58 tahun /02 Maret 1957; 

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Jaya Asri Blok F No. 21 Kota Jayapura, 

  Provinsi Papua; 

Agama : Islam;

Pekerjaan : Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian 

  Jaya (PT KPIJ); 

Pendidikan : S.1 (Sarjana Teknik);

Di persidangan  terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya, ROTUA 

MONICA P, SH yakni Penasihat Hukum dari POSBAKUM Wilayah Jakarta Pusat yang 

ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasar surat penetapan Majelis Hakim tertanggal 13 Juli 

2015 Nomor:72/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST;

Terdakwa ditahan oleh : 

1 Penyidik, di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur sejak tanggal 

27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;

2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum KPK sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai 

dengan tanggal 27 April 2015;

3 Diperpanjang (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 

2015;

Hal.1  dari 183  Hal Putusan No :04/PID /TPK/2016/PT.DKI.-
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4 Diperpanjang (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 

2015;

5 Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur sejak 

tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;

6 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 di 

Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;

7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat sejak tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 

di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;

8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang 

pertama No.215/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI.tanggal 14 September 2015 sejak 

tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;

9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang 

kedua No.261/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 21 Oktober 2015 sejak 

tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015;

10 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi 

Jakarta tanggal 25 Nopember 2015 No. 336/ Pen.Pid./TPK/ 2015/PT.DKI sejak 

tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015 ;

11 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta 

tanggal 07 Desember 2015 No. 361/ Pen.Pid./TPK/ 2015/PT.DKI sejak tanggal 

25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22  Pebruari 2016 ;

12 Permohonan perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung RI tanggal 16 

Pebruari 2016 No W10.U/897/HK.07.II.2016 terhitung sejak tanggal 23 

Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

       Telah membaca  berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan 

perkara ini ;

       Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : 

I Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi  

terhadap Terdakwa  Nomor  : DAK-19/24/07/2015 tanggal 02 Juli 2015 

sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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PERTAMA :

---------Bahwa Terdakwa LA MUSI DIDI selaku Direktur Utama PT Konsultasi 

Pembangunan Irian Jaya (PT KPIJ) berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham PT KPIJ tanggal 30 Juli 2005 dan Akta Risalah Rapat PT KPIJ tanggal 31 

Januari 2008 Nomor 104  bersama-sama dengan BARNABAS SUEBU selaku 

Gubernur Provinsi Papua periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 dan JANNES 

JOHAN KARUBABA selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua 

(Distamben Provinsi Papua) tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 (yang masing 

masing dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari dan tanggal yang tidak dapat 

ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 atau 

setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 

2010, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Papua, Gedung Negara Papua, Kantor 

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Jalan Sumatera Nomor 12 Jayapura, 

Kantor PT KPIJ Jalan Batu Karang Nomor 4 Kota Jayapura, Kantor PT Indra Karya 

Wilayah I Jawa Timur Malang Jalan Surabaya Nomor 3A Malang, Kantor PT GEO 

ACE Jalan Soekarno Hatta Nomor 544 Bandung, Hotel Mulia Jakarta Jalan Asia Afrika 

Senayan Jakarta, yang masing-masing tempat tersebuttermasuk dalam daerah hukum 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  Surabaya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

pada Pengadilan Negeri Bandung, namun karena Terdakwa ditahan dan tempat 

kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 

84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor  8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana 

(KUHAP) dan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, makaPengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukanbeberapa 

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri 

sehingga merupakan beberapa kejahatan,secara melawan hukum, yaitu 

melaksanakan Pekerjaan Detail Engineering Design(DED) PLTA Paniai dan Sentani 

Tahun Anggaran 2008, Pekerjaan DED PLTA Sungai Urumuka dan Sungai 

Memberamo Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 di ProvinsiPapua, 

bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Hal.3 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,  melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi   yaitu telah 

memperkaya Terdakwa sebesar Rp5.017.934.976,00 (lima miliar tujuh belas juta 

sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan 

memperkaya orang lain yaitu  BARNABAS SUEBU sebesar Rp550.000.000,00 (lima 

ratus lima puluh juta rupiah),JANNES JOHAN KARUBABA sebesar 

Rp4.805.287.400,00 (empat miliar delapan ratus lima juta dua ratus delapan puluh 

tujuh empat ratus ribu rupiah), GERI WICAKSONO Rp1.520.962.290,00 (satu miliar 

lima ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan 

puluh rupiah), IMAM SOEDJONO sebesar Rp1.050.339.000,00 (satu miliar lima puluh 

juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), PRASETIJO ADI Rp760.000.000,00 

(tujuh ratus enam puluh juta rupiah), TOTO PURWANTO sebesar Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah), PHILIPUS WAROMI sebesar Rp546.380.100,00 (lima ratus 

empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus rupiah), IBRAHIM IS 

BADARUDIN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), LEO HEHANUSA 

sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), LINDA SUEBU sebesar 

Rp157.700.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), ROBERT 

DIMALOUWE sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), ELIEZER 

MUNDONI sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empatjuta rupiah), ANDAREAS 

PASANGKA sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 

NURYANTI sebesar Rp36.135.054,00 (tiga puluh enam juta seratus tiga puluh lima 

ribu lima puluh empat rupiah), MARAN GULTOM sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh 

juta rupiah), MELKY SUEBU sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta 

rupiah), BENNY JOHARA dan HERNAWAN sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus 

juta rupiah), Pihak-pihak lain terkait proyek antara lain: Panitia Pengadaan, Panitia 

Pemeriksa Barang, Pegawai Distamben Propinsi Papua, Pegawai Gedung Negara 

Propinsi Papua sebesar Rp4.575.026.149,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh lima 

juta dua puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan rupiah); serta memperkaya 

korporasiyaitu : PT KPIJ sebesar Rp21.521.483.765,50 (dua puluh satu miliar lima 

ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga tujuh ratus enam puluh lima 

lima puluh sen), PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur sebesar 

Rp2.061.344.658,50 (dua miliar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat 

ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah dan lima puluh sen), PT GEO ACE sebesar 

Rp532.617.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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PT INDRA KARYA Pusat sebesar Rp1.632.206.199,00 (satu miliar enam ratus tiga 

puluh dua juta dua ratus enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang 

dapat merugikan  keuangan negaraatau perekonomian Negara, yaitu merugikan 

keuangan negara sebesar Rp43.362.781.473,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus 

enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu empat ratus tujuh puluh tiga 

rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,  yang dilakukan dengan cara 

sebagai berikut :

• Bahwa pada saat BARNABAS SUEBU menjabat Gubernur Provinsi Papua 

periode I tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 diangkat sebagai Komisaris 

Utama PT KPIJ  berdasarkan Akta Notaris  SUPRAKOSO, SH, Nomor 45 

tanggal 30 Juli 2005 dan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham 

(RUPS), saat itu pun Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Utama 

menggantikan FREDY HARMAN. Setelah BARNABAS SUEBU terpilih 

kembali sebagai Gubernur Papua Periode II tahun 2006 sampai dengan tahun 

2011, menghibahkan kepemilikan saham kepada anaknya yakni LINDA 

SUEBU sebanyak 50% dan ROBERT DIMALAW sebanyak 10% 

berdasarkan Akta Notaris Nomor 104 tanggal 31 Januari 2008.  Selanjutnya 

berdasarkan Keputusan RUPS PT KPIJ tanggal 31 Januari 2008 LINDA 

SUEBU diangkat sebagai Komisaris Utama menggantikan BARNABAS 

SUEBU, dan Terdakwa tetap ditunjuk sebagai Direktur Utama PT KPIJ.  

• Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT KPIJ dalam operasionalnya 

kemudian mengikuti beberapa proyek yang diadakan di lingkungan 

pemerintah Provinsi Papua untuk mendukung kebijakan BARNABAS  

SUEBU salah satunya adalah mengembangkan Program Energi Terbarukan 

melalui Distamben Provinsi Papua yang diwujudkan melalui Pembangkit 

Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air 

(PLTA) yang kemudian diikuti oleh PT KPIJ antara lain : 

1 PEKERJAAN DED PLTA PANIAI DAN DED PLTA SENTANI TAHUN 

2008

• Terdakwa pada akhir tahun 2007 mendapat informasi dari BARNABAS 

SUEBU bahwa Pemerintah Provinsi Papua akan membangun Pembangkit 

Listrik Tenaga Air (PLTA) di daerah Sentani dan Paniai yang untuk 

pelaksanaannya terlebih dahulu akan dibuat Detail Engineering Design 

(DED). BARNABAS SUEBU berkeinginan agar yang melaksanakan proyek 

Hal.5 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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DED tersebut adalan PT KPIJ yang merupakan perusahaan miliknya, dan  

meminta Terdakwa untuk mencari perusahaan lain yang bersedia diajak 

bekerjasama untuk melaksanakan proyek DED tersebut.   

• Untuk menindaklanjuti keinginan BARNABAS SUEBU pada awal tahun 

2008 Terdakwa bersama MOHAMMAD NURHADI menemui IMAM 

SOEDJONO selaku Kepala Cabang PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa 

Timur dan PRASETIJO ADI di kantornya Jalan Surabaya 3A Malang, dan 

bersepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan DED PLTA 

Sentani dan DED PLTA Paniai dengan pembagian pekerjaan 60% untuk PT 

Indra Karya dan 40% untuk PT KPIJ. Kesepakatan tersebut selanjutnya 

dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara PT Indra Karya dan PT KPIJ. 

• Terdakwa kemudian melaporkan kesepakatan tersebut kepada BARNABAS 

SUEBU bahwa PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur memiliki 

kemampuan perencanaan pembangunan PLTA dan bersedia bekerja sama 

dengan PT KPIJ untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan DED PLTA 

Danau Sentani dan DED PLTA Danau Paniai yang disetujui BARNABAS 

SUEBU serta meminta PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur untuk 

melakukan presentasi guna memaparkan Company Profile dan pengalaman 

PT INDRA KARYA dalam perencanaan pembangunan PLTA. Selanjutnya 

pada bulan Februari Tahun 2008 di Gedung Negara Papua, PT INDRA 

KARYA Wilayah I Jawa Timur yang terdiri dari IMAM SOEDJONO, 

PRASETIJO ADI, HASAN BISRI, CHURNIAWAN SULISTYO melakukan 

presentasi dihadapan BARNABAS SUEBU yang dihadiri oleh Terdakwa dan 

AGUS SUMULE. 

• Bahwa setelah PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur melakukan 

presentasi, BARNABAS SUEBU mengarahkan Terdakwa untuk 

mengkoordinasikan mengenai kesiapan anggaran guna pelaksanaan proyek 

perencanaan DED PLTA Sentani dan DED PLTA Paniai dengan TOTO 

PURWANTO selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi ProvinsiPapua 

(periode tahun 2007 sampai dengan April tahun 2008)  yang dipastikan TOTO 

PURWANTO kalau anggarannya sudah tersedia dalam Daftar Pelaksana 

Anggaran (DPA) tahun 2008 sebagaimana Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun berdasarkan data yang 

diberikan oleh PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur dan PT KPIJ 
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dengan nilai sebesar Rp17.430.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga 

puluh juta rupiah) dengan perincian DED PLTA Paniai sebesar 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  dan DED PLTA Sentani sebesar 

Rp12.430.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah);

• Terdakwa selanjutnya guna memenuhi arahan BARNABAS SUEBU  

meminta MOHAMMAD NURHADI bersama  PT INDRA KARYA Wilayah 

I Jawa Timur untuk melaksanakan survey pendahuluan padahal belum disusun 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta belum ditandatangani kontrak,  sehingga 

pada Februari tahun 2008 MOHAMMAD NURHADI, CHURNIAWAN 

SULISTYO, HASAN BISRI, HARDJUNO WIDYATMOKO, SHIGETA dan 

ARI DEDI PUSPITA melaksanakan survey dan kajian awal dengan 

menganalisa Feasibility Study(FS) Danau Sentani yang pernah dilaksanakan 

oleh Tim Konsultan dari Italia serta melaksanakan Pra Feasibility Study (FS) 

meliputi analisa topografi dan rupa bumi untuk menentukan letak PLTA, dan 

peninjauan lokasi untuk Danau Paniai. 

• Bahwa sekira bulan Maret tahun 2008, Terdakwa memperoleh informasi dari 

TOTO PURWANTO bahwa anggaran DED PLTA Sentani dan DED PLTA 

Paniai sudah tersedia dan Terdakwa diminta segera mempersiapkan proses 

administrasi lelang sampai pelaksanaannya. Atas informasi tersebut, 

Terdakwa menyampaikan kepada IMAM SOEDJONO untuk mempersiapkan 

dokumen lelang sebagai formalitas sebagaimana yang diminta oleh TOTO 

PURWANTO. Selain itu Terdakwa juga memerintahkan ALEXANDER 

TONAPA untuk membantu PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur 

dalam menyusun dokumen lelang. 

• Untuk menyiapkan dokumen formalitas pelelangan tersebut IMAM 

SOEDJONO memerintahkan MISBAHUL MUNIR selaku Manager Proposal 

PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur beserta stafnya yakni ZAINUL 

ARIFIN, ACHSIN WIJAYANTO, dan TENDY SUWAJI untuk membuat 

dokumen Pra Kualifikasi maupun dokumen penawaran serta memerintahkan  

AGUS SALIM untuk menyusun KAK, RAB dan Owner Estimate (OE/HPS), 

sekaligus menyiapkan perusahaan pendamping yakni PT IKA ADYA 

PERKASA, PT MANAGEMENT PROJECT ENGINEERING, PT 

GHANIYYU, PT CIPTA SURYA WAHANA, PT DATA PERSADA 

KONSULTAN dan PT SURYA ABADI KONSULTAN.  Selain itu IMAM 
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SOEDJONO juga memerintahkan staf  Tim Proposal menyusun dokumen 

lelang perencanaan teknis DED PLTA Sentani dan DED PLTA Paniai di 

Kantor PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur Jalan Surabaya 3A 

Malang. 

• Selanjutnya IMAM SOEDJONO memerintahkan staf Tim Proposal untuk 

menyusun dokumen lelang perencanaan teknis DED PLTA Sentani maupun 

perencanaan teknis DED PLTA Paniai dalam 1 (satu) paket penawaran 

sekaligus menyusun formalitas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/198 

tertanggal 7 April 2008 senilai Rp16.458.425.000,00 (enam belas miliar 

empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) 

antara IMAM SOEDJONO selaku Kepala Cabang PT INDRA KARYA 

Wilayah I Jawa Timur dengan TOTO PURWANTO selaku Kadistamben 

Provinsi Papua. Setelah dokumen lelang beserta Surat Perjanjian tersebut 

lengkap dan seolah-olah ditandatangani oleh IMAM SOEDJONO kemudian 

dibawa oleh Tim Proposal ke Papua untuk diserahkan kepada ALEXANDER 

TONAPA. Sedangkan untuk dokumen lelang, Terdakwa memerintahkan 

ALEXANDER TONAPA untuk memintakan tandatangan kepada Panitia 

Pengadaan melalui SAMUEL SAMPE RURA selaku Ketua Panitia 

Pengadaan Barang / Jasa sekaligus memintakan tandatangan kepada TOTO 

PURWANTO.  

Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 

9, Pasal 10, dan Lampiran BAB I dan II  Keppres RI Nomor 80 Tahun 

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah. 

• Bahwa atas pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/198 tertanggal 7 

April 2008 perihal pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Sentani dan 

Paniai senilai Rp16.458.425.000,00 (enam belas miliar empat ratus lima 

puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa 

kemudian mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 15% 

kepada Distamben Provinsi Papua. Selanjutnya pihak Distamben Provinsi 

Papua melakukan pembayaran pada tanggal 23 Mei 2008 kepada PT INDRA 

KARYA Wilayah I Jawa Timur sebesar Rp2.152.031.191,00 (dua miliar 

seratus lima puluh dua juta tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu 

rupiah). Uang tersebut selanjutnya oleh PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa 

Timur atas perintah IMAM SOEDJONO pada tanggal 23 Mei 2008 ditransfer 
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ke Rekening PT KPIJ sebesar Rp860.812.476,00 (delapan ratus enam puluh 

juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang 

kemudian olehTerdakwa sebagian uang yang masuk ke PT KPIJ tersebut pada 

tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 

rupiah) serta tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan 

puluh juta rupiah) ditransfer  kepada  TOTO PURWANTO. 

• Bahwa setelah Tim Survey PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur dan 

PT KPIJ melakukan kajian diperoleh kesimpulan bahwa Danau Sentani secara 

ekonomis tidak layak untuk dibangun PLTA, sedangkan Danau Paniai layak 

untuk dibangun PLTA, sehingga pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan ke tahap 

Feasibilty Study.  Kesimpulan tersebut dipaparkan HASAN BISRI dihadapan 

BARNABAS SUEBU yang dihadiri Terdakwa, para Kepala SKPD dan 

CHURNIAWAN SULISTYO.Berdasarkan pemaparan tersebut BARNABAS 

SUEBU mengarahkan proyek perencanaan  DED PLTA Danau Sentani hanya 

dilaksanakan sampai tahap Feasibilty Study(FS) dan mengalihkan sisa 

anggaran proyek perencanaan DED PLTA Sentani ke proyek perencanaan  

DED PLTA Paniai. 

• Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, BARNABAS SUEBU 

memerintahkan IBRAHIM ISBADARUDDIN selaku Plt. Kepala Distamben 

Provinsi Papua yang menggantikan TOTO PURWANTO untuk melakukan 

perubahan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). IBRAHIM 

ISBADARUDDIN kemudian memerintahkan YULIAN MAGA untuk 

memproses DPA-P dengan rincian biaya perencanaan teknis DED PLTA 

Paniai sebesar Rp12.430.000.000,00(dua belas miliar empat ratus tiga puluh 

juta rupiah)  dan biaya perencanaan teknis Feasibilty Study PLTA Sentani 

sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah). 

• Bahwa menindaklanjuti arahan BARNABAS SUEBU, Terdakwa kemudian 

membuat dokumen formalitas Adendum Kontrak Nomor : 027/396.A tanggal 

25 Agustus 2008 perihal perencanaan teknis DED PLTA Paniai senilai 

Rp11.723.816.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan 

ratus enam belas ribu rupiah) serta Adendum Kontrak Nomor : 027/396.B 

tanggal 25 Agustus 2008 perihal perencanaan teknis Feasibilty Study PLTA 

Sentani senilai Rp4.734.609.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh 

empat juta enam ratus sembilan ribu rupiah). Kedua kontrak tersebut dibuat 
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perubahan atas Kontrak Nomor : 027/198 tanggal 7 April 2008 perihal 

pelaksanaan pekerjaan DED PLTA Paniai dan Sentani. Terdakwa dalam 

amandamen kontrak pelaksanaan Feasibilty Study PLTA Sentani mengganti  

pelaksana pekerjaan dari PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur menjadi 

PT IKA ADYA PERKASA yang sebenarnya adalah perusahaan yang 

dipinjam namanya oleh PT KPIJ.  

• Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Paniai dan 

perencanaan teknis Feasibilty Study PLTA Sentani, pihak PT INDRA 

KARYA Wilayah I Jawa Timur dan PT IKA ADYA PERKASA tidak 

melaporkan perkembangan kemajuan pekerjaan dan hanya membuat laporan 

akhir pekerjaan yang kemudian dipaparkan HASAN BISRI dihadapan 

BARNABAS SUEBU, yang dihadiri Terdakwa, IBRAHIM 

ISBADARUDDIN, ANDAREAS PASANGKA, PRASETIJO ADI, dan 

pejabat SKPD Provinsi Papua.  Laporan akhir tersebut tidak dilakukan 

pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai MELMAMBESI 

MOSES, namun Terdakwa memerintahkan ALEXANDER TONAPA 

membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menerangkan bahwa 

pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Paniai dan perencanaan teknis 

Feasibilty Study PLTA Sentani telah selesai 100%. Selain itu Terdakwa juga 

memerintahkan ALEXANDER TONAPA membuat dokumen pencairan dana 

yang dimintakan tandatangannya kepada IBRAHIM ISBADARUDDIN yang 

saat itu sudah tidak lagi menjabat selaku Plt. Kadistamben Provinsi Papua. 

Perbuatan  tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 33, 36 

dan Lampiran I BAB II huruf D.1 f Keppres Nomor 80 Tahun 2003 

tentang Pengadaan Barang/Jasa.        

• Bahwa setelah dokumen diserahkan Terdakwa kepada DEMIANUS KMUR 

selaku Bendaharawan Pengeluaran Distamben Provinsi Papua beserta Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00005/SP2D-LS/II/2009 tertanggal 

21 Januari 2009 untuk Pembayaran DED PLTA Paniai sebesar 

Rp9.255.052.250,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh lima juta lima 

puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT INDRA KARYA 

Wilayah I Jawa Timur yang belum ditandatangani oleh AHMAD HATARI 

selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 
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namun DEMIANUS KMUR tetap melakukan pembayaran atas pekerjaan 

tersebut dengan cara pada tanggal 22 Januari 2009 mentransfer uang setelah 

dipotong PPN dan PPh kepada PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur 

sebesar Rp8.067.923.957,00 (delapan miliar enam puluh tujuh juta sembilan 

ratus dua puluh tiga sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah). Selanjutnya 

pada tanggal 23 Januari 2009 uang tersebut di transfer ke rekening PT KPIJ 

sebesar Rp750.831.409,00 (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tiga 

puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah).  

• Selain itu DEMIANUS KMUR juga menerima SP2D Nomor : 00006/SP2D-

LS/II/2009 tertanggal 21 Januari 2009 untuk Pembayaran Feasibility Study 

PLTA Sentani sebesar Rp.4.734.609. 000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga 

puluh empat juta enam ratus sembilan ribu rupiah ) kepada PT IKA ADYA 

PERKASA yang juga belum ditandatangani oleh AHMAD HATARI, namun 

DEMIANUS KMUR tetap melakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut 

dengan cara pada tanggal 22 Januari 2009 juga mentransfer uang setelah 

dipotong PPN dan PPh kepada PT IKA ADYA PERKASA sebesar 

Rp4.127.230.291,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga 

puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 

23 Januari 2009 uang yang diterima oleh PT IKA ADYA PERKASA 

seluruhnya di transfer ke rekening PT KPIJ. 

• Dengan demikian PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur dalam proyek 

perencanaan Teknis DED PLTA Paniai dan perencanaan teknis Feasibility 

Study PLTA Sentani secara keseluruhan menerima uang adalah sebesar  

Rp8.608.311.263,00 (delapan miliar enam ratus delapan juta tiga ratus 

sebelas dua ratus enam puluh tiga rupiah) sedangkan PT KPIJ dalam proyek 

perencanaan teknis DED PLTA Paniai dan perencanaan teknis Feasibility 

Study PLTA Sentani keseluruhan menerima uang sebesar Rp5.738.874.176,00 

(lima miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh 

empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)

• Dari uang yang diterima PT KPIJ sebesar Rp5.738.874.176,00 (lima miliar 

tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu 

seratus tujuh puluh enam rupiah) digunakan untuk melaksanakan kegiatan 

hanya sebesar Rp1.704.615.443,00 (satu miliar tujuh ratus empat juta enam 

ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), sedangkan 
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sebesar Rp579.569.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus 

enam puluh sembilan ribu rupiah) digunakan untuk :

• Diberikan kepada TOTO PURWANTO sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah);

• Diberikan kepada ANDARIAS PASANGKA sebesar Rp.27.500. 000,00 (dua 

puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

• Diberikan kepada Panitia pengadaan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh 

puluh juta rupiah);

• Diberikan kepada 4 (empat) orang Staf PU sebesar Rp 2.000. 000,00 (dua juta 

rupiah); 

• Biaya operasional panitia pengadaan sebesar Rp79.095.000,00 (tujuh puluh 

sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

• Biaya insentif dalam proses tagihan di Kantor Gubernur sebesar 

Rp31.750.000,000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

• Membayar fee perencanaan sebesar Rp110.005.000,00 (seratus sepuluh juta 

lima ribu rupiah);

• Pembelian bingkisan parcel lebaran (6pc) sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta 

lima ratus ribu rupiah);

• Biaya presentasi sebesar Rp30.719.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus sembilan 

belas ribu rupiah);

• Biaya pengurusan revisi DIPA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

• Biaya konsumsi lembur proyek di kantor Distamben sebesar Rp1.000.000,00 

(satu juta rupiah); dan

• Sebesar Rp3.454.689.733,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta 

enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga 

rupiah)merupakan keuntungan PT KPIJ.

• Uang yang diterima oleh PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur sebesar 

Rp.8.608.311.263,00 (delapan miliar enam ratus delapan juta tiga ratus 

sebelas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) yang digunakan untuk 

melaksanakan pekerjaan ternyata hanya sebesar Rp3.596.928. 310,00 (tiga 

miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan 

ribu tiga ratus sepuluh rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk :
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•     Diberikan kepada LA MUSI DIDI sebesar Rp2.253.540.920,00 (dua miliar 

dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua 

puluh rupiah);

•    Diberikan kepada PRASETIJO ADI sebesar Rp346.010.080,00 (tiga ratus 

empat puluh enam juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

•    Diberikan kepada IMAM SUDJONO sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus 

juta rupiah);

•    Disetor ke PT INDRA KARYA Pusat sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah); dan

      Sebesar Rp 914.454.643,00 (sembilan ratus empat belas juta empat 

ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) 

merupakan keuntungan PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur.

Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan BARNABAS SUEBU dalam 

pelaksanaanproyek perencanaan teknis DED PLTA Paniai dan 

perencanaan teknis Feasibility Study PLTA Sentani tahun 2008 telah 

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 10.414.300,407,00 

(sepuluh miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus ribu empat ratus 

tujuh rupiah).  

2 PEKERJAAN DED PLTA SUNGAI URUMUKA  I TAHUN 2009

• Bahwa pada akhir tahun 2008 bertempat di Hotel Mulia Jakarta, BARNABAS 

SUEBU melakukan pertemuan dengan PRASETIJO ADI, CHURNIAWAN 

SULISTYO, HASAN BISRI dari PT Indra Karya Wilayah I Jawa Timur dan 

ARMANDO MAHLER Presiden Direktur PT Freeport Indonesia guna 

membahas power station lokasi ke-6 yaitu Sungai Urumuka dari hasil 

pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Paniai. Dalam pertemuan tersebut 

BARNABAS SUEBU meminta HASAN BISRI dan CHURNIAWAN 

SULISTYO dengan difasilitasi oleh ARMANDO  MAHLER untuk 

melakukan pengecekan terhadap air terjun di power station lokasi ke-6 Sungai 

Urumuka.  

• Dari pengecekan tersebut diperoleh hasil bahwa di power station lokasi ke-6 

berpotensi menghasilkan listrik menjadi 400 megawatt yang kemudian pada 

awal tahun 2009 di Gedung Negara Provinsi Papua CHURNIAWAN 

SULISTYO mempresentasikannya dihadapan Barnabas Suebu dengan 

Hal.13 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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dihadiri Terdakwa, PRASETIJO ADI, IMAM SOEDJONO dan HASAN 

BISRI.  Selanjutnya BARNABAS SUEBU meminta PT INDRA KARYA 

Wilayah I Jawa Timur untuk mengikuti pelelangan dan mengarahkan 

JANNES JOHAN KARUBABA untuk bekerja sama dengan Terdakwa dalam 

melaksanakan lelang Perencanaan Teknis DED PLTA Sungai Urumuka. 

• Bahwa sebelum pelaksanaan lelang dimulai, Terdakwa bersepakat dengan 

PRASETIJO ADI untuk membagi pelaksanaan pekerjaan dimana PT INDRA 

KARYA Wilayah I Jawa Timur menyusun desain dan supervisi sedangkan PT 

KPIJ mengerjakan penyediaan data desain di lapangan dengan pembagian 

keuntungan 40% PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur dan 60% PT 

KPIJ serta untuk dokumen lelang beserta  kelengkapannya akan disusun PT 

INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur dengan dibantu ALEXANDER 

TONAPA dari staf PT KPIJ. 

• Bahwa guna memenuhi kesepakatan tersebut, PRASETIJO ADI pada awal 

bulan Juni Tahun 2009 memerintahkan AGUS SALIM (Manager Proposal PT 

INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur), TENDY SOEWADJI, ACHSIN 

WIJAYANTO dan ZAINUL ARIFIN untuk menyiapkan dokumen Pra 

Kualifikasi secara formalitas dan Company Profile perusahaan pendamping 

yakni PT WAHANA  ADYA KONSULTAN, PT IKA ADYA PERKASA, PT 

CIPTA SURYA WAHANA, PT YODYA KARYA , PT INTI EKA FAJAR 

CONSULTANT serta Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran 

Biaya (RAB), dan Owner Estimate (OE/HPS) di Kantor PT INDRA KARYA 

Wilayah I Jawa Timur Jalan Surabaya No. 3 A Malang yang akan 

dipergunakan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan lelang. Selanjutnya PRASETIJO ADI 

memerintahkan AGUSSALIM dan THOMMIE KURNIAWAN menyerahkan 

dokumen yang telah disusun tersebut kepada MARAN GULTOM selaku 

Ketua Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan Teknis DED Urumuka I melalui 

ALEXANDER TONAPA di Jayapura.  

• Setelah menerima dokumen pengadaan tersebut MARAN GULTOM  

melaporkannya kepada JANNES JOHAN KARUBABA bahwa dokumen 

pengadaan sudah lengkap. Kemudian JANNES JOHAN KARUBABA 

memanggil MARAN GULTOM beserta Panitia Pengadaan ke ruangannya dan 

meminta kepada Panitia Lelanguntuk menandatangani dokumen pengadaan 
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pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Sungai Urumuka I padahal proses 

lelang tidak pernah dilaksanakan. Selanjutnya atas arahan BARNABAS 

SUEBU , JANNES JOHAN KARUBABA kemudian menandatangani Surat 

Perjanjian Kerja Nomor : 027/369.c tanggal 05 Agustus 2009 pekerjaan 

perencanan teknis DED PLTA Sungai Urumuka Kabupaten Mimika antara 

Distamben Provinsi Papua dan PT INDRA KARYA Wilayah – I Jawa Timur  

dengan nilai kontrak Rp6.602.993.000,00 (enam miliar enam ratus dua juta 

sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandangani juga oleh 

PRASETIJO ADI selaku General Manager(GM) PT INDRA KARYA 

Wilayah I Jawa Timur. 

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c), (d) dan (e),  

Pasal 5 huruf (c) dan (g), Pasal 9 ayat (3) huruf (e), (g),  Pasal 10 ayat 

(5) Pasal 13 ayat (1), Pasal 21 dan Lampiran I Bab I Keputusan 

Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden RI 

Nomor 80 Tahun 2003

• Terdakwa selanjutnya memerintahkan ALEXANDER TONAPA membuat 

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh  

ALEXANDER TONAPA dengan persetujuan Prasetijo Adi seolah-olah PT 

Indra Karya Wilayah I Jawa Timur telah selesai 100% (seratus persen) 

melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Urumuka I, padahal 

yang dilaksanakan hanyalah pekerjaan Pre Feasibility Study(PFS) bukan 

kualifikasi pekerjaan DED. Terdakwa juga memerintahkan ALEXANDER 

TONAPA membuat kelengkapan dokumen tagihan pembayaran PT INDRA 

KARYA Wilayah I Jawa Timur kepada Dinas Pertambangan dan Energi 

Provinsi Papua secara formalitas. 

• Atas permintaan Terdakwa tersebut, ALEXANDER TONAPA kemudian 

membuat kelengkapan dokumen pembayaran. Selanjutnya dokumen tersebut 

oleh ALEXANDER TONAPA dimintakan tanda tangan kepada PHILIPUS 

WAROMIselaku PPTK dan JASON MULER selaku Ketua Panitia Pemeriksa/

Penguji Barang agar seolah-olah sudah dilakukan pemeriksaaan dan telah 

selesai 100% sesuai dengan kontrak untuk mendapatkan pembayaran secara 

penuh yang disetujui JANNES JOHAN KARUBABA selaku Pengguna 
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Anggaran, padahal Panitia Pemeriksa/Penguji Barang tidak pernah melakukan 

pemeriksaan. 

• Bahwa pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Teknis DED PLTA Urumuka I 

oleh PT Indra Karya Wilayah I Jawa Timur membuat Laporan Pekerjaan DED 

PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten Mimika tahap I tahun 2009 yang berisi 

Studi Kelayakan, Gambar Survey dan Investigasi, Gambar Perencanaan 

Topografi, Hidrologi, Geologi, Pengujian Laboratorium ialah sebenarnya 

merupakan pekerjaan Pre Feasibilty Study (PFS) dan bukan pekerjaan DED  

sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/369.c 

tanggal 05 Agustus 2009

• Terhadap pekerjaan DED PLTA Urumuka I Tahun 2009 tersebut, pada bulan 

Desember Tahun 2009 Distamben Provinsi Papua melakukan pembayaran 

100% sekaligus tanpa melalui per termin kepada PT Indra Karya Wilayah I 

Jawa Timur melalui rekening nomor : 032.01.000.428.30.2 di Bank BRI 

Cabang Hayam Wuruk Jakarta setelah dipotong pajak sehingga berjumlah 

Rp5.762.612.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus 

dua belas ribu rupiah).

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 33, 

36 dan Lampiran I BAB II huruf D.1 f.3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 

tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 61 ayat (1) PP 58 Tahun 

2005.

• Untuk merealisasikan kesepakatan antara PT Indra Karya Wilayah I Jawa 

Timur dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT KPIJ sebelumnya 

mengenai pembagian keuntungan masing-masing 50% dari hasil pekerjaan 

DED PLTA Urumuka I tahun 2009 tersebut,  pada tanggal 21 Desember 2009  

PRASETIJO ADI memberikan uang kepada PT KPIJ dengan cara 

memerintahkan PUSPITANINGSIH untuk mentransfer uang sebesar 50% dari 

nilai kontrak yakni sebesar Rp2.881.306.036,50 (dua miliar delapan ratus 

delapan puluh satu juta tiga ratus enam ribu tiga puluh enam rupiah dan lima 

puluh sen) kerekening PT KPIJ di rekening nomor 154-00-9800498-3 di Bank 

Mandiri Cabang Jayapura. 

• Dari uang yang diterima PT KPIJ sebesar Rp2.881.306.036,50 (dua miliar 

delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam ribu tiga puluh enam 
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rupiah dan lima puluh sen)tersebutternyata yang digunakan untuk 

melaksanakan pekerjaan hanya sebesar Rp1.287.278.650,00 (satu miliar dua 

ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus 

lima puluh rupiah),sedangkan sisanya sebesar Rp1.594.027.386,50 (satu 

miliar lima ratus sembilan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus 

delapan puluh enam rupiah dan lima puluh sen) digunakan antara lain untuk:

1 Fee pihak-pihak terkait proyek sebesar Rp471.734.500,00 (empat ratus 

tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) 

antara lain dipergunakan  :

• JANNES JOHAN KARUBABA sebesar Rp245.554.400,00 (dua ratus empat 

puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;

• Untuk pembayaran biaya pengumuman lelang sebesar Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah);

• Untuk pembayaran fee panitia pengadaan sebesar Rp44.600.000,00 (empat 

puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

• Diberikan kepada PHILIPUS WAROMI sebesar Rp27.080.100,00 (dua puluh 

tujuh juta delapan puluh ribu seratus rupiah);

• Untuk biaya administrasi proses tagihan di Kantor Gubernur sebesar  

Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

2 Sisanya menguntungkan PT KPIJ sebesar Rp1.122.292.886,50 (satu 

miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu 

delapan ratus delapan puluh enam rupiah dan lima puluh sen).

• Adapun dari uang yang diterima oleh PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa 

Timur  sebesar Rp2.881.255.963,50 (dua miliar delapan ratus delapan puluh 

satu juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga 

rupiah dan lima puluh sen), yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan 

sebesar Rp916.821.096,00 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua 

puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah), sedangkan sisanya sebesar 

Rp1.964.434.867,50 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat 

ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah dan lima 

puluh sen) digunakan untuk :

•   Sebagai Komitmen Fee 

Terdakwa sebesar Rp.980. 
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000.000,00.-(sembilan ratus 

delapan puluh juta rupiah).

•    Untuk Kantor Pusat PT 

INDRA KARYA sebesar 

Rp.437.598. 354,00 (empat 

ratus tiga puluh tujuh juta 

lima ratus sembilan puluh 

delapan ribu tiga ratus lima 

puluh empat rupiah);

•   Diambil untuk 

kepentingan pribadi 

PRASETIJO ADI sebesar 

Rp.238. 000.000,00 (dua 

ratus tiga puluh delapan 

juta rupiah);

•   Diberikan ke IMAM 

SOEDJONO untuk 

kepentingan pribadinya 

sebesar Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah);

•   Sisa uang yang belum 

digunakan (penerimaan 

bersih) PT INDRA KARYA 

Wilayah I Jawa Timur 

sebesar Rp258.836.513,50 

(dua ratus lima puluh 

delapan juta delapan ratus 

tiga puluh enam ribu lima 

ratus tiga belas rupiah dan 

lima puluh sen);

Sehingga terhadap pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Sungai 

Urumuka I telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 

Rp3.558. 462.254,00(tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat 
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ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan 

perincian : 

• PT KPIJ sebesar Rp1.594.027.386,50 (satu miliar lima ratus sembilan puluh 

empat juta duapuluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah  rupiah 

lima puluh sen);

• PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur sebesar Rp1.964. 434.867,50 

(satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh 

empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen).

3 PEKERJAAN  DED PLTA SUNGAI URUMUKA II TAHUN 2009

• Pada awal tahun 2009 Terdakwa bersama HASAN BISRI melaporkan kepada 

BARNABAS SUEBU bahwa pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA 

Urumuka I tidak bisa selesai karena tidak dapat mencakup semua titik sumber 

air yang ada di Sungai Urumuka, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan 

pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Sungai Urumuka II yang disetujui 

BARNABAS SUEBU dengan mengarahkan Terdakwa dan JANNES JOHAN 

KARUBABA untuk memasukkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran 

(DPA).

• Atas arahan dari BARNABAS SUEBU tersebut, pada bulan Mei tahun 2009 

JANNES JOHAN KARUBABA mengusulkan Revisi DPA SKPD kepada  

Tim Anggaran Provinsi Papua dan bersama Terdakwa menghubungi 

ACHMAD HATARI selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Provinsi Papua serta Tim Panitia Anggaran Pemerintah 

ProvinsiPapua agar pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Urumuka II 

dimasukkan dalam Revisi Anggaran melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran 

Perubahan (DPA-P).  

• Menindaklanjuti rencana tersebut sebagaimana arahan  BARNABAS SUEBU, 

JANNES JOHAN KARUBABA memanggil Panitia Pengadaan yang diketuai 

oleh MARAN GULTOM serta  Panitia  Penguji/Pemeriksa Barang dan Jasa 

yang diketuai oleh JASON MULER ke ruangannya di Kantor  Distamben 

Provinsi Papua dengan memerintahkan Panitia Lelang dan Penerima Barang 

untuk melaksanakan lelang pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA 

Urumuka II.  JANNES JOHAN KARUBABA juga memerintahkan agar 
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Panitia lelang tidak perlu menyusun dokumen lelang karena akan dibuat PT 

INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur bersama PT KPIJ. 

• Terdakwa pada bulan Agustus 2009 sebelum dilaksanakan Pekerjaan 

Perencanaan Teknis DED PLTA Urumuka II menghubungi  PRASETIJO ADI 

untuk membuat kesepakatan bahwa pekerjaaan tersebut akan dikerjakan PT 

INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur bersama PT KPIJ dengan pembagian 

tugas PT KPIJ bertanggungjawab atas kegiatan sosialisasi, survey, dan 

investigasi geologi, sedangkan PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur 

bertanggung jawab terhadap penyusunan desain, dengan keuntungan masing-

masing menerima 50% dari nilai proyek. Selain itu disepakati pula 

kelengkapan dokumen lelang disusun PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa 

Timur. 

• Selanjutnya PRASETIJO ADI memerintahkan AGUS SALIM (Manager 

Proposal), TENDY SOEWADJI, ACHSIN WIDJAYANTO, ZAINUL 

ARIFIN dan THOMMIE KURNIAWAN PRAYITNO untuk menyiapkan 

formalitas dokumen lelang serta perusahaan pendamping dibantu 

ALEXANDER TONAPA dari PT KPIJ, yang ditindaklanjuti dengan membuat 

dokumen Pra Kualifikasi PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur dan 

perusahaan pendamping yakni : PT IKA ADYA PERKASA, PT INTI EKA 

FAJAR, PT BINA KARYA, PT YODYA KARYA, PT CIPTA SURYA 

WAHANA serta dokumen pemilihan penyedia jasa  berupa Dokumen 

Penawaran Teknis dan Biaya, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rancangan 

Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Owner Estimate 

(OE/HPS), Dokumen evaluasi maupun draft Kontrak di kantor PT INDRA 

KARYA Wilayah I Jawa Timur di Jalan Surabaya No. 3A Malang.  Setelah 

dokumen tersebut selesai,  PRASETIJO ADI pada September 2009 

memerintahkan TENDY SOEWADJI dan THOMMIE KURNIAWAN 

PRAYITNO menyerahkan dokumen tersebut kepada MARAN GULTOM di 

Kantor Distamben Provinsi Papua. Setelah itu MARAN GULTOM 

melaporkannya kepada JANNES JOHAN KARUBABA bahwa dokumen 

pengadaan sudah lengkap. 

• Selanjutnya JANNES JOHAN KARUBABA sekira Oktober 2009 bersama 

Terdakwa memanggil MARAN GULTOM beserta Panitia Pengadaan ke 

ruangan Kadistamben Provinsi Papua meminta Panitia Lelanguntuk 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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menandatangani dokumen pengadaan pekerjaan perencanaan teknis DED 

PLTA Urumuka II padahal proses lelang tidak pernah dilaksanakan. 

Selanjutnya atas arahan BARNABAS SUEBU, JANNES JOHAN 

KARUBABA menandatangani Surat Perjanjian Kerja pekerjaan perencanaan 

teknis DED PLTA Sungai Urumuka II Nomor : 027/498.d tertanggal 3 

Nopember 2009  dengan nilai kontrak Rp13.199.769.000,00 (tiga belas miliar 

seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu 

rupiah) yang juga ditandatangani PRASETIJO ADI. 

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c), (d) dan (e),  

Pasal 5 huruf (c) dan (g), Pasal 9 ayat (3) huruf (e), (g),  Pasal 10 ayat 

(5) Pasal 13 ayat (1), Pasal 21 dan Lampiran I Bab I Keputusan 

Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden RI 

Nomor 80 Tahun 2003.

• Terdakwa selanjutnya memerintahkan ALEXANDER TONAPA membuat 

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh  

ALEXANDER TONAPA dengan persetujuan Prasetijo Adi seolah-olah PT 

Indra Karya Wilayah I Jawa Timur telah selesai 100% (seratus persen) 

melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Urumuka II. 

Terdakwa juga memerintahkan ALEXANDER TONAPA membuat 

kelengkapan dokumen tagihan pembayaran PT INDRA KARYA Wilayah I 

Jawa Timur kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua secara 

formalitas. 

• Atas permintaan Terdakwa tersebut, ALEXANDER TONAPA kemudian pada 

Desember 2009, Maret 2010 dan Juni 2010 membuat kelengkapan dokumen 

pembayaran. Selanjutnya dokumen tersebut oleh ALEXANDER TONAPA 

dimintakan tanda tangan kepada PHILIPUS WAROMIselaku PPTK dan 

JASON MULER selaku Ketua Panitia Pemeriksa/Penguji Barang agar seolah-

olah sudah dilakukan pemeriksaaan dan telah selesai 100% sesuai dengan 

kontrak untuk mendapatkan pembayaran secara penuh yang disetujui 

JANNES JOHAN KARUBABA selaku Pengguna Anggaran, padahal Panitia 

Pemeriksa/Penguji Barang tidak pernah melakukan pemeriksaan. 

• Bahwa terhadap permintaan pembayaran atas pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Urumuka II, Distamben Provinsi Papua melakukan pembayaran 
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kepada PT INDRA KARYA Pusat melalui rekening nomor: 

032.01.000.428.30.2 di Bank BRI Cabang Hayam Wuruk Jakarta kepada PT 

INDRA KARYA melalui rekening nomor : 032.01.000.428.30.2 di Bank BRI 

Cabang Hayam Wuruk Jakarta, setelah dipotong pajak total pembayaran 

seluruhnya Rp11.519.798.400,00 (sebelas milyar lima ratus sembilan belas 

juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), adapun 

pembayarannya dilakukan secara bertahap, yaitu  :

1 Termin I (30%) tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 3.455.939. 520,00

(tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh 

sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong pajak . 

2 Termin II (40 %) tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp.4.607.919.360,00 

(empat miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga 

ratus enam puluh rupiah) setelah potong pajak ;

3 Termin III (100%) tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp.3.455.939.520,00 (tiga 

miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan 

ribu lima ratus dua puluh rupiah)  setelah potong pajak ;

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 33, 

36 dan Lampiran I BAB II huruf D.1 f.3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 

tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 61 ayat (1) PP 58 Tahun 

2005.

• Dari uang yang diterima PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur sebesar 

Rp11.519.798.400,00 (sebelas milyar lima ratus sembilan belas juta tujuh 

ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sebagian uang 

tersebut secara bertahap ditransfer ke rekening PT KPIJ di Bank Mandiri 

Cabang Jayapura Nomor rekening 154-00-9800498-3 dengan jumlah 

keseluruhan sebesar Rp5.759.899.200,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh 

sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) 

dengan rincian:

•   Tanggal 6 Januari 2010, sebesar Rp1.727.969.760,00 (satu miliar 

tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan 

ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); 
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•   Tanggal 24 Maret 2010, sebesar Rp2.303.959.680.00 (dua miliar 

tiga ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam 

ratus delapan puluh rupiah)

•   Tanggal 30 Juni 2010, sebesar Rp1.727.969.760.00 (satu miliar 

tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan 

ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

• Terhadap uang yang diterima PT KPIJ atas pekerjaan perencanaan teknis 

DED Sungai Urumuka tahap II sebesar Rp5.759.899.200,00 (lima miliar tujuh 

ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu 

dua ratus rupiah), digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sebesar 

Rp2.803.998.662,00 (dua miliar delapan ratus tiga juta sembilan ratus 

sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), sedangkan 

sisanya sebesar Rp.2.955.900.538,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh 

lima juta sembilan ratus ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) digunakan 

antara lain untuk :

•   Diberikan kepada JANNES JOHAN KARUBABA sebesar 

Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);

•   Diberikan kepada Panitia Pengadaan sebesar Rp.486.500. 

000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu 

rupiah);

•   Diberikan kepada Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp.29.000. 

000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah); 

•   Diberikan kepada BPK sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh 

enam juta lima ratus ribu rupiah);

•   Diberikan kepada PHILIPUS WAROMI (selaku PPTK) sebesar 

Rp105.000. 000,00 (seratus lima juta rupiah);

•   Diberikan kepada NURYANTI sebesar Rp29.697.454,00 (dua 

puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat 

ratus lima puluh empat rupiah);

•   Diberikan untuk Insentif bagian keuangan Distamben sebesar 

Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus 

ribu rupiah);

Hal.23 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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•   Diberikan untuk Insentif Bagian Keuangan Kantor gubernur 

sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus 

ribu rupiah);

•   Diberikan kepada Staf Distamben sebesar Rp75.600.000,00 

(tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah); dan

Sisanya sebesar Rp1.106.603.084,00 (satu miliar seratus enam juta enam 

ratus tiga ribu delapan puluh empat rupiah) merupakan keuntungan PT 

KPIJ.

• Adapun uang yang diterima PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur 

sebesar Rp5.759.749.200,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta 

tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang dipergunakan 

untuk pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Sungai Urumuka II sebesar 

Rp1.870.308.877,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus 

delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sedangkan sisanya 

sebesar Rp3.889.440.323,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh 

sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) 

digunakan untuk : 

•   Komitmen Fee kepada Terdakwa sebesar Rp1.730.394.056,00 

(satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh 

empat ribu lima puluh enam rupiah).

•   Kantor Pusat PT INDRA KARYA sebesar Rp694.607.845,00 

(enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh ribu 

delapan ratus empat puluh lima rupiah);

•   Sisa uang yang belum digunakan (penerimaan bersih) oleh PT 

INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur sebesar 

Rp888.053.502,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta 

lima puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah);

•   Diambil Pribadi PRASETIJO ADI sebesar Rp175.989.920,00 

(seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh 

sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

•   Diberikan kepada IMAM SOEDJONO sebesar 

Rp400.395.000,00 (empat ratus juta tiga ratus sembilan puluh 

lima ribu rupiah);
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Sehingga terhadap kegiatan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA 

Sungai Urumuka II telah mengakibatkan kerugian keuangan negara 

sebesar Rp6.845.340.861,00(enam miliar delapan ratus empat puluh lima 

juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) 

dengan perincian : 

•   PT KPIJ sebesar Rp2.955.900.538,00 (dua miliar sembilan 

ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu lima ratus tiga 

puluh delapan rupiah);

•   PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur sebesar Rp.3.889. 

440.323,00(tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan 

juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga 

rupiah).

4 PEKERJAAN  DED PLTA SUNGAI URUMUKA III TAHUN 2010

• Bahwa pada bulan April 2010 HASAN BISRI dan CHURNIAWAN 

SULISTYO memaparkan hasil pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA 

Urumuka II dihadapan BARNABAS SUEBU, JANNES JOHAN 

KARUBABA, dan Terdakwa. Setelah itu BARNABAS SUEBU mengarahkan 

Terdakwa dan JANNES JOHAN KARUBABA agar semua titik sumber air di 

Sungai Urumuka dilakukan survey sehingga bisa di inventarisir untuk 

diadakan setiap tahun anggaran. Atas arahan tersebut Terdakwa dan JANNES 

JOHAN KARUBABA bersepakat untuk menindaklanjutinya dengan 

pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Urumuka III yang sebenarnya tidak 

termasuk dalam perencanaan yang dibuat PT INDRA KARYA Wilayah I 

Jawa Timur dan disepakati dilaksanakan PT KPIJ atas persetujuan 

BARNABAS SUEBU. Terdakwa selanjutnya mengadakan pertemuan di 

rumah JANNES JOHAN KARUBABA di Purwakarta, yang dihadiri IWAN 

AYOMI, HARI IMBIRI, BUDIHARSO, BENNY DJOHARA yang 

menyepakati pekerjaan DED PLTA Urumuka  dilanjutkan ke tahap III. 

• Terdakwa dan JANNES JOHAN KARABUBA selanjutnya mengusulkan 

anggaran kegiatan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Urumuka III 

kepada  ACHMAD HATARI selaku Kepala BPKAD Provinsi Papua 

sebagaimana arahan BARNABAS SUEBU yang kemudian disetujui dengan 
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dimasukannya kedalam DPA-P Tahun Anggaran 2010 yang dianggarkan 

sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

• Bahwa guna melengkapi dokumen pelelangan pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Urumuka III beserta perusahaan pendamping, Terdakwa 

mengarahkan ALEXANDER TONAPA menyusun dokumen tersebut dengan 

mengacu kepada format dokumen pengadaan pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Urumuka I dan II. Terdakwa juga memerintahkan ALEXANDER 

TONAPA membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya 

(RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Owner Estimate (OE/HPS) dan 

dokumen lainnya serta Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/202.a tanggal 26 

Juli 2010 tentang Pekerjaan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design 

(DED) PLTA Urumuka Tahap III Tahun Anggaran 2010 dengan nilai kontrak 

sebesar Rp9.675.700.000,00 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh lima 

juta tujuh ratus ribu rupiah).

• Terdakwa setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan dokumen lelang 

Pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Urumuka III secara formalitas 

kemudian memerintahkan ALEXANDER TONAPA untuk menyerahkan 

dokumen tersebut  kepada JANNES JOHAN KARUBABA melalui 

NURYANTI yang selanjutnya JANNES JOHAN KARUBABA 

memerintahkan NURYANTI beserta seluruh Anggota Panitia Pengadaan dan  

IWAN AYOMI untuk menandatangani dokumen lelang tersebut. 

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c), (d) dan (e),  

Pasal 5 huruf (c) dan (g), Pasal 9 ayat (3) huruf (e), (g),  Pasal 10 ayat 

(5) Pasal 13 ayat (1), Pasal 21 dan Lampiran I Bab I Keputusan 

Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden RI 

Nomor 80 Tahun 2003.

• Terdakwa dalam pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Urumuka III, 

tidak melaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Surat 

Perjanjian Kerja dan selanjutnya guna keperluan pencairan anggaran 

pekerjaan tersebut, Terdakwa bersepakat dengan JANNES JOHAN 

KARUBABA membuat laporan perkembangan pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Urumuka III yang isinya hanya menyalin Laporan Perkembangan 

Pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Urumuka II. 
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• Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan DED PLTA Urumuka III tersebut, 

Terdakwa memerintahkan ALEXANDER TONAPA membuat tagihan 

pembayaran secara bertahap yakni tahap I dan tahap II pada Nopember 2010, 

dan tahap III pada Desember 2010 serta surat kelengkapan penagihan. 

Dokumen tersebut kemudian dibawa ALEXANDER TONAPA kepada IWAN 

AYOMI selaku PPTK dan JASON MULLER selaku Ketua Panitia Pemeriksa/

Penguji Barang beserta anggotanya untuk menandatangani kelengkapan 

dokumen tagihan agar seolah-olah sudah dilakukan pemeriksaaan dan telah 

sesuai dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan Per Termin padahal Panitia 

Pemeriksa/Penguji Barang tidak pernah melakukan pemeriksaan sebagaimana 

mestinya. 

• Atas permintaan tagihan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa, pihak 

Distamben Provinsi Papua melakukan pembayaran kepada PT KPIJ melalui 

transfer ke Rekening Nomor : 100.21.20.01.00990-7 di Bank Papua Kantor 

Cabang Utama Jayapura setelah potong pajak seluruhnya sebesar  

Rp8.444.247.150,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta dua 

ratus empat puluh tujuh seratus lima puluh rupiah), secara bertahap yakni : 

• Termin I dan II (70%), tanggal 30 Nopember 2010 setelah potong pajak 

sebesar Rp5.910.973.000,00 (lima miliar sembilan ratus sepuluh juta 

sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

• Termin III (100 %), tanggal 30 Desember 2010 setelah potong pajak 

sebesar Rp2.533.274.150,00(dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta 

dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 33, 

36 dan Lampiran I BAB II huruf D.1 f.3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 

tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 61 ayat (1) PP 58 Tahun 

2005.

• Dari jumlah penerimaan uang oleh PT KPIJ seluruhnya Rp8.444. 247.150,00 

(delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh 

tujuh seratus lima puluh rupiah) tersebut, dikembalikan ke Kas Daerah 

Propinsi Papua sejumlah Rp.2.734.643.091,00 (dua miliar tujuh ratus tiga 

puluh empat milyar enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh satu 
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rupiah), sisa sejumlah Rp5.709.604.059,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan 

juta enam ratus empat ribu lima puluh sembilan rupiah), dipergunakan untuk:

•   JANNES JOHAN KARUBABA sebesar Rp1.591.637.000,00 

(satu miliar lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga 

puluh tujuh rupiah);

•   Staf Kadis Pertambangan 4 (empat) orang sebesar Rp.4.000. 

000,00 (empat juta rupiah);

•   Panitia Pemeriksa Barang 3 (tiga) orang sebesar Rp.10.000. 

000,00 (sepuluh juta rupiah);

•   PPTK sebesar Rp83.800.000,00 (delapan puluh tiga juta 

delapan ratus ribu rupiah); 

•   BPK sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp3.985.167.059,00(tiga miliar sembilan ratus 

delapan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu lima puluh 

sembilan rupiah) menjadi keuntunganPT KPIJ.

Sehingga terhadap kegiatan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA 

Sungai Urumuka III telah mengakibatkan kerugian keuangan negara 

sebesar Rp.5.709.604.059,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan juta enam 

ratus empat ribu lima puluh sembilan rupiah) 

5 PEKERJAAN DED PLTA SUNGAI MEMBERAMO  I TAHUN 2009

• Pada tahun 2008 bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Sentani dan Paniai, BARNABAS SUEBU mengadakan 

pertemuan di Kantor Gubernur Papua yang dihadiri oleh Terdakwa, JANNES 

JOHAN KARUBABA serta seluruh Kepala SKPD Provinsi Papua guna 

membahas potensi Sungai Memberamo yang cukup besar sehingga 

BARNABAS SUEBU mengarahkan agar Distamben Provinsi Papua membuat 

studi kelayakan. Menindaklanjuti arahan tersebut JANNES JOHAN 

KARUBABA memerintahkan YULIAN MAGA untuk memasukkan 

pekerjaan DED Sungai Memberamo I dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran 

(DPA)tahun 2009 danJANNES JOHAN KARUBABA juga berkoordinasi 

dengan Bappeda serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga 

akhirnya dianggarkan sebesar Rp18.000.000.000,00(delapan belas miliar 

rupiah).
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• Terdakwa pada bulan Mei 2009 memperoleh informasi dari JANNES JOHAN 

KARUBABA bahwa pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Sungai 

Mamberamo I dapat dilaksanakan, dan disepakati pekerjaan tersebut akan   

dilaksanakan oleh PT KPIJ dengan perusahaan lain sehingga, pada bulan Juni 

2009 Terdakwa meminta GERI WICAKSONO NUGROHO untuk 

melaksanakannya dan atas permintaan Terdakwa tersebut GERI 

WICAKSONO NUGROHO menghubungi SETIAWAN selaku Direktur 

Utama PT GEO ACE untuk meminjam PT GEO ACE sebagai bendera dengan 

fee sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek sebesar Rp.532. 617.000,00 

(lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu 

rupiah).Selanjutnya guna kepentingan pelaksanaan lelang, SETIAWAN  

menyerahkan dokumen PT GEO ACE kepada GERI WICAKSONO di kantor 

PT GEO ACE Jl. Soekarno Hatta No. 544 Bandunguntuk diserahkan kepada 

Terdakwa. 

• Bahwa guna melengkapi dokumen pelelangan pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Memberamo I beserta perusahaan pendamping, Terdakwa 

mengarahkan ALEXANDER TONAPA untuk membantu ERIK dan ARIS 

staf PT GEO ACE menyusun dokumen administrasi lelang dan Terdakwa juga 

memerintahkan menyusun Surat Perjanjian Kerja antara Distamben Provinsi 

Papua dengan PTGEO ACE Jo PT KPIJ dengan nilai kontrak 

Rp17.487.403.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta 

empat ratus tiga ribu rupiah).

• Terdakwa setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan dokumen lelang 

Pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Memberamo I secara formalitas 

kemudian memerintahkan ALEXANDER TONAPA untuk menyerahkan 

dokumen tersebut  kepada JANNES JOHAN KARUBABA melalui MARAN 

GULTOM yang selanjutnya JANNES JOHAN KARUBABA memerintahkan 

MARAN GULTOM beserta seluruh Anggota Panitia Pengadaan dan  

PHILIPUS WAROMI untuk menandatangani dokumen lelang tersebut. 

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c), (d) dan (e),  

Pasal 5 huruf (c) dan (g), Pasal 9 ayat (3) huruf (e), (g),  Pasal 10 ayat 

(5) Pasal 13 ayat (1), Pasal 21 dan Lampiran I Bab I Keputusan 

Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 8 
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Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden RI 

Nomor 80 Tahun 2003.

• Bahwa selanjutnya Terdakwa dan SETIAWAN menandatangani Surat 

Perjanjian Kerja Nomor : 027/372.b tertanggal 5 Agustus 2009 dengan nilai 

kontrak  Rp17.487.403.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh 

tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah), serta menandatangani surat kuasa PT 

GEO ACE dan PT KPIJ tertanggal 21 Agustus 2009 yang menunjuk GERI 

WICAKSONO NUGROHO untuk mengawasi secara teknis pekerjaan 

perencanaan teknis DED PLTA Membramo I, sehingga atas dasar surat kuasa 

tersebut GERI WICAKSONO NUGROHO bersama SETIAWAN pada 

tanggal 15 September 2009 membuat rekening bersama PT KPIJ dan PT GEO 

ACE Nomor Rekening : 1300010211871 di Bank Mandiri KCP Bandung. 

• Terdakwa selanjutnya membuat kesepakatan dengan GERI WICAKSONO 

NUGROHO untuk pekerjaan survey geologi, survey topografi, survey 

bathimetri, survey hidrologi, survey hidrometri dan survey topotransmisi 

dengan nilai kontrak  Rp3.750.061.266,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh 

juta enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dilaksanakan 

oleh PT PORTAL ENGENEERING PERKASA sedangkan PT KPIJ hanya 

melaksanakan pekerjaan pengeboran dan investigasi geologi. 

• Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA 

Membramo I tersebut, Terdakwa memerintahkan ALEXANDER TONAPA 

membuat surat kelengkapan penagihan secara bertahap, kemudian diserahkan 

kepada PHILIPUS WAROMI selaku PPTK dan JASON MULLER selaku 

Ketua Panitia Pemeriksa/Penguji Barang beserta anggotanya untuk 

menandatangani kelengkapan dokumen tagihan tersebut seolah-olah sudah 

dilakukan pemeriksaaan dan telah sesuai dengan Laporan Kemajuan 

Pekerjaan Per Termin padahal Panitia Pemeriksa/Penguji Barang tidak pernah 

melakukan pemeriksaan. 

• Atas permintaan tagihan pembayaran PT GEO ACE yang diajukan oleh 

Terdakwa,  pihak Distamben Provinsi Papua melakukan pembayaran kepada 

PT GEO ACE melalui transfer ke rekening nomor: 1300010211871 di Bank 

Mandiri KCP Bandung setelah potong pajak seluruhnya sejumlah  Rp 

15.261.733.421,00(lima belas miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh 
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ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) secara bertahap 

yakni : 

•   Uang muka (20%) tanggal 9 Oktober 2009 sebesar 

Rp3.052.346.600,00  (tiga miliar lima puluh dua juta tiga ratus empat 

puluh enam ribu enam ratus rupiah) setelah potong pajak. 

•   Termin I dan II (70%) tanggal 12 Maret 2010 sebesar 

Rp7.630.866.763,00(tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta delapan 

ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) setelah 

dipotong pajak. 

•  Termin III (100 %) tanggal 24 September 2010 sebesar 

Rp4.578.520.058 (empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima 

ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah) setelah potong pajak. 

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 33, 

36 dan Lampiran I BAB II huruf D.1 f.3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 

tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 61 ayat (1) PP 58 Tahun 

2005

• Bahwa setelah PT GEO ACE menerima uang sebesar Rp15.261.733.421,00

(lima belas miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga 

ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), Terdakwa meminta GERI 

WICAKSONO NUGROHO mengirimkan sebagian uang pembayaran tersebut 

ke rekening PT KPIJ di Bank Mandiri Cabang Jayapura Nomor rekening 

154-00-9800498-3 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp10.861.505. 132,00 

(sepuluh miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus lima ribu 

seratus tiga puluh dua rupiah)secara bertahap masing masing : 

• Rp3.052.346.600,00  (tiga miliar lima puluh dua juta tiga ratus empat 

puluh enam ribu enam ratus rupiah)

• Rp4.481.833.732,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh satu juta 

delapan ratus tiga puluh tiga tiga ribu  tujuh ratus tiga puluh dua 

rupiah)

• Rp2.613.578.800,00 (dua miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus 

tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

• Rp713.796.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh 

enam ribu rupiah)
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• Dari uang yang diterima PT KPIJ tersebut, sebesar Rp1.090.408.924,00 (satu 

miliar sembilan puluh juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh 

empat rupiah)digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Membramo I. Sedangkan sisanya sebesar Rp9.771.096.208,00 

(sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh enam ribu 

dua ratus delapan rupiah) diberikan kepada pihak terkait proyek sebesar 

Rp1.309.993.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus 

sembilan puluh tiga ribu rupiah)dengan perincian: 

• JANNES JOHAN KARUBABA sebesar Rp638.243.000,00(enam ratus tiga 

puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

• Staf Kadis Pertambangan sebesar Rp42.850.000,00 (empat puluh dua juta 

delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

• Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang sebesar Rp 339.250. 000,00; (tiga 

ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

• PPTK sebesar Rp262.500.000,00(dua ratus enam puluh dua juta lima ratus 

ribu rupiah);

• Untuk pengurusan SP2D di DPKAD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta 

rupiah);

• Untuk biaya administrasi proses tagihan sebesar Rp.65.000. 000,00;(enam 

puluh lima juta rupiah).

Sehingga sisanya sebesar Rp8.461.103.208,00 (delapan miliar empat ratus 

enam puluh satu juta seratus tiga ribu dua ratus delapan rupiah) 

merupakan keuntungan PT KPIJ. 

• Bahwa uang yang diterima PT GEO ACE dari Distamben Provinsi Papua 

yang tersimpan di rekening bersama PT GEO ACE JO. PT KPIJ terdapat sisa 

sebesar Rp4.400.228.289,00 (empat miliar empat ratus juta dua ratus dua 

puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang 

dipergunakan untuk :

• Diberikan kepada SETIAWAN selaku Direktur Utama PT GEO ACE  

sebagai fee 5% sebesar Rp532.617.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta 

enam ratus tujuh belas ribu rupiah),  

• Diambil oleh GERI WICAKSONO NUGROHO sebesar 

Rp.3.867.011.290,00(tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam 

ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang digunakan 
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untuk operasional tim GERI WICAKSONO NUGROHO sebesar 

Rp2.346.049.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat 

puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan sisanya 

sejumlahRp1.520.962.290,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta sembilan 

ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dipergunakan 

untuk keperluan pribadi oleh GERI WICAKSONO NUGROHO;

• Biaya bank sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga uangyang masih berada direkening bersama  tersebut tersisa 

sebesarRp449.999,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan 

ratus sembilan puluh sembilan rupiah).  

-Dengan demikian terhadap kegiatan pekerjaan perencanaan teknis DED 

PLTA Sungai Memberamo I telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 

Rp11.825.125.497,00,00(sebelas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta 

lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) 

dengan perhitungan sebagai berikut:  

• Diterima PT GEO ACE (SETIAWAN) sebesar Rp532.617.000,00 (lima ratus 

tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

• Diterima GERI WICAKSONO NUGROHO sebesar Rp1.520. 962.290,00 

(satu miliar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu 

dua ratus sembilan puluh rupiah) ;

• Diterima PT KPIJ sebesar Rp9.771.096.208,00 (sembilan miliar tujuh ratus 

tujuh puluh satu juta sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah);

•  Berada di rekening bersama  sebesar Rp449.999,00 (empat ratus empat 

puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).  

6 PEKERJAAN DED PLTA SUNGAI MEMBERAMO II TAHUN 2010

• Bahwa sesuai hasil pekerjaan perencanaan teknis DED Memberamo I yang 

menyatakan sungai Memberamo layak untuk dibangun PLTA, BARNABAS 

SUEBU memerintahkan JANNES JOHAN KARUBABA agar melanjutkan 

survey disemua titik sungai Membramo dengan mengusulkan pekerjaan 

perencanaan teknis DED Memberamo II yang anggarannya dimasukan dalam 

APBD-P Tahun Anggaran 2010 yang akhirnya dianggarkan sebesar 

Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), sehingga Terdakwa dan 
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JANNES JOHAN KARUBABA bersepakat agar pekerjaannya dilaksanakan 

oleh PT KPIJ dengan cara dilakukan pelelangan secara formalitas.

• Bahwa guna melengkapi dokumen pelelangan pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Membramo II tersebut beserta dokumen perusahaan 

pendamping, Terdakwa mengarahkan ALEXANDER TONAPA menyusun 

dokumen tersebut dengan mengacu kepada format pekerjaan perencanaan 

teknis DED PLTA Memberamo I. Terdakwa juga memerintahkan 

ALEXANDER TONAPA membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana 

Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Owner Estimate 

(OE/HPS) dan dokumen lainnya serta Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 

027/187.b tanggal 08 Juli 2010 dengan nilai kontrak sebesar 

Rp8.775.108.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus 

delapan ribu rupiah).

• Terdakwa setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan dokumen 

lelang tersebut kemudian memerintahkan ALEXANDER TONAPA untuk 

menyerahkan dokumen tersebut  kepada JANNES JOHAN KARUBABA 

yang selanjutnya JANNES JOHAN KARUBABA memerintahkan 

NURYANTI beserta seluruh Anggota Panitia Pengadaan dan  JASON 

MULER untuk menandatangani dokumen lelang tersebut, padahal pekerjaan 

tersebut tidak pernah dilakukan proses pengadaan.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c), (d) dan (e), 

Pasal 5 huruf (c) dan (g), Pasal 9 ayat (3) huruf (e), (g),  Pasal 10 ayat 

(5) Pasal 13 ayat (1), Pasal 21 dan Lampiran I Bab I Keputusan 

Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden RI 

Nomor 80 Tahun 2003

• Bahwa Terdakwa dalam pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA 

Memberamo II, tidak melaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum 

dalam Surat Perjanjian Kerja dan selanjutnya guna keperluan pencairan 

anggaran pekerjaan tersebut, Terdakwa bersepakat dengan JANNES JOHAN 

KARUBABA membuat laporan perkembangan pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Memberamo II yang isinya hanya menyalin Laporan 

Perkembangan Pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Memberamo I.
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• Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA 

Memberamo II tersebut, Terdakwa memerintahkan ALEXANDER TONAPA 

untuk membuat tagihan pembayaran secara bertahap beserta kelengkapannya 

yang selanjutnya diserahkan ALEXANDER TONAPA kepada HARRI 

IMBIRI selaku PPTK dan JASON MULLER selaku Ketua Panitia 

Pemeriksa/Penguji Barang beserta anggotanya untuk menandatangani 

kelengkapan dokumen tagihan agar seolah-olah sudah dilakukan 

pemeriksaaan dan telah sesuai dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan Per 

Termin, padahal Panitia Pemeriksa/Penguji Barang tidak pernah melakukan 

pemeriksaan. 

• Atas permintaan tagihan pembayaran yang diajukan Terdakwa, pihak 

Distamben Provinsi Papua melakukan pembayaran kepada PT KPIJ melalui 

transfer ke Rekening Nomor : 100.21.20.01.00990-7 di Bank Papua Kantor 

Cabang Utama Jayapura setelah potong pajak seluruhnya sebesar 

Rp7.658.275.990,00 (tujuh milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua 

ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) secara 

bertahap yakni : 

a Termin I dan II (70%), tanggal 30 Nopember 2010 sebesar 

Rp5.360.793.200,00(lima miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh 

ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)setelah potong 

pajak.

b Termin III (100 %), tanggal 30 Desember 2010 sebesar 

Rp2.297.482.790,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh 

juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan 

puluh rupiah) setelah potong pajak. 

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 33, 

36 dan Lampiran I BAB II huruf D.1 f.3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 

tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 61 ayat (1) PP 58 Tahun 

2005.

• Bahwa setelahPT KPIJ menerima pembayaran pekerjaan sebesar 

Rp7.658.275.990,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua 

ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah),  dan dari 

jumlah tersebut dikembalikan ke Kas Daerah Propinsi Papua sebesar 

Hal.35 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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Rp2.648.327.595,00 (dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga 

ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), sisanya 

sejumlah Rp5.009.948.395,00 (lima miliar sembilan juta sembilan ratus 

empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), PT KPIJ 

mempergunakan uang tersebut untuk keperluan antara lain : 

• Diberikan kepada JANNES JOHAN KARUBABA sebesar 

Rp1.499.853.000,00(satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta 

delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

• Diberikan kepada staf Kadis Pertambangan (Bendahara dan Keuangan) 

sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

• Diberikan kepada NURYANTI sebesar Rp6.437.600,00 (enam juta empat 

ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

• Dipergunakan untuk Operasional pemeriksaan BPK sebesar Rp5.000.000,00 

(lima juta rupiah).

• Diberikan kepada PPTK sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta 

rupiah);

Sisanya sebesar sebesar Rp3.391.657.795,00 (tiga miliar tiga ratus 

sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus 

sembilan puluh lima rupiah) merupakan keuntungan PT KPIJ.

Dengan demikian terhadap kegiatan pekerjaan perencanaan teknis DED 

PLTA Sungai Memberamo II telah mengakibatkan kerugian keuangan 

negara sebesar Rp5.009.948.395,00 (lima miliar sembilan juta sembilan 

ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) 

dengan perhitungan sebagai berikut :

•  Diberikan kepada JANNES JOHAN KARUBABA sebesar 

Rp1.499.853.000,00(satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta 

delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

•  Diberikan kepada staf Kadis Pertambangan (Bendahara dan Keuangan) 

sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

•  Diberikan kepada NURYANTI sebesar Rp6.437.600,00 (enam juta empat 

ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

•  Dipergunakan untuk Operasional pemeriksaan BPK sebesar 

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
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•  Diberikan kepada PPTK sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta 

rupiah);

• Sisa uang yang tersimpan pada rekening PT KPIJ sebesar 

Rp.3.391.657.795,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam 

ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) 

merupakan keuntungan PT KPIJ.

• Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis DED Paniai dan 

Sentani, DED Urumuka I, II dan III serta DED Memberamo I dan II, PT KPIJ 

telah menerima pembayaran uang seluruhnya sebesar Rp41.344.107.684,50 

(empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta seratus tujuh ribu 

enam ratus delapan puluh empat rupiah dan lima puluh sen), yang digunakan 

untuk melaksanakan pekerjaan hanya sebesar Rp6.886.301.679,00 (enam 

miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus satu ribu enam ratus 

tujuh puluh sembilan rupiah), digunakan untuk membayar fee pihak-pihak 

terkait dengan proyek sebesar Rp7.817.096.554,00 (tujuh miliar delapan 

ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat 

rupiah), dikembalikan ke kas Daerah sebesar Rp5.462.520.686,00 (lima 

miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu senam 

ratus delapan puluh enam rupiah) dan sebesar Rp21.178.188.765,50 (dua 

puluh satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh 

delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah dan lima puluh sen) 

digunakan kepentingan-kepentingan lain diluar proyek antara lain : 

•   Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat 

juta rupiah);

•  Diberikan kepada BARNABAS SUEBU sebesar Rp.550. 000.000,00 (lima 

ratus lima puluh juta rupiah);

•  Diberikan kepada LEO HEHANUSA sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh 

empat juta rupiah);

•  Diberikan kepada LINDA SUEBU sebesar Rp157.700.000,00 (seratus lima 

puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

•  Diberikan kepada ROBERT DIMALOUWE sebesar Rp45.000. 000,00 

(empat puluh lima juta rupiah);

•  Diberikan kepada ELIEZER MUNDONI sebesar Rp54.000. 000,00 (lima 

puluh empat juta rupiah);
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•  Diberikan kepada MELKY SUEBU sebesar Rp81.000.000,00 (delapan 

puluh satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan BARNABAS 

SUEBU   menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu dalam kegiatan 

pekerjaan :

• DED Paniai dan Sentani sebesar Rp10.414.300.407,00 (sepuluh miliar empat 

ratus empat belas juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh rupiah);

Sedangkan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan BARNABAS 

SUEBU dan JANNES JOHAN KARUBABA menimbulkan kerugian 

keuangan negara yaitu dalam kegiatan pekerjaan :

• DED Urumuka I sebesar Rp3.558.462.254,00 (tiga miliar lima ratus lima 

puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh 

empat rupiah);

• DED Urumuka II sebesar Rp6.845.340.861,00 (enam miliar delapan ratus 

empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh 

satu rupiah);

• DED Urumuka III sebesar Rp5.709.604.059,00 (lima miliar tujuh ratus 

sembilan juta enam ratus empat ribu lima puluh sembilan rupiah);

• DED Memberamo I sebesar Rp11.825.125.497,00 (sebelas miliar delapan 

ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan 

puluh tujuh rupiah);

• DED Memberamo II sebesar Rp5.009.948.395,00 (lima miliar sembilan juta 

sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima 

rupiah);

Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp43.362.781.473,00 (empat puluh tiga 

miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu 

empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah itusesuaiLaporan 

Hasil Penghitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK RI) Nomor : 12/HP/XIX/06/2015 tanggal 18 Juni 2015 dan 

Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negera Nomor : 13/HP/XIX/06/2015 

tanggal 25 Juni 2015.

-------Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 

2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) 

KUHPidana.------------------------------------------------------------------------------------------

ATAU:

KEDUA:

---------Bahwa Terdakwa LA MUSI DIDI selaku Direktur Utama PT Konsultasi 

Pembangunan Irian Jaya (PT KPIJ) sebagai Penyedia Jasa  dalam pekerjaan Detail 

Engineering Design (DED) PLTA Paniai dan Sentani Tahun Anggaran 2008, pekerjaan 

DED PLTA Sungai Urumuka dan Sungai Memberamo Tahun Anggaran 2009 dan 

Tahun Anggaran 2010 di ProvinsiPapua, bersama-sama dengan BARNABAS SUEBU 

selaku Gubernur Papua Periode 2006-2011 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI 

Nomor : 31/P Tahun 2006 tanggal 20 Juli 2006 dan JANNES JOHAN KARUBABA 

selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua (Distamben Provinsi 

Papua) tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

Provinsi Papua Nomor : SK.821.2-3949 tanggal 2 Desember 2008 dan mengangkat 

kembali dalam jabatan yang sama melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua 

Nomor : SK.821.2-169 tanggal 27 Februari 2009 dan selaku Pejabat Pengguna 

Anggaran (PA)/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua TA.2009 pada Distamben 

Provinsi Papua (yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari 

dan tanggal       yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 

2007 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Papua, 

Gedung Negara Papua Jalan Swasiu Jayapura, Kantor Dinas Pertambangan dan Energi 

Provinsi Papua Jalan Sumatera Nomor 12 Jayapura, Kantor PT KPIJ  Jalan Batu Karang 

Nomor 4 Kota Jayapura, Kantor PT Indra Karya Wilayah I Jawa Timur Malang Jalan 

Surabaya Nomor 3A Malang, Kantor PT GEO ACE Jalan Soekarno Hatta Nomor 544 

Bandung, Hotel Mulia Jakarta Jalan Asia Afrika Senayan Jakarta, yang masing-masing 

tempat tersebuttermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  pada 

Pengadilan Negeri Jayapura, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Surabaya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, namun 

karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat 
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pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor  8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP) dan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) 

Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 

maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta 

melakukanbeberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang 

berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu 

menguntungkan diri Terdakwa selaku Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan 

Irian Jaya (PT KPIJ) sebesar Rp5.017.934.976,00 (lima miliar tujuh belas juta sembilan 

ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah, menguntungkan 

orang lain yaitu BARNABAS SUEBU sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima 

puluh juta rupiah),JANNES JOHAN KARUBABA sebesar Rp.4.805.287.400,00 

(empat miliar delapan ratus lima juta dua ratus delapan puluh tujuh empat ratus ribu 

rupiah), GERI WICAKSONO Rp.1.520.962.290,00 (satu miliar lima ratus dua puluh 

juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), IMAM 

SOEDJONO sebesar Rp1.050.339.000,00 (satu miliar lima puluh juta tiga ratus tiga 

puluh sembilan ribu rupiah), PRASETIJO ADI Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam 

puluh juta rupiah), TOTO PURWANTO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah), PHILIPUS WAROMI sebesar Rp546.380.100,00 (lima ratus empat puluh 

enam juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus rupiah), IBRAHIM IS BADARUDIN 

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), LEO HEHANUSA sebesar 

Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), LINDA SUEBU sebesar 

Rp157.700.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), ROBERT 

DIMALOUWE sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), ELIEZER 

MUNDONI sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empatjuta rupiah), ANDAREAS 

PASANGKA sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 

NURYANTI sebesar Rp36.135.054,00 (tiga puluh enam juta seratus tiga puluh lima 

ribu lima puluh empat rupiah), MARAN GULTOM sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh 

juta rupiah), MELKY SUEBU sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta 

rupiah), BENNY JOHARA dan HERNAWAN sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus 

juta rupiah), Pihak-pihak lain terkait proyek antara lain: Panitia Pengadaan, Panitia 

Pemeriksa Barang, Pegawai Distamben Propinsi Papua, Pegawai Gedung Negara 
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Propinsi Papua sebesar Rp4.575.026.149,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh lima 

juta dua puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), menguntungkan 

korporasi yaitu PT KPIJ sebesar Rp21.521.483.765,50 (dua puluh satu miliar lima 

ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh 

lima ribu rupiah lima puluh sen), PT INDRA KARYA sebesar Rp2.061.344.658,50 

(dua miliar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima 

puluh delapan rupiah dan lima puluh sen),   PT GEO ACE sebesar Rp532.617.000,00 

(lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), PT INDRA 

KARYA Pusat sebesar Rp1.632.206.199,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta 

dua ratus enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) 

menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan, yaitu turut serta menyalahgunakan kewenangan yang ada 

pada jabatan BARNABAS SUEBU selaku Gubernur Papua Periode 2006-2011 dan 

kewenangan yang ada pada JANNES JOHAN KARUBABA selaku selaku Pejabat 

Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua TA.2009 pada 

Distamben Provinsi Papua atau kedudukannya selaku Kepala Dinas Pertambangan dan 

Energi Provinsi Papua (Distamben Provinsi Papua) tahun 2008 sampai dengan tahun 

2011 dalam Pengadaan Pekerjaan Detail Engineering Design(DED) PLTA Paniai dan 

Sentani Tahun Anggaran 2008, pekerjaan DED PLTA Sungai Urumuka dan Sungai 

Memberamo Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 di ProvinsiPapua, tanpa 

mengindahkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan 

Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) PLTA Paniai dan Sentani Tahun Anggaran 

2008, pekerjaan DED PLTA Sungai Urumuka dan Sungai Memberamo Tahun 

Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 di ProvinsiPapua, yang dapat merugikan  

keuangan negara atau perekonomian Negara, yaitu merugikan keuangan negara 

sebesar  Rp43.362.781.473,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta 

tujuh ratus delapan puluh satu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), atau setidak 

tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

• Bahwa pada saat BARNABAS SUEBU menjabat Gubernur Provinsi Papua 

periode I tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 diangkat sebagai Komisaris 

Utama PT KPIJ  berdasarkan Akta Notaris  SUPRAKOSO, SH, Nomor 45 

Hal.41 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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tanggal 30 Juli 2005 dan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham 

(RUPS), saat itu pun Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Utama 

menggantikan FREDY HARMAN. Setelah BARNABAS SUEBU terpilih 

kembali sebagai Gubernur Papua Periode II tahun 2006 sampai dengan tahun 

2011, menghibahkan kepemilikan saham kepada anaknya yakni LINDA 

SUEBU sebanyak 50% dan ROBERT DIMALAW sebanyak 10% 

berdasarkan Akta Notaris Nomor 104 tanggal 31 Januari 2008.  Selanjutnya 

berdasarkan Keputusan RUPS PT KPIJ tanggal 31 Januari 2008 LINDA 

SUEBU diangkat sebagai Komisaris Utama menggantikan BARNABAS 

SUEBU, dan Terdakwa tetap ditunjuk sebagai Direktur Utama PT KPIJ.  

• BARNABAS SUEBU dengan menyalahgunakan kewenangan dan 

kesempatan yang ada padanya karena jabatannya selaku Gubernur Provinsi 

Papua  selanjutnya meminta kepada TOTO PURWANTO selaku Kadistamben 

Provinsi Papua periode 2007-2008 untuk mengatur agar PT KPIJ 

mendapatkan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Paniai dan Sentani 

Tahun TA 2008, serta meminta JANNES JOHAN KARUBABA selaku 

Kadistamben Provinsi Papua periode 2009-2011 agar PT KPIJ mendapatkan 

Pekerjaan DED PLTA Sungai Urumuka dan Sungai Memberamo TA 2009 

dan TA 2010 Provinsi Papua.

• Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya yang ada 

padanya karena kedudukannya selaku Direktur Utama PT KPIJ bersama 

dengan JANNES JOHAN KARUBABA yang menyalahgunakan kewenangan 

yang ada padanya karena jabatannya selaku Kadistamben Provinsi Papua 

dalam operasionalnya kemudian mengikuti beberapa proyek yang diadakan di 

lingkungan pemerintah Provinsi Papua untuk mendukung kebijakan 

BARNABAS  SUEBU salah satunya adalah mengembangkan Program Energi 

Terbarukan melalui Distamben Provinsi Papua yang diwujudkan melalui 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik 

Tenaga Air (PLTA) yang kemudian diikuti oleh PT KPIJ antara lain : 

1 PEKERJAAN DED PLTA PANIAI DAN DED PLTA 

SENTANI TAHUN 2008

• Terdakwa pada akhir tahun 2007 mendapat informasi dari BARNABAS 

SUEBU bahwa Pemerintah Provinsi Papua akan membangun Pembangkit 
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Listrik Tenaga Air (PLTA) di daerah Sentani dan Paniai yang untuk 

pelaksanaannya terlebih dahulu akan dibuat Detail Engineering Design 

(DED). BARNABAS SUEBU berkeinginan agar yang melaksanakan proyek 

DED tersebut adalan PT KPIJ yang merupakan perusahaan miliknya, dan  

meminta Terdakwa untuk mencari perusahaan lain yang bersedia diajak 

bekerjasama untuk melaksanakan proyek DED tersebut. 

• Untuk menindaklanjuti keinginan BARNABAS SUEBU pada awal tahun 

2008 Terdakwa bersama MOHAMMAD NURHADI menemui IMAM 

SOEDJONO selaku Kepala Cabang PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa 

Timur dan PRASETIJO ADI di kantornya Jalan Surabaya 3A Malang, dan 

bersepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan DED PLTA 

Sentani dan DED PLTA Paniai dengan pembagian pekerjaan 60% untuk PT 

Indra Karya dan 40% untuk PT KPIJ. Kesepakatan tersebut selanjutnya 

dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara PT Indra Karya dan PT KPIJ. 

• Terdakwa kemudian melaporkan kesepakatan tersebut kepada BARNABAS 

SUEBU bahwa PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur memiliki 

kemampuan perencanaan pembangunan PLTA dan bersedia bekerja sama 

dengan PT KPIJ untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan DED PLTA 

Danau Sentani dan DED PLTA Danau Paniai yang disetujui BARNABAS 

SUEBU serta meminta PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur untuk 

melakukan presentasi guna memaparkan Company Profile dan pengalaman 

PT INDRA KARYA dalam perencanaan pembangunan PLTA. Selanjutnya 

pada bulan Februari Tahun 2008 di Gedung Negara Papua, PT INDRA 

KARYA Wilayah I Jawa Timur yang terdiri dari IMAM SOEDJONO, 

PRASETIJO ADI, HASAN BISRI, CHURNIAWAN SULISTYO melakukan 

presentasi dihadapan BARNABAS SUEBU yang dihadiri oleh Terdakwa dan 

AGUS SUMULE. 

• Bahwa setelah PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur melakukan 

presentasi, BARNABAS SUEBU mengarahkan Terdakwa untuk 

mengkoordinasikan mengenai kesiapan anggaran guna pelaksanaan proyek 

perencanaan DED PLTA Sentani dan DED PLTA Paniai dengan TOTO 

PURWANTO selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi ProvinsiPapua 

(periode tahun 2007 sampai dengan April tahun 2008)  yang dipastikan TOTO 

PURWANTO kalau anggarannya sudah tersedia dalam Daftar Pelaksana 
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Anggaran (DPA) tahun 2008 sebagaimana Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun berdasarkan data yang 

diberikan oleh PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur dan PT KPIJ 

dengan nilai sebesar Rp17.430.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga 

puluh juta rupiah) dengan perincian DED PLTA Paniai sebesar 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  dan DED PLTA Sentani sebesar 

Rp12.430.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah)

• Terdakwa selanjutnya guna memenuhi arahan BARNABAS SUEBU  

meminta MOHAMMAD NURHADI bersama  PT INDRA KARYA Wilayah 

I Jawa Timur untuk melaksanakan survey pendahuluan padahal belum disusun 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta belum ditandatangani kontrak,  sehingga 

pada Februari tahun 2008 MOHAMMAD NURHADI, CHURNIAWAN 

SULISTYO, HASAN BISRI, HARDJUNO WIDYATMOKO, SHIGETA dan 

ARI DEDI PUSPITA melaksanakan survey dan kajian awal dengan 

menganalisa Feasibility Study (FS) Danau Sentani yang pernah dilaksanakan 

oleh Tim Konsultan dari Italia serta melaksanakan Pra Feasibility Study 

meliputi analisa topografi dan rupa bumi untuk menentukan letak PLTA, dan 

peninjauan lokasi untuk Danau Paniai. 

• Bahwa sekira bulan Maret tahun 2008, Terdakwa memperoleh informasi dari 

TOTO PURWANTO bahwa anggaran DED PLTA Sentani dan DED PLTA 

Paniai sudah tersedia dan Terdakwa diminta segera mempersiapkan proses 

administrasi lelang sampai pelaksanaannya. Atas informasi tersebut,   

Terdakwa menyampaikan kepada IMAM SOEDJONO untuk mempersiapkan 

dokumen lelang sebagai formalitas sebagaimana yang diminta oleh TOTO 

PURWANTO. Selain itu Terdakwa juga memerintahkan ALEXANDER 

TONAPA untuk membantu PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur 

dalam menyusun dokumen lelang. 

• Untuk menyiapkan dokumen formalitas pelelangan tersebut IMAM 

SOEDJONO memerintahkan MISBAHUL MUNIR selaku Manager Proposal 

PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur beserta stafnya yakni ZAINUL 

ARIFIN, ACHSIN WIJAYANTO, dan TENDY SUWAJI untuk membuat 

dokumen Pra Kualifikasi maupun dokumen penawaran serta memerintahkan  

AGUS SALIM untuk menyusun KAK, RAB dan Owner Estimate (OE/HPS), 

sekaligus menyiapkan perusahaan pendamping yakni PT IKA ADYA 
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PERKASA, PT MANAGEMENT PROJECT ENGINEERING, PT 

GHANIYYU, PT CIPTA SURYA WAHANA, PT DATA PERSADA 

KONSULTAN dan PT SURYA ABADI KONSULTAN.  Selain itu IMAM 

SOEDJONO juga memerintahkan staf  Tim Proposal menyusun dokumen 

lelang perencanaan teknis DED PLTA Sentani dan DED PLTA Paniai di 

Kantor PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur Jalan Surabaya 3A 

Malang. 

• Selanjutnya IMAM SOEDJONO memerintahkan staf Tim Proposal untuk 

menyusun dokumen lelang perencanaan teknis DED PLTA Sentani maupun 

perencanaan teknis DED PLTA Paniai dalam 1 (satu) paket penawaran 

sekaligus menyusun formalitas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/198 

tertanggal 7 April 2008 senilai Rp16.458.425.000,00 (enam belas miliar 

empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) 

antara IMAM SOEDJONO selaku Kepala Cabang PT INDRA KARYA 

Wilayah I Jawa Timur dengan TOTO PURWANTO selaku Kadistamben 

Provinsi Papua. Setelah dokumen lelang beserta Surat Perjanjian tersebut 

lengkap dan seolah-olah ditandatangani oleh IMAM SOEDJONO kemudian 

dibawa oleh Tim Proposal ke Papua untuk diserahkan kepada ALEXANDER 

TONAPA. Sedangkan untuk dokumen lelang, Terdakwa memerintahkan 

ALEXANDER TONAPA untuk memintakan tandatangan kepada Panitia 

Pengadaan melalui SAMUEL SAMPE RURA selaku Ketua Panitia 

Pengadaan Barang / Jasa sekaligus memintakan tandatangan kepada TOTO 

PURWANTO.  

Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 5, 

Pasal 9, Pasal 10, dan Lampiran BAB I dan II  Keppres RI Nomor 80 

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Bahwa atas pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/198 tertanggal 7 

April 2008 perihal pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Sentani dan 

Paniai senilai Rp16.458.425.000,00 (enam belas miliar empat ratus lima 

puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa 

kemudian mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 15% 

kepada Distamben Provinsi Papua. Selanjutnya pihak Distamben Provinsi 

Papua melakukan pembayaran pada tanggal 23 Mei 2008 kepada PT INDRA 

KARYA Wilayah I Jawa Timur sebesar Rp2.152.031.191,00 (dua miliar 

Hal.45 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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seratus lima puluh dua juta tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu 

rupiah). Uang tersebut selanjutnya oleh PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa 

Timur atas perintah IMAM SOEDJONO pada tanggal 23 Mei 2008 ditransfer 

ke Rekening PT KPIJ sebesar Rp860.812.476,00 (delapan ratus enam puluh 

juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang 

kemudian olehTerdakwa sebagian uang yang masuk ke PT KPIJ tersebut pada 

tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 

rupiah) serta tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan 

puluh juta rupiah) ditransfer  kepada  TOTO PURWANTO. 

• Bahwa setelah Tim Survey PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur dan 

PT KPIJ melakukan kajian diperoleh kesimpulan bahwa Danau Sentani secara 

ekonomis tidak layak untuk dibangun PLTA, sedangkan Danau Paniai layak 

untuk dibangun PLTA, sehingga pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan ke tahap 

Feasibilty Study.  Kesimpulan tersebut dipaparkan HASAN BISRI dihadapan 

BARNABAS SUEBU yang dihadiri Terdakwa, para Kepala SKPD dan 

CHURNIAWAN SULISTYO.Berdasarkan pemaparan tersebut BARNABAS 

SUEBU mengarahkan proyek perencanaan  DED PLTA Danau Sentani hanya 

dilaksanakan sampai tahap Feasibilty Study(FS) dan mengalihkan sisa 

anggaran proyek perencanaan DED PLTA Sentani ke proyek perencanaan  

DED PLTA Paniai. 

• Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, BARNABAS SUEBU 

memerintahkan IBRAHIM ISBADARUDDIN selaku Plt Kepala Distamben 

Provinsi Papua yang menggantikan TOTO PURWANTO untuk melakukan 

perubahan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). IBRAHIM 

ISBADARUDDIN kemudian memerintahkan YULIAN MAGA untuk 

memproses DPA-P dengan rincian biaya perencanaan teknis DED PLTA 

Paniai sebesar Rp12.430.000.000,00(dua belas miliar empat ratus tiga puluh 

juta rupiah)  dan biaya perencanaan teknis Feasibilty Study PLTA Sentani 

sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah). 

• Bahwa menindaklanjuti arahan BARNABAS SUEBU, Terdakwa kemudian 

membuat dokumen formalitas Adendum Kontrak Nomor : 027/396.A tanggal 

25 Agustus 2008 perihal perencanaan teknis DED PLTA Paniai senilai 

Rp11.723.816.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan 

ratus enam belas ribu rupiah) serta Adendum Kontrak Nomor : 027/396.B 
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tanggal 25 Agustus 2008 perihal perencanaan teknis Feasibilty Study PLTA 

Sentani senilai Rp4.734.609.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh 

empat juta enam ratus sembilan ribu rupiah). Kedua kontrak tersebut dibuat 

sebagai perubahan atas Kontrak Nomor : 027/198 tanggal 7 April 2008 perihal 

pelaksanaan pekerjaan DED PLTA Paniai dan Sentani. Terdakwa dalam 

amandamen kontrak pelaksanaan Feasibilty Study PLTA Sentani mengganti  

pelaksana pekerjaan dari PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur menjadi 

PT IKA ADYA PERKASA yang sebenarnya adalah perusahaan yang 

dipinjam namanya oleh PT KPIJ.  

• Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Paniai dan 

perencanaan teknis Feasibilty Study PLTA Sentani, pihak PT INDRA 

KARYA Wilayah I Jawa Timur dan PT IKA ADYA PERKASA tidak 

melaporkan perkembangan kemajuan pekerjaan dan hanya membuat laporan 

akhir pekerjaan yang kemudian dipaparkan HASAN BISRI dihadapan 

BARNABAS SUEBU, yang dihadiri Terdakwa, IBRAHIM 

ISBADARUDDIN, ANDAREAS PASANGKA, PRASETIJO ADI, dan 

pejabat SKPD Provinsi Papua.  Laporan akhir tersebut tidak dilakukan 

pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai MELMAMBESI 

MOSES, namun Terdakwa memerintahkan ALEXANDER TONAPA 

membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menerangkan bahwa 

pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Paniai dan perencanaan teknis 

Feasibilty Study PLTA Sentani telah selesai 100%. Selain itu Terdakwa juga 

memerintahkan ALEXANDER TONAPA membuat dokumen pencairan dana 

yang dimintakan tandatangannya kepada IBRAHIM ISBADARUDDIN yang 

saat itu sudah tidak lagi menjabat selaku Plt. Kadistamben Provinsi Papua. 

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 33, 

36 dan Lampiran I BAB II huruf D.1 f Keppres Nomor 80 Tahun 2003 

tentang Pengadaan Barang/Jasa.          

• Bahwa setelah dokumen diserahkan Terdakwa kepada DEMIANUS KMUR 

selaku Bendaharawan Pengeluaran Distamben Provinsi Papua beserta Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00005/SP2D-LS/II/2009 tertanggal 

21 Januari 2009 untuk Pembayaran DED PLTA Paniai sebesar 

Rp9.255.052.250,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh lima juta lima 

Hal.47 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT INDRA KARYA 

Wilayah I Jawa Timur yang belum ditandatangani oleh AHMAD HATARI 

selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 

namun DEMIANUS KMUR tetap melakukan pembayaran atas pekerjaan 

tersebut dengan cara pada tanggal 22 Januari 2009 mentransfer uang setelah 

dipotong PPN dan PPh kepada PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur 

sebesar Rp8.067.923.957,00 (delapan miliar enam puluh tujuh juta sembilan 

ratus dua puluh tiga sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah). Selanjutnya 

pada tanggal 23 Januari 2009 uang tersebut di transfer ke rekening PT KPIJ 

sebesar Rp750.831.409,00 (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tiga 

puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah).  

• Selain itu DEMIANUS KMUR juga menerima SP2D Nomor : 00006/SP2D-

LS/II/2009 tertanggal 21 Januari 2009 untuk Pembayaran Feasibility Study 

PLTA Sentani sebesar Rp4.734.609.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga 

puluh empat juta enam ratus sembilan ribu rupiah ) kepada PT IKA ADYA 

PERKASA yang juga belum ditandatangani oleh AHMAD HATARI, namun 

DEMIANUS KMUR tetap melakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut 

dengan cara pada tanggal 22 Januari 2009 juga mentransfer uang setelah 

dipotong PPN dan PPh kepada PT IKA ADYA PERKASA sebesar 

Rp4.127.230.291,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga 

puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 

23 Januari 2009 uang yang diterima oleh PT IKA ADYA PERKASA 

seluruhnya di transfer ke rekening PT KPIJ. 

• Dengan demikian PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur dalam proyek 

perencanaan Teknis DED PLTA Paniai dan perencanaan teknis Feasibility 

Study PLTA Sentani secara keseluruhan menerima uang adalah sebesar  

Rp8.608.311.263,00 (delapan miliar enam ratus delapan juta tiga ratus 

sebelas dua ratus enam puluh tiga rupiah), sedangkan PT KPIJ dalam proyek 

perencanaan teknis DED PLTA Paniai dan perencanaan teknis Feasibility 

Study PLTA Sentani keseluruhan menerima uang sebesar Rp5.738.874.176,00 

(lima miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh 

empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)

• Dari uang yang diterima PT KPIJ sebesar Rp5.738.874.176,00 (lima miliar 

tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu 

seratus tujuh puluh enam rupiah) digunakan untuk melaksanakan kegiatan 
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hanya sebesar Rp1.704.615.443,00 (satu miliar tujuh ratus empat juta enam 

ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), sedangkan 

sebesar Rp579.569.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus 

enam puluh sembilan ribu rupiah)digunakan untuk :

• Diberikan kepada TOTO PURWANTO sebesar Rp 300.000. 000,00 (tiga 

ratus juta rupiah); 

• Diberikan kepada ANDARIAS PASANGKA sebesar Rp27.500. 000,00 (dua 

puluh tujuh juta lima ratus ribu ruiah);

• Diberikan kepada Panitia pengadaan sebesar Rp170.000. 000,00 (seratus tujuh 

puluh juta rupiah);

• Diberikan kepada 4 (empat) orang Staf PU sebesar Rp 2.000. 000,00 (dua juta 

rupiah); 

• Biaya operasional panitia pengadaan sebesar Rp79.095.000,00 (tujuh puluh 

sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

• Biaya insentif dalam proses tagihan di Kantor Gubernur sebesar 

Rp31.750.000,000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

• Membayar fee perencanaan sebesar Rp110.005.000,00 (seratus sepuluh juta 

lima ribu rupiah);

• Pembelian bingkisan parcel lebaran (6pc) sebesar Rp4.500. 000,00 (empat juta 

lima ratus ribu rupiah); 

• Biaya presentasi sebesar Rp30.719.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus 

sembilan belas ribu rupiah);

• Biaya pengurusan revisi DIPA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

• Biaya konsumsi lembur proyek di kantor Distamben sebesar Rp1.000.000,00 

(satu juta rupiah); dan

• Sebesar Rp3.454.689.733,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta 

enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) 

merupakan keuntungan PT KPIJ.

• Uang yang diterima oleh PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur sebesar 

Rp.8.608.311.263,00 (delapan miliar enam ratus delapan juta tiga ratus 

sebelas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) yang digunakan untuk 

melaksanakan pekerjaan ternyata hanya sebesar Rp3.596.928.310,00 (tiga 

miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan 

ribu tiga ratus sepuluh rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk :

Hal.49 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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• Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp2.253.540.920,00 (dua miliar dua ratus 

lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh 

rupiah);

• Diberikan kepada PRASETIJO ADI sebesar Rp346.010.080,00 (tiga ratus 

empat puluh enam juta sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

• Diberikan kepada IMAM SUDJONO sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus 

juta rupiah);

• Disetor ke PT INDRA KARYA Pusat sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah); dan

• Sebesar Rp914.454.643,00 (sembilan ratus empat belas juta empat ratus lima 

puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) merupakan keuntungan 

PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur.

Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan BARNABAS SUEBU dalam 

pelaksanaanproyek perencanaan teknis DED PLTA Paniai dan 

perencanaan teknis Feasibility Study PLTA Sentani tahun 2008 telah 

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 10.414.300,407,00 

(sepuluh miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus ribu empat ratus 

tujuh rupiah).  

1 PEKERJAAN DED PLTA SUNGAI URUMUKA  I 

TAHUN 2009

• Bahwa pada akhir tahun 2008 bertempat di Hotel Mulia Jakarta, BARNABAS 

SUEBU melakukan pertemuan dengan PRASETIJO ADI, CHURNIAWAN 

SULISTYO, HASAN BISRI dari PT Indra Karya Wilayah I Jawa Timur dan 

ARMANDO MAHLER Presiden Direktur PT Freeport Indonesia guna 

membahas power station lokasi ke-6 yaitu Sungai Urumuka dari hasil 

pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Paniai. Dalam pertemuan tersebut 

BARNABAS SUEBU meminta HASAN BISRI dan CHURNIAWAN 

SULISTYO dengan difasilitasi oleh ARMANDO  MAHLER untuk 

melakukan pengecekan terhadap air terjun di power station lokasi ke-6 Sungai 

Urumuka.  

• Dari pengecekan tersebut diperoleh hasil bahwa di power station lokasi ke-6 

berpotensi menghasilkan listrik menjadi 400 megawatt yang kemudian pada 

awal tahun 2009 di Gedung Negara Provinsi Papua CHURNIAWAN 
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SULISTYO mempresentasikannya dihadapan Barnabas Suebu dengan 

dihadiri Terdakwa, PRASETIJO ADI, IMAM SOEDJONO dan HASAN 

BISRI.  Selanjutnya BARNABAS SUEBU meminta PT INDRA KARYA 

Wilayah I Jawa Timur untuk mengikuti pelelangan dan mengarahkan 

JANNES JOHAN KARUBABA untuk bekerja sama dengan Terdakwa dalam 

melaksanakan lelang Perencanaan Teknis DED PLTA Sungai Urumuka. 

• Bahwa sebelum pelaksanaan lelang dimulai, Terdakwa bersepakat dengan 

PRASETIJO ADI untuk membagi pelaksanaan pekerjaan dimana PT INDRA 

KARYA Wilayah I Jawa Timur menyusun desain dan supervisi sedangkan PT 

KPIJ mengerjakan penyediaan data desain di lapangan dengan pembagian 

keuntungan 40% PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur dan 60% PT 

KPIJ serta untuk dokumen lelang beserta  kelengkapannya akan disusun PT 

INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur dengan dibantu ALEXANDER 

TONAPA dari staf PT KPIJ. 

• Bahwa guna memenuhi kesepakatan tersebut, PRASETIJO ADI pada awal 

bulan Juni Tahun 2009 memerintahkan AGUS SALIM (Manager Proposal PT 

INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur), TENDY SOEWADJI, ACHSIN 

WIJAYANTO dan ZAINUL ARIFIN untuk menyiapkan dokumen Pra 

Kualifikasi secara formalitas dan Company Profile perusahaan pendamping 

yakni PT WAHANA  ADYA KONSULTAN, PT IKA ADYA PERKASA, PT 

CIPTA SURYA WAHANA, PT YODYA KARYA , PT INTI EKA FAJAR 

CONSULTANT serta Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran 

Biaya (RAB), dan Owner Estimate (OE/HPS) di Kantor PT INDRA KARYA 

Wilayah I Jawa Timur Jalan Surabaya No. 3 A Malang yang akan 

dipergunakan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan lelang. Selanjutnya PRASETIJO ADI 

memerintahkan AGUSSALIM dan THOMMIE KURNIAWAN menyerahkan 

dokumen yang telah disusun tersebut kepada MARAN GULTOM selaku 

Ketua Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan Teknis DED Urumuka I melalui 

ALEXANDER TONAPA di Jayapura.  

• Setelah menerima dokumen pengadaan tersebut MARAN GULTOM  

melaporkannya kepada JANNES JOHAN KARUBABA bahwa dokumen 

pengadaan sudah lengkap. Kemudian JANNES JOHAN KARUBABA 

memanggil MARAN GULTOM beserta Panitia Pengadaan ke ruangannya dan 
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meminta kepada Panitia Lelanguntuk menandatangani dokumen pengadaan 

pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Sungai Urumuka I padahal proses 

lelang tidak pernah dilaksanakan. Selanjutnya atas arahan BARNABAS 

SUEBU, JANNES JOHAN KARUBABA kemudian menandatangani Surat 

Perjanjian Kerja Nomor : 027/369.c tanggal 05 Agustus 2009 pekerjaan 

perencanan teknis DED PLTA Sungai Urumuka Kabupaten Mimika antara 

Distamben Provinsi Papua dan PT INDRA KARYA Wilayah – I Jawa Timur  

dengan nilai kontrak Rp6.602.993.000,00 (enam miliar enam ratus dua juta 

sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandangani juga oleh 

PRASETIJO ADI selaku General Manager(GM) PT INDRA KARYA 

Wilayah I Jawa Timur. 

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c), (d) dan (e),  

Pasal 5 huruf (c) dan (g), Pasal 9 ayat (3) huruf (e), (g),  Pasal 10 ayat 

(5) Pasal 13 ayat (1), Pasal 21 dan Lampiran I Bab I Keputusan 

Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden RI 

Nomor 80 Tahun 2003

• Terdakwa selanjutnya memerintahkan ALEXANDER TONAPA membuat 

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh  

ALEXANDER TONAPA dengan persetujuan Prasetijo Adi seolah-olah PT 

Indra Karya Wilayah I Jawa Timur telah selesai 100% (seratus persen) 

melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Urumuka I, padahal 

yang dilaksanakan hanyalah pekerjaan Pre Feasibility Study(PFS) bukan 

kualifikasi pekerjaan DED. Terdakwa juga memerintahkan ALEXANDER 

TONAPA membuat kelengkapan dokumen tagihan pembayaran PT INDRA 

KARYA Wilayah I Jawa Timur kepada Dinas Pertambangan dan Energi 

Provinsi Papua secara formalitas. 

• Atas permintaan Terdakwa tersebut, ALEXANDER TONAPA kemudian 

membuat kelengkapan dokumen pembayaran. Selanjutnya dokumen tersebut 

oleh ALEXANDER TONAPA dimintakan tanda tangan kepada PHILIPUS 

WAROMIselaku PPTK dan JASON MULER selaku Ketua Panitia Pemeriksa/

Penguji Barang agar seolah-olah sudah dilakukan pemeriksaaan dan telah 

selesai 100% sesuai dengan kontrak untuk mendapatkan pembayaran secara 

penuh yang disetujui JANNES JOHAN KARUBABA selaku Pengguna 
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Anggaran, padahal Panitia Pemeriksa/Penguji Barang tidak pernah melakukan 

pemeriksaan. 

• Bahwa pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Teknis DED PLTA Urumuka I 

oleh PT Indra Karya Wilayah I Jawa Timur membuat Laporan Pekerjaan DED 

PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten Mimika tahap I tahun 2009 yang berisi 

Studi Kelayakan, Gambar Survey dan Investigasi, Gambar Perencanaan 

Topografi, Hidrologi, Geologi, Pengujian Laboratorium ialah sebenarnya 

merupakan pekerjaan Pre Feasibilty Study (PFS) dan bukan pekerjaan DED  

sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/369.c 

tanggal 05 Agustus 2009

• Terhadap pekerjaan DED PLTA Urumuka I Tahun 2009 tersebut, pada bulan 

Desember Tahun 2009 Distamben Provinsi Papua melakukan pembayaran 

100% sekaligus tanpa melalui per termin kepada PT Indra Karya Wilayah I 

Jawa Timur melalui rekening nomor : 032.01.000.428.30.2 di Bank BRI 

Cabang Hayam Wuruk Jakarta setelah dipotong pajak sehingga berjumlah 

Rp5.762.612.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus 

dua belas ribu rupiah).

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 33, 

36 dan Lampiran I BAB II huruf D.1 f.3 Keppres Nomor 80 Tahun 

2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 61 ayat (1) PP 58 

Tahun 2005.

• Untuk merealisasikan kesepakatan antara PT Indra Karya Wilayah I Jawa 

Timur dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT KPIJ sebelumnya 

mengenai pembagian keuntungan masing-masing 50% dari hasil pekerjaan 

DED PLTA Urumuka I tahun 2009 tersebut,  pada tanggal 21 Desember 2009  

PRASETIJO ADI memberikan uang kepada PT KPIJ dengan cara 

memerintahkan PUSPITANINGSIH untuk mentransfer uang sebesar 50% dari 

nilai kontrak yakni sebesar Rp2.881.306.036,50 (dua miliar delapan ratus 

delapan puluh satu juta tiga ratus enam ribu tiga puluh enam rupiah dan lima 

puluh sen) kerekening PT KPIJ di rekening nomor 154-00-9800498-3 di Bank 

Mandiri Cabang Jayapura. 

• Dari uang yang diterimaPT KPIJ sebesar Rp2.881.306.036,50 (dua miliar 

delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam ribu tiga puluh enam 

Hal.53 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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rupiah dan lima puluh sen)tersebutternyata yang digunakan untuk 

melaksanakan pekerjaan hanya sebesar Rp1.287.278.650,00 (satu miliar dua 

ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus 

lima puluh rupiah),sedangkan sisanya sebesar Rp1.594.027.386,50 (satu 

miliar lima ratus sembilan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus 

delapan puluh enam rupiah lima puluh sen) digunakan antara lain untuk:

1 Fee pihak-pihak terkait proyek sebesar 

Rp471.734.500,00 (empat ratus tujuh puluh satu 

juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus 

rupiah) antara lain dipergunakan  :

• JANNES JOHAN 

KARUBABA sebesar 

Rp245.554.400,00 (dua 

ratus empat puluh lima juta 

lima ratus lima puluh empat 

ribu empat ratus rupiah) ;

• Untuk pembayaran biaya 

pengumuman lelang sebesar 

Rp100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah);

• Untuk pembayaran fee 

panitia pengadaan sebesar 

Rp44.600.000,00 (empat 

puluh empat juta enam 

ratus ribu rupiah);

• Diberikan kepada 

PHILIPUS WAROMI 

sebesar Rp27.080.100,00 

(dua puluh tujuh juta 

delapan puluh ribu seratus 

rupiah);

• Untuk biaya administrasi 

proses tagihan di Kantor 

Gubernur sebesar  
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Rp54.500.000,00 (lima 

puluh empat juta lima ratus 

ribu rupiah);

2 Sisanya menguntungkan PT KPIJ sebesar 

Rp1.122. 292.886,50 (satu miliar seratus dua 

puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu 

delapan ratus delapan puluh enam rupiah dan 

lima puluh sen).

• Adapun dari uang yang diterima oleh PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa 

Timur  sebesar Rp2.881.255.963,50 (dua miliar delapan ratus delapan puluh 

satu juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga 

rupiah dan lima puluh sen), yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan 

sebesar Rp916.821.096,00 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua 

puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah), sedangkan sisanya sebesar 

Rp1.964.434.867,50 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat 

ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah dan lima 

puluh sen) digunakan untuk :

• Sebagai Komitmen Fee 

Terdakwa sebesar 

Rp.980.000. 000,00 

(sembilan ratus delapan 

puluh juta rupiah).

• Untuk Kantor Pusat PT 

INDRA KARYA sebesar 

Rp437.598. 354,00 (empat 

ratus tiga puluh tujuh juta 

lima ratus sembilan puluh 

delapan ribu tiga ratus lima 

puluh empat rupiah);

• Diambil untuk kepentingan 

pribadi PRASETIJO ADI 

sebesar Rp238.000.000,00 

(dua ratus tiga puluh 

delapan juta rupiah);
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• Diberikan ke IMAM 

SOEDJONO untuk 

kepentingan pribadinya 

sebesar Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah);

• Sisa uang yang belum 

digunakan (penerimaan 

bersih) PT INDRA KARYA 

Wilayah I Jawa Timur 

sebesar Rp258.836.513,50 

(dua ratus lima puluh 

delapan juta delapan ratus 

tiga puluh enam ribu lima 

ratus tiga belas rupiah lima 

puluh sen);

Sehingga terhadap pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Sungai 

Urumuka I telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 

Rp3.558.462.254,00(tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat 

ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan 

perincian : 

• PT KPIJ sebesar 

Rp1.594.027.386,50 (satu 

miliar lima ratus sembilan 

puluh empat juta duapuluh 

tujuh ribu tiga ratus 

delapan puluh enam rupiah  

rupiah dan lima puluh sen);

• PT INDRA KARYA 

Wilayah I Jawa Timur 

sebesar Rp1.964. 

434.867,50 (satu miliar 

sembilan ratus enam puluh 

empat juta empat ratus tiga 

puluh empat ribu delapan 
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ratus enam puluh tujuh 

rupiah dan lima puluh sen)  

2 PEKERJAAN  DED PLTA SUNGAI URUMUKA II 

TAHUN 2009

• Pada awal tahun 2009 Terdakwa bersama HASAN BISRI melaporkan kepada 

BARNABAS SUEBU bahwa pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA 

Urumuka I tidak bisa selesai karena tidak dapat mencakup semua titik sumber 

air yang ada di Sungai Urumuka, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan 

pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Sungai Urumuka II yang disetujui 

BARNABAS SUEBU dengan mengarahkan Terdakwa dan JANNES JOHAN 

KARUBABA untuk memasukkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran 

(DPA).

• Atas arahan dari BARNABAS SUEBU tersebut, pada bulan Mei tahun 2009 

JANNES JOHAN KARUBABA mengusulkan Revisi DPA SKPD kepada  

Tim Anggaran Provinsi Papua dan bersama Terdakwa menghubungi 

ACHMAD HATARI selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Provinsi Papua serta Tim Panitia Anggaran Pemerintah 

ProvinsiPapua agar pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Urumuka II 

dimasukkan dalam Revisi Anggaran melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran 

Perubahan (DPA-P).  

• Menindaklanjuti rencana tersebut sebagaimana arahan  BARNABAS SUEBU, 

JANNES JOHAN KARUBABA memanggil Panitia Pengadaan yang diketuai 

oleh MARAN GULTOM serta  Panitia  Penguji/Pemeriksa Barang dan Jasa 

yang diketuai oleh JASON MULER ke ruangannya di Kantor  Distamben 

Provinsi Papua dengan memerintahkan Panitia Lelang dan Penerima Barang 

untuk melaksanakan lelang pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA 

Urumuka II JANNES JOHAN KARUBABA juga memerintahkan agar Panitia 

lelang tidak perlu menyusun dokumen lelang karena akan dibuat PT INDRA 

KARYA Wilayah I Jawa Timur bersama PT KPIJ. 

• Terdakwa pada bulan Agustus 2009 sebelum dilaksanakan Pekerjaan 

Perencanaan Teknis DED PLTA Urumuka II menghubungi  PRASETIJO ADI 

untuk membuat kesepakatan bahwa pekerjaaan tersebut akan dikerjakan PT 

INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur bersama PT KPIJ dengan pembagian 

Hal.57 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tugas PT KPIJ bertanggungjawab atas kegiatan sosialisasi, survey, dan 

investigasi geologi, sedangkan PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur 

bertanggung jawab terhadap penyusunan desain, dengan keuntungan masing-

masing menerima 50% dari nilai proyek. Selain itu disepakati pula 

kelengkapan dokumen lelang disusun PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa 

Timur. 

• Selanjutnya PRASETIJO ADI memerintahkan AGUS SALIM (Manager 

Proposal), TENDY SOEWADJI, ACHSIN WIDJAYANTO, ZAINUL 

ARIFIN dan THOMMIE KURNIAWAN PRAYITNO untuk menyiapkan 

formalitas dokumen lelang serta perusahaan pendamping dibantu 

ALEXANDER TONAPA dari PT KPIJ, yang ditindaklanjuti dengan membuat 

dokumen Pra Kualifikasi PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur dan 

perusahaan pendamping yakni : PT IKA ADYA PERKASA, PT INTI EKA 

FAJAR, PT BINA KARYA, PT YODYA KARYA, PT CIPTA SURYA 

WAHANA serta dokumen pemilihan penyedia jasa  berupa Dokumen 

Penawaran Teknis dan Biaya, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rancangan 

Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Owner Estimate 

(OE/HPS), Dokumen evaluasi maupun draft Kontrak di kantor PT INDRA 

KARYA Wilayah I Jawa Timur di Jalan Surabaya No. 3A Malang.  Setelah 

dokumen tersebut selesai,  PRASETIJO ADI pada September 2009 

memerintahkan TENDY SOEWADJI dan THOMMIE KURNIAWAN 

PRAYITNO menyerahkan dokumen tersebut kepada MARAN GULTOM di 

Kantor Distamben Provinsi Papua.  Setelah itu MARAN GULTOM 

melaporkannya kepada JANNES JOHAN KARUBABA bahwa dokumen 

pengadaan sudah lengkap. 

• Selanjutnya JANNES JOHAN KARUBABA sekira Oktober 2009 bersama 

Terdakwa memanggil MARAN GULTOM beserta Panitia Pengadaan ke 

ruangan Kadistamben Provinsi Papua meminta Panitia Lelanguntuk 

menandatangani dokumen pengadaan pekerjaan perencanaan teknis DED 

PLTA Urumuka II padahal proses lelang tidak pernah dilaksanakan. 

Selanjutnya atas arahan BARNABAS SUEBU, JANNES JOHAN 

KARUBABA menandatangani Surat Perjanjian Kerja pekerjaan perencanaan 

teknis DED PLTA Sungai Urumuka II Nomor : 027/498.d tertanggal 3 

Nopember 2009  dengan nilai kontrak Rp13.199.769.000,00 (tiga belas miliar 
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seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu 

rupiah) yang juga ditandatangani PRASETIJO ADI. 

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c), (d) dan (e),  

Pasal 5 huruf (c) dan (g), Pasal 9 ayat (3) huruf (e), (g),  Pasal 10 ayat 

(5) Pasal 13 ayat (1), Pasal 21 dan Lampiran I Bab I Keputusan 

Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden RI 

Nomor 80 Tahun 2003.

• Terdakwa selanjutnya memerintahkan ALEXANDER TONAPA membuat 

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh  

ALEXANDER TONAPA dengan persetujuan Prasetijo Adi seolah-olah PT 

Indra Karya Wilayah I Jawa Timur telah selesai 100% (seratus persen) 

melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Urumuka II. 

Terdakwa juga memerintahkan ALEXANDER TONAPA membuat 

kelengkapan dokumen tagihan pembayaran PT INDRA KARYA Wilayah I 

Jawa Timur kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua secara 

formalitas. 

• Atas permintaan Terdakwa tersebut, ALEXANDER TONAPA kemudian pada 

Desember 2009, Maret 2010 dan Juni 2010 membuat kelengkapan dokumen 

pembayaran. Selanjutnya dokumen tersebut oleh ALEXANDER TONAPA 

dimintakan tanda tangan kepada PHILIPUS WAROMIselaku PPTK dan 

JASON MULER selaku Ketua Panitia Pemeriksa/Penguji Barang agar seolah-

olah sudah dilakukan pemeriksaaan dan telah selesai 100% sesuai dengan 

kontrak untuk mendapatkan pembayaran secara penuh yang disetujui 

JANNES JOHAN KARUBABA selaku Pengguna Anggaran, padahal Panitia 

Pemeriksa/Penguji Barang tidak pernah melakukan pemeriksaan. 

• Bahwa terhadap permintaan pembayaran atas pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Urumuka II, Distamben Provinsi Papua melakukan pembayaran 

kepada PT INDRA KARYA Pusat melalui rekening nomor: 

032.01.000.428.30.2 di Bank BRI Cabang Hayam Wuruk Jakarta kepada PT 

INDRA KARYA melalui rekening nomor : 032.01.000.428.30.2 di Bank BRI 

Cabang Hayam Wuruk Jakarta, setelah dipotong pajak total pembayaran 

seluruhnya Rp11.519.798.400,00 (sebelas milyar lima ratus sembilan belas 
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), adapun 

pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu :

1 Termin I (30%) tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp3.455.939.520,00

(tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh 

sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong pajak . 

2 Termin II (40 %) tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp4.607.919.360,00 

(empat miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga 

ratus enam puluh rupiah) setelah potong pajak ;

3 Termin III (100%) tanggal 25 Juni 2010sebesar Rp3.455.939.520,00(tiga 

miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan 

ribu lima ratus dua puluh rupiah)  setelah potong pajak.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 33, 

36 dan Lampiran I BAB II huruf D.1 f.3 Keppres Nomor 80 Tahun 

2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 61 ayat (1) PP 58 

Tahun 2005.

• Dari uang yang diterima PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur sebesar 

Rp11.519.798.400,00 (sebelas milyar lima ratus sembilan belas juta tujuh 

ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sebagian uang 

tersebut secara bertahap ditransfer ke rekening PT KPIJ di Bank Mandiri 

Cabang Jayapura Nomor rekening 154-00-9800498-3 dengan jumlah 

keseluruhan sebesar Rp5.759.899.200,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh 

sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) 

dengan rincian:

• Tanggal 6 Januari 2010, sebesar Rp1.727.969.760,00 (satu miliar 

tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan 

ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); 

• Tanggal 24 Maret 2010, sebesar Rp2.303.959.680.00 (dua miliar tiga 

ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus 

delapan puluh rupiah)

• Tanggal 30 Juni 2010, sebesar Rp1.727.969.760.00 (satu miliar tujuh 

ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu 

tujuh ratus enam puluh rupiah).
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• Terhadap uang yang diterima PT KPIJ atas pekerjaan perencanaan teknis 

DED Sungai Urumuka tahap II sebesar Rp5.759.899.200,00 (lima miliar tujuh 

ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu 

dua ratus rupiah), digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sebesar 

Rp2.803.998. 662,00 (dua miliar delapan ratus tiga juta sembilan ratus 

sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), sedangkan 

sisanya sebesar Rp2.955.900.538,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh 

lima juta sembilan ratus ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) digunakan 

antara lain untuk :

• Diberikan kepada JANNES JOHAN KARUBABA sebesar 

Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);

• Diberikan kepada Panitia Pengadaan sebesar Rp.486.500. 000,00 

(empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

• Diberikan kepada Panitia Pemeriksa Barang sebesar 

Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah); 

• Diberikan kepada BPK sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh 

enam juta lima ratus ribu rupiah);

• Diberikan kepada PHILIPUS WAROMI (PPTK) sebesar 

Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

• Diberikan kepada NURYANTI sebesar Rp29.697.454,00 (dua 

puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat 

ratus lima puluh empat rupiah);

• Diberikan untuk Insentif bagian keuangan Distamben sebesar 

Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus 

ribu rupiah);

• Diberikan untuk Insentif Bagian Keuangan Kantor gubernur 

sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus 

ribu rupiah);

• Diberikan kepada Staf Distamben sebesar Rp75.600.000,00 

(tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah); dan

Sisanya sebesar Rp1.106.603.084,00 (satu miliar seratus enam juta enam 

ratus tiga ribu delapan puluh empat rupiah) merupakan keuntungan PT KPIJ.

• Adapunuang yang diterima PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur 

sebesar Rp5.759.749.200,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta 
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tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang dipergunakan 

untuk pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Sungai Urumuka II sebesar 

Rp1.870.308.877,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus 

delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sedangkan sisanya 

sebesar Rp3.889.440.323,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh 

sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) 

digunakan untuk : 

• Komitmen Fee ke Terdakwa sebesar Rp1.730.394.056,00(satu 

miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat 

ribu lima puluh enam rupiah).

• Kantor Pusat PT INDRA KARYA sebesar Rp694.607.845,00 

(enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh ribu 

delapan ratus empat puluh lima rupiah);

• Sisa uang yang belum digunakan (penerimaan bersih) oleh PT 

INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur sebesar Rp888.053. 

502,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima puluh 

tiga ribu lima ratus dua rupiah);

• Diambil Pribadi PRASETIJO ADI sebesar Rp175.989.920,00 

(seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh 

sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

• Diberikan kepada IMAM SOEDJONO sebesar Rp400.395. 

000,00 (empat ratus juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu 

rupiah);

Sehingga terhadap kegiatan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA 

Sungai Urumuka II telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 

Rp6.845.340.861,00(enam miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga 

ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dengan 

perincian : 

- PT KPIJ sebesar Rp2.955.900.538,00(dua miliar sembilan ratus lima 

puluh lima juta sembilan ratus ribu lima ratus tiga puluh delapan 

rupiah);

- PT INDRA KARYA Wilayah I Jawa Timur sebesar Rp3.889.440. 

323,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat 

ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
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1 PEKERJAAN  DED PLTA SUNGAI URUMUKA III 

TAHUN 2010

• Bahwa pada bulan April 2010 HASAN BISRI dan CHURNIAWAN 

SULISTYO memaparkan hasil pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA 

Urumuka II dihadapan BARNABAS SUEBU, JANNES JOHAN 

KARUBABA, dan Terdakwa. Setelah itu BARNABAS SUEBU mengarahkan 

Terdakwa dan JANNES JOHAN KARUBABA agar semua titik sumber air di 

Sungai Urumuka dilakukan survey sehingga bisa di inventarisir untuk 

diadakan setiap tahun anggaran. Atas arahan tersebut Terdakwa dan JANNES 

JOHAN KARUBABA bersepakat untuk menindaklanjutinya dengan 

pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Urumuka III yang sebenarnya tidak 

termasuk dalam perencanaan yang dibuat PT INDRA KARYA Wilayah I 

Jawa Timur dan disepakati dilaksanakan PT KPIJ atas persetujuan 

BARNABAS SUEBU. Terdakwa selanjutnya mengadakan pertemuan di 

rumah JANNES JOHAN KARUBABA di Purwakarta, yang dihadiri IWAN 

AYOMI, HARI IMBIRI, BUDIHARSO, BENNY DJOHARA yang 

menyepakati pekerjaan DED PLTA Urumuka  dilanjutkan ke tahap III. 

• Terdakwa dan JANNES JOHAN KARABUBA selanjutnya mengusulkan 

anggaran kegiatan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Urumuka III 

kepada  ACHMAD HATARI selaku Kepala BPKAD Provinsi Papua 

sebagaimana arahan BARNABAS SUEBU yang kemudian disetujui dengan 

dimasukannya kedalam DPA-P Tahun Anggaran 2010 yang dianggarkan 

sebesar Rp10.000.000. 000,00 (sepuluh miliar rupiah).

• Bahwa guna melengkapi dokumen pelelangan pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Urumuka III beserta perusahaan pendamping, Terdakwa 

mengarahkan ALEXANDER TONAPA menyusun dokumen tersebut dengan 

mengacu kepada format dokumen pengadaan pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Urumuka I dan II. Terdakwa juga memerintahkan ALEXANDER 

TONAPA membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya 

(RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Owner Estimate (OE/HPS) dan 

dokumen lainnya serta Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/202.a tanggal 26 

Juli 2010 tentang Pekerjaan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design 

(DED) PLTA Urumuka Tahap III Tahun Anggaran 2010 dengan nilai kontrak 
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sebesar Rp9.675.700.000,00 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh lima 

juta tujuh ratus ribu rupiah).

• Terdakwa setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan dokumen lelang 

Pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Urumuka III secara formalitas 

kemudian memerintahkan ALEXANDER TONAPA untuk menyerahkan 

dokumen tersebut  kepada JANNES JOHAN KARUBABA melalui 

NURYANTI yang selanjutnya JANNES JOHAN KARUBABA 

memerintahkan NURYANTI beserta seluruh Anggota Panitia Pengadaan dan  

IWAN AYOMI untuk menandatangani dokumen lelang tersebut. 

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c), (d) dan (e),  

Pasal 5 huruf (c) dan (g), Pasal 9 ayat (3) huruf (e), (g),  Pasal 10 ayat 

(5) Pasal 13 ayat (1), Pasal 21 dan Lampiran I Bab I Keputusan 

Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden RI 

Nomor 80 Tahun 2003.

• Terdakwa dalam pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Urumuka III, 

tidak melaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Surat 

Perjanjian Kerja dan selanjutnya guna keperluan pencairan anggaran 

pekerjaan tersebut, Terdakwa bersepakat dengan JANNES JOHAN 

KARUBABA membuat laporan perkembangan pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Urumuka III yang isinya hanya menyalin Laporan Perkembangan 

Pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Urumuka II. 

• Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan DED PLTA Urumuka III tersebut, 

Terdakwa memerintahkan ALEXANDER TONAPA membuat tagihan 

pembayaran secara bertahap yakni tahap I dan tahap II pada Nopember 2010, 

dan tahap III pada Desember 2010 serta surat kelengkapan penagihan. 

Dokumen tersebut kemudian dibawa ALEXANDER TONAPA kepada IWAN 

AYOMI selaku PPTK dan JASON MULLER selaku Ketua Panitia Pemeriksa/

Penguji Barang beserta anggotanya untuk menandatangani kelengkapan 

dokumen tagihan agar seolah-olah sudah dilakukan pemeriksaaan dan telah 

sesuai dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan Per Termin padahal Panitia 

Pemeriksa/ Penguji Barang tidak pernah melakukan pemeriksaan sebagaimana 

mestinya. 
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• Atas permintaan tagihan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa, pihak 

Distamben Provinsi Papua melakukan pembayaran kepada PT KPIJ melalui 

transfer ke Rekening Nomor : 100.21.20.01.00990-7 di Bank Papua Kantor 

Cabang Utama Jayapura setelah potong pajak seluruhnya sebesar  

Rp8.444.247.150,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta dua 

ratus empat puluh tujuh seratus lima puluh rupiah), secara bertahap yakni : 

• Termin I dan II (70%), tanggal 30 Nopember 2010 setelah potong pajak 

sebesar Rp5.910.973.000,00 (lima miliar sembilan ratus sepuluh juta 

sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

• Termin III (100 %), tanggal 30 Desember 2010 setelah potong pajak 

sebesar Rp2.533.274.150,00(dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta 

dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).

Perbuatantersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 

33, 36 dan Lampiran I BAB II huruf D.1 f.3 Keppres Nomor 80 

Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 61 ayat (1) 

PP 58 Tahun 2005.

• Dari jumlah penerimaan uang oleh PT KPIJ seluruhnya Rp8.444.247.150,00 

(delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh 

tujuh seratus lima puluh rupiah) tersebut,dikembalikan ke Kas Daerah 

Propinsi Papua sejumlah Rp2.734.643.091,00 (dua miliar tujuh ratus tiga 

puluh empat milyar enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh satu 

rupiah), sisa sejumlah Rp5.709.604.059,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan 

juta enam ratus empat ribu lima puluh sembilan rupiah), dipergunakan untuk:

• JANNES JOHAN KARUBABA sebesar 

Rp1.591.637.000,00 (satu miliar lima ratus 

sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga 

puluh tujuh rupiah);

• Staf Kadis Pertambangan 4 (empat) orang 

sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

• Panitia Pemeriksa Barang 3 (tiga) orang 

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah);
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• PPTK sebesar Rp83.800.000,00 (delapan 

puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah); 

• BPK sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh 

lima juta rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp3.985.167.059,00(tiga miliar sembilan ratus 

delapan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu lima puluh 

sembilan rupiah) menjadi keuntunganPT KPIJ.

Sehingga terhadap kegiatan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA 

Sungai Urumuka III telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 

Rp5.709.604.059,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus 

empat ribu lima puluh sembilan rupiah)

 

2 PEKERJAAN DED PLTA SUNGAI MEMBERAMO  

I TAHUN 2009

• Pada tahun 2008 bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Sentani dan Paniai, BARNABAS SUEBU mengadakan 

pertemuan di Kantor Gubernur Papua yang dihadiri oleh Terdakwa, JANNES 

JOHAN KARUBABA serta seluruh Kepala SKPD Provinsi Papua guna 

membahas potensi Sungai Memberamo yang cukup besar sehingga 

BARNABAS SUEBU mengarahkan agar Distamben Provinsi Papua membuat 

studi kelayakan. Menindaklanjuti arahan tersebut JANNES JOHAN 

KARUBABA memerintahkan YULIAN MAGA untuk memasukkan 

pekerjaan DED Sungai Memberamo I dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran 

(DPA)tahun 2009 danJANNES JOHAN KARUBABA juga berkoordinasi 

dengan Bappeda serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga 

akhirnya dianggarkan sebesar Rp18.000.000.000,00(delapan belas miliar 

rupiah).

• Terdakwa pada bulan Mei 2009 memperoleh informasi dari JANNES JOHAN 

KARUBABA bahwa pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Sungai 

Mamberamo I dapat dilaksanakan, dan disepakati pekerjaan tersebut akan   

dilaksanakan oleh PT KPIJ dengan perusahaan lain sehingga pada bulan Juni 

2009 Terdakwa meminta GERI WICAKSONO NUGROHO untuk 

melaksanakannya dan atas permintaan Terdakwa tersebut GERI 

WICAKSONO NUGROHO menghubungi SETIAWAN selaku Direktur 
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Utama PT GEO ACE untuk meminjam PT GEO ACE sebagai bendera dengan 

fee sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek sebesar Rp532.617.000,00 

(lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu 

rupiah).Selanjutnya guna kepentingan pelaksanaan lelang, SETIAWAN  

menyerahkan dokumen PT GEO ACE kepada GERI WICAKSONO di kantor 

PT GEO ACE Jl. Soekarno Hatta No. 544 Bandunguntuk diserahkan kepada 

Terdakwa. 

• Bahwa guna melengkapi dokumen pelelangan pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Memberamo I beserta perusahaan pendamping, Terdakwa 

mengarahkan ALEXANDER TONAPA untuk membantu ERIK dan ARIS 

staf PT GEO ACE menyusun dokumen administrasi lelang dan Terdakwa juga 

memerintahkan menyusun Surat Perjanjian Kerja antara Distamben Provinsi 

Papua dengan PTGEO ACE Jo PT KPIJ dengan nilai kontrak 

Rp17.487.403.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta 

empat ratus tiga ribu rupiah).

• Terdakwa setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan dokumen lelang 

Pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Memberamo I secara formalitas 

kemudian memerintahkan ALEXANDER TONAPA untuk menyerahkan 

dokumen tersebut  kepada JANNES JOHAN KARUBABA melalui MARAN 

GULTOM yang selanjutnya JANNES JOHAN KARUBABA memerintahkan 

MARAN GULTOM beserta seluruh Anggota Panitia Pengadaan dan  

PHILIPUS WAROMI untuk menandatangani dokumen lelang tersebut. 

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c), (d) dan (e),  

Pasal 5 huruf (c) dan (g), Pasal 9 ayat (3) huruf (e), (g),  Pasal 10 ayat 

(5) Pasal 13 ayat (1), Pasal 21 dan Lampiran I Bab I Keputusan 

Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden RI 

Nomor 80 Tahun 2003.

• Bahwa selanjutnya Terdakwa dan SETIAWAN menandatangani Surat 

Perjanjian Kerja Nomor : 027/372.b tertanggal 5 Agustus 2009 dengan nilai 

kontrak  Rp17.487.403.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh 

tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah), serta menandatangani surat kuasa PT 

GEO ACE dan PT KPIJ tertanggal 21 Agustus 2009 yang menunjuk GERI 

WICAKSONO NUGROHO untuk mengawasi secara teknis pekerjaan 
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perencanaan teknis DED PLTA Membramo I, sehingga atas dasar surat kuasa 

tersebut GERI WICAKSONO NUGROHO bersama SETIAWAN pada 

tanggal 15 September 2009 membuat rekening bersama PT KPIJ dan PT GEO 

ACE Nomor Rekening : 1300010211871 di Bank Mandiri KCP Bandung. 

• Terdakwa selanjutnya membuat kesepakatan dengan GERI WICAKSONO 

NUGROHO untuk pekerjaan survey geologi, survey topografi, survey 

bathimetri, survey hidrologi, survey hidrometri dan survey topotransmisi 

dengan nilai kontrak  Rp3.750.061. 266,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh 

juta enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dilaksanakan 

oleh PT PORTAL ENGENEERING PERKASA sedangkan PT KPIJ hanya 

melaksanakan pekerjaan pengeboran dan investigasi geologi. 

• Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA 

Membramo I tersebut, Terdakwa memerintahkan ALEXANDER TONAPA 

membuat surat kelengkapan penagihan secara bertahap, kemudian diserahkan 

kepada PHILIPUS WAROMI selaku PPTK dan JASON MULLER selaku 

Ketua Panitia Pemeriksa/Penguji Barang beserta anggotanya untuk 

menandatangani kelengkapan dokumen tagihan tersebut seolah-olah sudah 

dilakukan pemeriksaaan dan telah sesuai dengan Laporan Kemajuan 

Pekerjaan Per Termin padahal Panitia Pemeriksa/Penguji Barang tidak pernah 

melakukan pemeriksaan. 

• Atas permintaan tagihan pembayaran PT GEO ACE yang diajukan oleh 

Terdakwa,  pihak Distamben Provinsi Papua melakukan pembayaran kepada 

PT GEO ACE melalui transfer ke rekening nomor: 1300010211871 di Bank 

Mandiri KCP Bandung setelah potong pajak seluruhnya sejumlah  Rp 

15.261.733.421,00(lima belas miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh 

ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) secara bertahap  

yakni:  

• Uang muka (20%) tanggal 9 Oktober 2009 sebesar Rp3.052.346.600,00  

(tiga miliar lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam 

ratus rupiah) setelah potong pajak. 

• Termin I dan II (70%) tanggal 12 Maret 2010 sebesar 

Rp7.630.866.763,00(tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta delapan 

ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) setelah 

dipotong pajak. 
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• Termin III (100 %) tanggal 24 September 2010 sebesar 

Rp4.578.520.058 (empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima 

ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah) setelah potong pajak. 

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 33, 

36 dan Lampiran I BAB II huruf D.1 f.3 Keppres Nomor 80 Tahun 

2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 61 ayat (1) PP 58 

Tahun 2005

• Bahwa setelah PT GEO ACE menerima uang sebesar Rp15.261.733.421,00

(lima belas miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga 

ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), Terdakwa meminta GERI 

WICAKSONO NUGROHO mengirimkan sebagian uang pembayaran tersebut 

ke rekening PT KPIJ di Bank Mandiri Cabang Jayapura Nomor rekening 

154-00-9800498-3 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.10.861.505. 132,00 

(sepuluh miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus lima ribu 

seratus tiga puluh dua rupiah)secara bertahap masing masing : 

• Rp3.052.346.600,00  (tiga miliar lima puluh dua juta tiga ratus empat 

puluh enam ribu enam ratus rupiah)

• Rp4.481.833.732,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh satu juta 

delapan ratus tiga puluh tiga ribu  tujuh ratus tiga puluh dua rupiah)

• Rp2.613.578.800,00 (dua miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus 

tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

• Rp713.796.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh 

enam ribu rupiah)

• Dari uang yang diterima PT KPIJ tersebut, sebesar Rp1.090. 408.924,00 (satu 

miliar sembilan puluh juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh 

empat rupiah)digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Membramo I. Sedangkan sisanya sebesar Rp9.771.096.208,00 

(sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh enam ribu 

dua ratus delapan rupiah) diberikan kepada pihak terkait proyek sebesar 

Rp1.309.993.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus 

sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian : 

• JANNES JOHAN KARUBABA sebesar Rp638.243.000,00(enam ratus tiga 

puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
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• Staf Kadis Pertambangan sebesar Rp42.850.000,00 (empat puluh dua juta 

delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

• Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang sebesar Rp 339.250.000,00(tiga 

ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

• PPTK sebesar Rp262.500.000,00(dua ratus enam puluh dua juta lima ratus 

ribu rupiah);

• Untuk pengurusan SP2D di DPKAD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta 

rupiah);

• Untuk biaya administrasi proses tagihan sebesar Rp.65.000. 000,00(enam 

puluh lima juta rupiah).

Sehingga sisanya sebesar Rp8.461.103.208,00 (delapan miliar empat 

ratus enam puluh satu juta seratus tiga ribu dua ratus delapan 

rupiah) merupakan keuntungan PT KPIJ. 

• Bahwa uang yang diterima PT GEO ACE dari Distamben Provinsi Papua 

yang tersimpan di rekening bersama PT GEO ACE JO PT KPIJ terdapat sisa 

sebesar Rp4.400.228.289,00 (empat miliar empat ratus juta dua ratus dua 

puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang 

dipergunakan untuk :

• Diberikan kepada SETIAWAN selaku Direktur Utama PT GEO ACE  

sebagai fee 5% sebesar Rp532.617.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta 

enam ratus tujuh belas ribu rupiah),  

• Diambil oleh GERI WICAKSONO NUGROHO sebesar Rp3.867.011.290,00

(tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu dua 

ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang digunakan untuk operasional tim 

GERI WICAKSONO NUGROHOsebesar Rp2.346.049.000,00 (dua miliar 

tiga ratus empat puluh enam juta empat puluh sembilan ribu rupiah), 

sedangkan sisanya sejumlahRp1.520.962.290,00 (satu miliar lima ratus dua 

puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh 

rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi oleh GERI WICAKSONO 

NUGROHO;

• Biaya bank sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga uang yang masih berada direkening bersama  tersebut tersisa 

sebesar Rp 449.999,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan 

ratus sembilan puluh sembilan rupiah).  
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Dengan demikian terhadap kegiatan pekerjaan perencanaan teknis DED 

PLTA Sungai Memberamo I telah mengakibatkan kerugian keuangan 

negara sebesar Rp.11.825.125.497,00,00 (sebelas miliar dua ratus 

sembilan puluh dua juta lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan 

puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut  :

• Diterima PT GEO ACE (SETIAWAN) sebesar Rp532.617.000,00 (lima ratus 

tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

• Diterima GERI WICAKSONO NUGROHO sebesar Rp1.520. 962.290,00 

(satu miliar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu 

dua ratus sembilan puluh rupiah);

• Diterima PT KPIJ sebesar Rp9.771.096.208,00 (sembilan miliar tujuh ratus 

tujuh puluh satu juta sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah);

•  Berada di rekening bersama  sebesar Rp449.999,00 (empat ratus empat 

puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).  

1 PEKERJAAN DED PLTA SUNGAI MEMBERAMO 

II TAHUN 2010

• Bahwa sesuai hasil pekerjaan perencanaan teknis DED Memberamo I yang 

menyatakan sungai Memberamo layak untuk dibangun PLTA, BARNABAS 

SUEBU memerintahkan JANNES JOHAN KARUBABA agar melanjutkan 

survey disemua titik sungai Membramo dengan mengusulkan pekerjaan 

perencanaan teknis DED Memberamo II yang anggarannya dimasukan dalam 

APBD-P Tahun Anggaran 2010 yang akhirnya dianggarkan sebesar Rp 

9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), sehingga Terdakwa dan JANNES 

JOHAN KARUBABA bersepakat agar pekerjaannya dilaksanakan oleh PT 

KPIJ dengan cara dilakukan pelelangan secara formalitas.

• Bahwa guna melengkapi dokumen pelelangan pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Membramo II tersebut beserta dokumen perusahaan pendamping, 

Terdakwa mengarahkan ALEXANDER TONAPA menyusun dokumen 

tersebut dengan mengacu kepada format pekerjaan perencanaan teknis DED 

PLTA Memberamo I. Terdakwa juga memerintahkan ALEXANDER 

TONAPA membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya 

(RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Owner Estimate (OE/HPS) dan 

dokumen lainnya serta Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/187.b 
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tanggal 08 Juli 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp8.775.108.000,00 

(delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan ribu 

rupiah).

• Terdakwa setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan dokumen lelang 

tersebut kemudian memerintahkan ALEXANDER TONAPA untuk 

menyerahkan dokumen tersebut  kepada JANNES JOHAN KARUBABA 

yang selanjutnya JANNES JOHAN KARUBABA memerintahkan 

NURYANTI beserta seluruh Anggota Panitia Pengadaan dan  JASON 

MULER untuk menandatangani dokumen lelang tersebut, padahal pekerjaan 

tersebut tidak pernah dilakukan proses pengadaan.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c), (d) dan (e),  

Pasal 5 huruf (c) dan (g), Pasal 9 ayat (3) huruf (e), (g),  Pasal 10 ayat 

(5) Pasal 13 ayat (1), Pasal 21 dan Lampiran I Bab I Keputusan 

Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden RI 

Nomor 80 Tahun 2003

• Bahwa Terdakwa dalam pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA 

Memberamo II, tidak melaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum 

dalam Surat Perjanjian Kerja dan selanjutnya guna keperluan pencairan 

anggaran pekerjaan tersebut, Terdakwa bersepakat dengan JANNES JOHAN 

KARUBABA membuat laporan perkembangan pekerjaan perencanaan teknis 

DED PLTA Memberamo II yang isinya hanya menyalin Laporan 

Perkembangan Pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Memberamo I.

• Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA 

Memberamo II tersebut, Terdakwa memerintahkan ALEXANDER TONAPA 

untuk membuat tagihan pembayaran secara bertahap beserta kelengkapannya 

yang selanjutnya diserahkan ALEXANDER TONAPA kepada HARRI 

IMBIRI selaku PPTK dan JASON MULLER selaku Ketua Panitia Pemeriksa/

Penguji Barang beserta anggotanya untuk menandatangani kelengkapan 

dokumen tagihan agar seolah-olah sudah dilakukan pemeriksaaan dan telah 

sesuai dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan Per Termin, padahal Panitia 

Pemeriksa/Penguji Barang tidak pernah melakukan pemeriksaan. 

• Atas permintaan tagihan pembayaran yang diajukan Terdakwa, pihak 

Distamben Provinsi Papua melakukan pembayaran kepada PT KPIJ melalui 
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transfer ke Rekening Nomor : 100.21.20.01.00990-7 di Bank Papua Kantor 

Cabang Utama Jayapura setelah potong pajak seluruhnya sebesar 

Rp7.658.275.990,00 (tujuh milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua 

ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) secara 

bertahap yakni : 

a Termin I dan II (70%), tanggal 30 Nopember 2010 sebesar 

Rp5.360.793.200,00(lima miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh 

ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)setelah potong 

pajak.

b Termin III (100 %), tanggal 30 Desember 2010 sebesar 

Rp2.297.482.790,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh 

juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan 

puluh rupiah) setelah potong pajak. 

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 33, 

36 dan Lampiran I BAB II huruf D.1 f.3 Keppres Nomor 80 Tahun 

2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 61 ayat (1) PP 58 

Tahun 2005.

• Bahwa setelahPT KPIJ menerima pembayaran pekerjaan sebesar 

Rp7.658.275.990,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua 

ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah),  dan dari 

jumlah tersebut dikembalikan ke Kas Daerah Propinsi Papua sebesar 

Rp2.648.327.595,00 (dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga 

ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), sisanya 

sejumlah Rp5.009.948.395,00 (lima miliar sembilan juta sembilan ratus 

empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), PT KPIJ 

mempergunakan uang tersebut untuk keperluan antara lain : 

• Diberikan kepada JANNES JOHAN KARUBABA sebesar 

Rp1.499.853.000,00(satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta 

delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

• Diberikan kepada staf Kadis Pertambangan (Bendahara dan Keuangan) 

sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

• Diberikan kepada NURYANTI sebesar Rp6.437.600,00 (enam juta empat 

ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
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• Dipergunakan untuk Operasional pemeriksaan BPK sebesar Rp5.000.000,00 

(lima juta rupiah).

• Diberikan kepada PPTK sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta 

rupiah);

Sisanya sebesar sebesar Rp3.391.657.795,00 (tiga miliar tiga ratus 

sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus 

sembilan puluh lima rupiah) merupakan keuntungan PT KPIJ.

Dengan demikian terhadap kegiatan pekerjaan perencanaan teknis DED 

PLTA Sungai Memberamo II telah mengakibatkan kerugian negara 

sebesar Rp5.009.948.395,00 (lima miliar sembilan juta sembilan ratus 

empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan 

perhitungan sebagai berikut :

•     Diberikan kepada JANNES JOHAN KARUBABA sebesar 

Rp1.499.853.000,00(satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta 

delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

•     Diberikan kepada staf Kadis Pertambangan (Bendahara dan Keuangan) 

sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

•    Diberikan kepada NURYANTI sebesar Rp6.437.600,00 (enam juta empat 

ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

•     Dipergunakan untuk Operasional pemeriksaan BPK sebesar 

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

•     Diberikan kepada PPTK sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan 

juta rupiah);

•     Sisa uang yang tersimpan pada rekening PT KPIJ sebesar 

Rp3.391.657.795,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam 

ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) 

merupakan keuntungan PT KPIJ.

• Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis DED Paniai dan 

Sentani, DED Urumuka I, II dan III serta DED Memberamo I dan II, PT KPIJ 

telah menerima pembayaran uang seluruhnya sebesar Rp41.344.107.684,50 

(empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta seratus tujuh ribu 

enam ratus delapan puluh empat rupiah dan lima puluh sen), yang digunakan 

untuk melaksanakan pekerjaan hanya sebesar Rp6.886.301.679,00 (enam 

miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus satu ribu enam ratus 
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tujuh puluh sembilan rupiah), digunakan untuk membayar fee pihak-pihak 

terkait dengan proyek sebesar Rp7.817.096.554,00 (tujuh miliar delapan ratus 

tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat 

rupiah), dikembalikan ke kas Daerah sebesar Rp5.462.520.686,00 (lima miliar 

empat ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu senam ratus 

delapan puluh enam rupiah) dan sebesar Rp21.178.188.765,50 (dua puluh 

satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan 

ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah dan lima puluh sen) digunakan 

kepentingan-kepentingan lain diluar proyek antara lain : 

• Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat 

juta rupiah);

• Diberikan kepada BARNABAS SUEBU sebesar Rp.550.000. 000,00 (lima 

ratus lima puluh juta rupiah);

• Diberikan kepada LEO HEHANUSA sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh 

empat juta rupiah);

• Diberikan kepada LINDA SUEBU sebesar Rp157.700.000,00 (seratus lima 

puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

• Diberikan kepada ROBERT DIMALOUWE sebesar Rp45.000. 000,00 

(empat puluh lima juta rupiah);

• Diberikan kepada ELIEZER MUNDONI sebesar Rp54.000. 000,00 (lima 

puluh empat juta rupiah);

• Diberikan kepada MELKY SUEBU sebesar Rp81.000.000,00 (delapan 

puluh satu juta rupiah);

-  Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan BARNABAS SUEBU   

menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu dalam kegiatan pekerjaan :

• DED Paniai dan Sentani sebesar Rp10.414.300.407,00 (sepuluh miliar empat 

ratus empat belas juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh rupiah);

Sedangkan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan BARNABAS SUEBU 

dan JANNES JOHAN KARUBABA menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu 

dalam kegiatan pekerjaan :

• DED Urumuka I sebesar Rp3.558.462.254,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh 

delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat 

rupiah);
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• DED Urumuka II sebesar Rp6.845.340.861,00 (enam miliar delapan ratus 

empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh 

satu rupiah);

• DED Urumuka III sebesar Rp5.709.604.059,00 (lima miliar tujuh ratus 

sembilan juta enam ratus empat ribu lima puluh sembilan rupiah);

• DED Memberamo I sebesar Rp11.825.125.497,00 (sebelas miliar delapan ratus 

dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh 

tujuh rupiah);

• DED Memberamo II sebesar Rp5.009.948.395,00 (lima miliar sembilan juta 

sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima 

rupiah);

Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp43.362.781.473,00(empat puluh tiga miliar 

tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus 

tujuh puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah itusesuaiLaporan Hasil Penghitungan 

Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)   

Nomor : 12/HP/XIX/06/2015 tanggal 18 Juni 2015 dan Laporan Hasil 

Penghitungan Kerugian Negera Nomor : 13/HP/XIX/06/2015 tanggal 25 Juni 2015.

-------Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 

3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 

ayat (1) KUHPidana;

2 Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum PaDA 

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Tut - 

32/24/11/2015  yang dibacakan di persidangan pada 

tanggal  02 Nopember 2015 2014, yang pada pokoknya 

agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  yang mengadili 

perkara ini memutuskan : 

1 Menyatakan Terdakwa LA MUSI DIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

menurut hukum bersalah ”bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo Pasal 18 Undang-Undang 
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Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidanasebagaimana 

dalam Dakwaan Kedua.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAMUSI DIDI dengan pidana penjara 

selama 8(delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan 

perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar 

Rp.500.000.000.(lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3 Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah 

Rp.5.017.934.976,00, (lima miliar tujuh belas juta sembillan ratus tiga puluh empat 

ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa 

tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan 

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita 

oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal 

Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang 

pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4(empat) tahun penjara;

4 Menyatakan barang bukti berupa:

BB No. 

598

Uang Rp. 532.617.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) 
beserta 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 12-12-2014 
dari PT. Geo Ace kepada KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan No. Rekening : 
0378-01-000168.30.6 sebesar Rp. 532.617.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh 
belas ribu rupiah).

BB No. 
633

Uang Rp. 910.000.000,- (Sembila Ratus Sepuluh Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan 
Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 13-01-2015 dari ARIF kepada KPK QQ 
Penampungan Sementara Uang Sitaan No. Rekening : 0378-01-000168.30.6 sebesar Rp. 
910.000.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah), Keterangan : Uang Titipan/ Sitaan an. 
GERI WICAKSONO NUGROHO.

BB No. 
636

Uang Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi 
Setoran Bank Mandiri tanggal 29 Jan 2015 dari IMAM SOEDJONO kepada KPK QQ 
Penampungan Sementara Uang Sitaan No. Rekening : 0378-01-000168.30.6 sebesar Rp. 
500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

BB No. 
637

Uang Rp. 550.399.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan 
Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 30 Jan 
2015 dari IMAM SOEDJONO kepada KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan No. 
Rekening : 0378-01-000168.30.6 sebesar Rp. 550.399.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga 
Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

BB No. 
639

Uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), dan 1 (satu) lembar Aplikas 
Transfer Bank Danamon dengan Nama : MELKY SUEBU, Alamat : Perumahan Jaya Asri 
Entrop senilai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) tanggal 05 Juni 2015 ke Rekening 
Bank BRI Cabang Jakarta Rasuna Said Nomor: 0378.01.000168.30.6 a.n KPK QQ 
Penampungan Sementara Uang Sitaan
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BB No. 
664

Uang Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi 
Setoran Bank  BCA tanggal 26 Jan 2015 dari PRASETIJO ADI kepada KPK QQ Penampungan 
Sementara Uang Sitaan No. Rekening : 0378-01-000168.30.6 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua 
Ratus Juta Rupiah)

BB No. 
665

Uang Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi 
Setoran Bank BRI tanggal 27 Jan 2015 dari PRASETIJO ADI kepada KPK QQ Penampungan 
Sementara Uang Sitaan No. Rekening : 0378-01-000168.30.6 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat 
Ratus Juta Rupiah)

BB No. 
666

Uang Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan 
Aplikasi Setoran Bank BRI tanggal 28 Jan 2015 dari PRASETIJO ADI kepada KPK QQ 
Penampungan Sementara Uang Sitaan No. Rekening : 0378-01-000168.30.6 sebesar Rp. 
160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)

BB No. 
667

Uang sejumlah Rp 33.400.000 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah),1 (satu) lembar Slip 
Penyetoran BRI dengan nama Penyetor NURYANTI alamat Dinas Pertambangan Provinsi 
Papua senilai Rp 33,400,000 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 9 April 2015 
ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama 
KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan

BB No. 
690

Uang senilai total Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

BB No. 
694

Uang senilai total Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

BB No. 
696

Uang Rp. 493.951.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh 
Satu Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi Setoran PT. Bank Mandiri (Persero) 
Tbk tanggal 17-02-2015 dari GERI WICAKSONO kepada KPK QQ Penampungan Sementara 
Uang Sitaan No. Rekening : 0378-01-000168.30.6 sebesar Rp. 493.951.000,- (Empat Ratus 
Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), Keterangan : Uang 
Titipan/ Sitaan an. GERI WICAKSONO NUGROHO

BB No. 
697

1. 1 (satu) set mesin bor Throtle Valve (Fujikoshi Ltd dan alat penggerak merek Yanmar 
TF135 H.di, warna hijau
2. 1 (satu) set mesin bor Type D2-G-58 dan alat penggerak merek Yanmar Type TF135 H.di, 

warna biru

3. 1 (satu) set mesin pompa air merek  SANCHIN Power Spray Type SC-120 warna merah 

dan alat penggerak Merek Yanmar TF 85 MLTYS-di

4. 1 (satu) Mesin Penggerak Speedboat Merek YAMAHA Enduro 40

5. 1 (satu) Mesin diesel penggerak mesin bor warna merah merek Yanmar TF 135H-D

6. 1 (satu) Mesin generator listrik (genset) merek Honda GX 160

7. 1 (satu) Aki N200 (190H25)

8. 1 (satu) AC Automatic Valtage Regulator 2000VA warna merah Merek OKI Model: 

AVR-2000

9. 1 (satu) set Alat Sonder

10. 1 (satu) set Mesin Bor

11. 13 (tiga belas) batang pipa besi untuk bor dengan panjang 4 meter dengan diameter sekitar 

1 inci
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12. 66 (enam puluh enam batang pipa besi dengan panjang 4 meter dengan diameter sekitar 3 

inci

13. 7 (tujuh) batang pipa besi untuk bor dengan panjang 3 meter dengan diameter sekitar 4 

inci.

14. 1 (satu) batang hand bor dengan panjang sekitar 2 meter

15. 12 (dua belas) set selang plastik warna biru merek Westpex Cold dengan panjang100 

meter

16. 31 ( tiga puluh satu) set selang plastik warna putih merek Sea Gull dengan panjang 50 

meter

17. 2 (dua) set selang plastik warna putih merek Tachi Brand Nylon K 2,5 mm K 4mm

18. 31 ( tiga puluh satu) set selang plastik warna putih merek Sea Gull dengan panjang 50 

meter

19. 2 (dua) unit besi pemberat bor

20. 35 (tiga puluh lima) batang pipa besi untuk bor dengan panjang sekitar 50 cm dan diameter 

sekitar 3 inci

21. 2 (dua) kunci pipa Heavy Duty 36”-1 Merek Krisbow warna oranye

22. 3 (tiga) kunci pipa Heavy Duty 36”-1 tanpa merek warna hijau

23. 1 (satu) kunci pipa Heavy Duty 24”-1 Merek Komeco warna biru

24. 2 (dua) kunci pipa Heavy Duty 24”-1 merek Stamvick warna hijau

25. 1 (satu) kunci pipa Heavy Duty 24”-1 merek Stamvick warna merah jambu

26. 1 (satu) alat pengangkat besi pemberat bor tanpe merek warna oranye

27. 1 (satu) mesin pompa air merek  SANCHIN Power Spray Type SC-120 warna merah

28. 1 (satu) mesin pompa air merek  SANCHIN Power Spray Type SC-54 warna merah

29. 1 (satu) mesin generator tanpa merek warna merah

30. 1 (satu) mesin generator tanpa merek warna biru

31. 2 (dua) mesin generator tanpa merek warna biru

32. 2 (dua) buah stick prisma dengan panjang 1,5 meter

33. 1 (satu) kotak plastik warna kuning berisi prisma Topcount TS (Total Station

34. 1 (satu) alat ukur/meteran warna merah merek ATS

35. 1 (satu) set DPC (alat ukur kekuatan tanah).

36. 1 (satu) alat pemotong besi merek STAMVICK 1729826

37. 1 (satu) Mesin penggerak mesin bor merek YANMAR type TF135H-di warna merah

38. 1 (satu) mesin diesel merek YANMAR TF65 di

39. 6 (enam) batang pipa besi untuk kaki mesin bor warna biru dengan panjang 4 meter, 

diameter sekitar 3 inci

40. 6 (enam) batang pipa besi untuk kaki mesin bor warna biru dengan panjang 1,5 meter, 

diameter sekitar 1 inci

41. 16 (enam belas) batang pipa besi dengan panjang 1 meter dengan diameter sekitar 4 inci

Hal.79 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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putusan.mahkamahagung.go.id

42. 6 (enam) batang pipa besi untuk bor panjang 3 meter, diameter sekitar 3 inci

43. 168 (seratus enam puluh delapan) batang pipa besi untuk bor panjang 4 meter, diameter 

sekitar 1 inci

44. 44 (empat puluh) batang pipa besi untuk bor panjang 4 meter, diameter sekitar 4 inci

45. 20 (dua puluh) batang pipa besi untuk bor panjang 2 meter, diameter sekitar 4 inci

46. 8 (delapan) batang pipa besi untuk bor panjang sekitar 60cm, diameter sekitar 4 inci

47. 21 (dua puluh satu) karet Pam Belt

48. 1 (satu) alat pembengkok pipa tanpa merek warna hijau

49. 1 (satu) unit kepala pipa bor

50. 1 (satu) Mesin diesel penggerak mesin bor warna merah merek Yanmar TF 85MR-di

51. 1 (satu) Mesin diesel penggerak mesin bor warna merah merek S195 MR ENGINE

52. 1 (satu) Mesin diesel penggerak mesin bor warna merah tanpa merek

53. 10 (sepuluh) set selang plastik warna hitam tanpa merek diameter 1cm, panjang100 meter

54. 2 (dua) set selang plastik warna biru merek Westpex Cold dengan panjang100 meter

55. 3 (tiga) set selang plastik warna hitam merek Balflex Air Master 1”-25x36WP 20 AR

56. 1 (satu) set selang plastik warna hitam merek Heavy Duty Air Hose 300PSI 1”DNM

57. 1 (satu) set selang plastik warna biru merek Westpex Cold dengan panjang100 meter

58. 32 (tiga puluh dua)  batang pipa besi dengan panjang 4 meter dengan diameter sekitar 4 

inci

59. 34 (tiga puluh empat)  batang pipa besi untuk bor dengan panjang 4 meter dengan diameter 

sekitar 2 inci

60. 3 (tiga) kotak kayu berisi mata bor, sambungan pipa, dan tali sling

61. 3 (tiga) selang pompa air  warna biru

62. 10 (sepuluh) set selang plastik warna biru merek Westpex Cold dengan panjang100 meter

63. 1 (satu) Mesin diesel penggerak mesin bor warna merah merek Yanmar TF 155H.di.

64. 1 (satu) Mesin diesel penggerak mesin bor warna merah merek Yanmar TF 185MR.di.

65. 1 (satu) Mesin diesel penggerak mesin bor warna merah merek Yanmar TF 185MR.di

66. 3 (tiga) mesin pompa air merek  SANCIN Power Spray Type SC-120 warna merah

67. 2 (dua) papan solar cell.

68. 1 (satu) tabung gas 3 kg merek EMSTAR warna merah

69. 2 (dua) tabung Alat Pemadam Tepung warna merah

70. 1 (satu) tabung Alat Pemadam Api 9kg merek Warner Permanent

71. 2 (dua) Tripod Alumunium pengukur topografi tanah merek Topcon

72. 3 (tiga) Alat Pompa Pelumas merek Pressol Germany EU

73. 1 (satu) Meja Gambar

74. 2 (dua) Aki Merek GS

75. 1 (satu) Aki Merek Yuasa

76. 1 (satu) set kawat dengan panjang 100 meter

Disclaimer
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
702

Uang sejumlah Rp 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah).

BBNo. 
704

1 (satu) lembar Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan Nama Penyetor MARAN 
GULTOM, senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 29 Mei 2015 ke Rekening Bank 
BRI Cabang Jakarta Rasuna Said Nomor: 0378.01.000168.30.6 a.n KPK QQ Penampungan 
Sementara Uang Sitaan.

BB No. 
705

1 (satu) lembar Slip Bukti transfer dari Nomor Rekening : 021501028346508, senilai Rp 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Mei 2015 ke Rekening Bank BRI Cabang Jakarta 
Rasuna Said Nomor: 0378.01.000168.30.6 a.n KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan.

BB No. 
706

1 (satu) lembar Slip Bukti transfer dari Nomor Rekening : 021501028346508, senilai Rp 
12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2015 ke Rekening Bank BRI 
Cabang Jakarta Rasuna Said Nomor: 0378.01.000168.30.6 a.n KPK QQ Penampungan 
Sementara Uang Sitaan.

BB No. 
707

1 (satu) lembar Slip Bukti transfer dari Nomor Rekening : 021501028346508, senilai Rp 
9.800.000,00,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2015 ke Rekening Bank 
BRI Cabang Jakarta Rasuna Said Nomor: 0378.01.000168.30.6 a.n KPK QQ Penampungan 
Sementara Uang Sitaan.

BB No. 
929

Uang sejumlah Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

BB No. 
931

Uang sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah

BB No. 
933

Uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip penyetoran 
bank BRI dengan nama penyetor DEMIANUS KMUR senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta 
rupiah) tanggal 09 April 2015 ke Rekening Bank BRI Cabang Jakarta Rasuna Said Nomor: 
0378.01.000168.30.6 a.n KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan

BB No. 
934

Uang senilai total Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta rupiah).

BB No. 
936

Uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar slip penyetoran bank 
BRI dengan nama HADI SUBROTO alamat Jl Angkasa Indah 05 senilai Rp. 4.000.000 (empat 
juta ruipah) tertanggal 9 April 2015 ke rekening Bank BRI Cabang Jakarta Rasuna Said Nomor 
0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan 

BB No. 
937

Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan 1 (satu) lembar Slip 
Penyetoran BRI dengan Nama Penyetor: YULIAN MAGA, Alamat Dinas ESDM Provinsi 
Papua di Jayapura senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 04 Juni 2015 ke 
Rekening Bank BRI Cabang Jakarta Rasuna Said Nomor: 0378.01.000168.30.6 a.n KPK QQ 
Penampungan Sementara Uang Sitaan

Barang bukti No. Urut 1 s/d. 24 masing-masing  dirampas untuk Negara.

BB No. 1 (satu) lembar asli Kartu Gaji Perorangan Biro Keuangan Bagian Perbendaharaan, Nama 
dan Nama Kecil : BARNABAS SUEBU, SH, NIP : 00, Pangkat/Jabatan : PNS  IV/E 

Hal.81 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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1 Pembina Utama, Dinas/Bagian/Kantor : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Barang bukti No. Urut 25 dikembalikan kepada LAMBERTUS FONATABA, 

SE.,MAP

BB No. 

3

1 (satu) bundel asli dokumen Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor :  SK.821.2-169 
tanggal 27 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh BARNABAS SUEBU, SH selaku 
Gubernur Provinsi Papua, dan Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 
: SK.821.2-169 tanggal 27 Pebruari 2009.

BB No. 
4

1 (satu) lembar asli Kartu Gaji Pemerintah Provinsi Papua Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah Bidang Perbendaharaan SUB Bidang Belanja Pegawai Nip Pegawai : 
100004966, Nama Pegawai : Drs. JANNES J. KARUBABA, Instansi : Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral Provinsi Papua.
Barang bukti No. Urut 26 s/d. 27 dikembalikan kepada CHARLES R. KAMBUAYA.

BB No. 

8

4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Nomor : 027/159 tentang pengangkatan 
pejabat/panitia pengadaan, penguji/penerima barang dan jasa pembuat daftar gaji Dinas 
Pertambangan dan Energi provinsi Papua tahun anggaran 2009 yang ditanda 9tangani oleh 
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua/pengguna anggaran DR. JANNES 
JOHAN KARUBABA,MSc yang berlaku sejak 2 Januari 2009.
Barang bukti No. Urut 28 dikembalikan kepada Dra. SULASTRI, SH.

BB No. 

12

1 (satu) bundel asli Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 954.222 Tahun 2009 
tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran 
Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010 tanggal 23 Maret 2009 yang 
ditandatangani oleh BARNABAS SUEBU, SH selaku Gubernur Provinsi Papua beserta 
lampirannya.

BB No. 
13

1 (satu) bundel asli Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 919.226 Tahun 2009 
tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 Maret 2009 yang 
ditandatangani oleh BARNABAS SUEBU, SH selaku Gubernur Provinsi Papua beserta 
lampirannya.
Barang bukti No. Urut 29 s/d. 30 dikembalikan kepada FRETS J. BORAY

BB No. 
14

3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi 
Papua/ Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Nomor : 
540/211.a tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (P2TK) di Lingkungan 
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 tanggal 11 Mei 2009 
yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua / 
Pengguna Anggaran DR. JANNES JOHAN KARUBABA, MSc.

BB No. 
15

1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Nomor: 
450/108.a tertanggal 7 April 2010 kepada Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Perihal 
Survei Transmisi Perencanaan DED PLTA Sungai Mamberamo Kab. Mamberamo Raya 
beserta 1 (satu) lembar lampiran
Barang bukti No. Urut 31 s/d. 32 dikembalikan kepada PHILIPUS WAROMI

BB No. 
22

1 (satu) lembar asli Surat Nomor 900/278 tentang Revisi nama lokasi dan Penetapan Dana 
Proyek PLTA Sungai Urumuka tanggal 02 Juni 2009 kepada Gubernur Papua Up. Kepala 
BPKAD Provinsi Papua, yang ditandatangani oleh Kadistamben, Dr. JANNES JOHAN 
KARUBABA, M.Sc. beserta RAB dan KAK Pekerjaan Perencanaan Teknis/DED PLTA 
Urumuka Tahun 2009.

BB No. 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertambangan dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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25 Energi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010.
Barang bukti No. Urut 33 s/d. 34 Dikembalikan kepada FRETS J. BORAY

BB No. 
26

1 (satu) lembar asli Surat nomor : 900/264, perihal Revisi DPA-SKPD, tertanggal 18 Mei 
2009.

BB No. 
27

1 (satu) bundel asli dokumen Revisi Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009, dengan urusan pemerintahan : Urusan Pilihan 
Energi dan Sumber Daya Mineral.
Barang bukti No. Urut 35 s/d. 36 dikembalikan kepada YULIAN MAGA

BB No. 
28

1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/369.c tanggal 05 Agustus 2009 
pekerjaan Detail Engineering Design PLTA Sungai Urumuka Kabupaten Mimika antara 
Dinas Pertambangan dan energi Pemerintah Provinsi Papua dan PT. Indra Karya (Persero) 
Wilayah – I Jawa Timur dengan Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2009.

BB No. 
29

1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/498.d tanggal 03 November 2009 
pekerjaan Detail Engineering Design PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten Mimika (Tahap 
II) antara Dinas Pertambangan dan energi Pemerintah Provinsi Papua dan PT. Indra Karya 
(Persero) Wilayah – I Jawa Timur dengan Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2009.

BB No. 
30

1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/202.a tanggal 26 Juli 2010 pekerjaan 
Perencanaan tehnis Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Urumuka Tahap III di 
Kabupaten Mimika antara Dinas Pertambangan dan energi Pemerintah Provinsi Papua dan 
PT. Konsultansi Pembangunan Irian Jaya dengan Sumber dana APBD Tahun Anggaran 
2010.

BB No. 
31

1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/372.b tanggal 05 Agustus 2009 
pekerjaan Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten 
Mamberamo Raya antara Dinas Pertambangan dan energi Pemerintah Provinsi Papua dan 
PT. Geo Ace bekerjasama dengan PT. Konsultansi Pembangunan Irian Jaya Sumber dana 
APBD Tahun Anggaran 2009.

BB No. 
32

1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/187.b tanggal 08 Juli 2010 pekerjaan 
Perencanaan Tehnis Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Tahap II 
di Kabupaten Mamberamo Raya antara Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah 
Provinsi Papua dan PT. Konsultansi Pembangunan Irian Jaya dengan Sumber dana APBD 
Tahun Anggaran 2010.
Barang bukti No. Urut 37 s/d. 41 dikembalikan kepada JANNES JOHAN 

KARUBABA.

BB No. 
33

1 (satu) asli Buku Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Detail Engineering Design PLTA 
Sungai Urumuka Kabupaten Mimika Tahap II Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009, 
PT. Indra Karya (Persero), Wilayah I-Jawa Timur.
Barang bukti No. Urut 42 dikembalikan kepada FRETS J. BORAY

BB No. 
34

1 (satu) buah buku “Dokumen Penawaran Teknis Pekerjaan Detail Engineering Design 
PLTA Sungai Urumuka Kabupaten Mimika (tahap II) Sumber Dana APBD Tahun 
Anggaran 2009 dari PT. Ika Adya Perkasa Consulting Engineering & General Trading Jl. 
Sidoarjo No.1 Malang-Jawa Timur.

BB No. 
35

1 (satu) buah buku Dokumen Penawaran Teknis paket pekerjaan Detail Engineering Design 
PLTA Sungai Urumuka Kabupaten Urumuka (tahap II) Sumber dana APBD Tahun 
Anggaran 2009 dari PT. Indra Karya (Persero) Wilayah I Jawa Timur.

BB No. 
36

1 (satu) buah buku Dokumen Penawaran Tehnis paket pekerjaan Detail Engineering Design 
PLTA Sungai Urumuka Kabupaten Mimika Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2009 dari 
PT. Indra Karya (Persero) Wilayah I Jawa Timur.

Hal.83 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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BB No. 
37

1 (satu) bundel Dokumen Usulan Biaya Paket Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) 
PLTA Sungai Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya, Sumber Dana APBD Tahun 
Anggaran 2009 oleh PT Ika Adya Perkasa.

BB No. 
38

1 (satu) bundel dokumen Usulan Biaya DED PLTA Sungai Mamberamo di Kabupaten 
Mamberamo Raya, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009 oleh Kanta Karya Utama.

BB No. 
39

1 (satu) bundel Dokumen Administrasi DED PLTA Sungai Mamberamo di Kabupaten 
Mamberamo Raya, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009 oleh Kanta Karya Utama.

BB No. 
40

1 (satu) bundel Dokumen Usulan Teknis DED PLTA Sungai Mamberamo di Kabupaten 
Mamberamo Raya, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009 oleh Kanta Karya Utama.

BB No. 
41

1 (satu) bundel asli dokumen Foto-foto Kegiatan Survey PLTA Urumuka Tahap I dan II di 
Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun Kegiatan 2009 – 2010, 
PPTK Philipus Waromi.

BB No. 
42.

1 (satu) bundel asli dokumen Ringkasan Laporan Studi PLTA Urumuka Tahap I dan II di 
Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun Kegiatan 2009 – 2010, 
PPTK Philipus Waromi.

BB No. 
43.

1 (satu) buah Buku “Gambar Perencanaan Pekerjaan Perencanaan Detail Engineering 
Design Pre Feasibility Study PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten Mimika Tahun 2009” 
atas nama PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I Malang.

BB No. 
44.

1 (satu) buah Buku “Gambar Perencanaan Pekerjaan Perencanaan Detail Engineering 
Design PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten Mimika (Tahap – I: Pre Feasibility Study) 
Tahun 2009” atas nama PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I 
Malang.

BB No. 
45.

1 (satu) buah Buku “Gambar Survey dan Investigasi Pekerjaan Perencanaan Detail 
Engineering Design Pre Feasibility Study PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten Mimika 
Tahun 2009” atas nama PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I 
Malang.

BB No. 
46.

1 (satu) buah Buku “Gambar Survey dan Investigasi Pekerjaan Detail Engineering Design 
PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten Mimika (Tahap – I: Pre Feasibility Study) Tahun 
2009” atas nama PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I Malang.

BB No. 
47.

1 (satu) bundel dokumen Detailed Engineering Design Urumuka River Hydro Electric 
Power Project Mimika Regency Pre-Feasibility Study Volume 1 Executive Summary 
September 2009 oleh PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineers Wilayah – 1 Malang.

BB No. 
48.

1 (satu) bundel dokumen Detailed Engineering Design Urumuka River Hydro Electric 
Power Project Mimika Regency Pre-Feasibility Study Volume 2 Main Report September 
2009 oleh PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineers Wilayah – 1 Malang.

BB No. 
49.

1 (satu) bundel dokumen Detailed Engineering Design Urumuka River Hydro Electric 
Power Project Mimika Regency Pre-Feasibility Study Volume 3 Supporting Report 3A 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Topographical Report September 2009 oleh PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineers 
Wilayah – 1 Malang.

BB No. 
50.

1 (satu) bundel dokumen Detailed Engineering Design Urumuka River Hydro Electric 
Power Project Mimika Regency Pre-Feasibility Study Volume 3 Supporting Report 3B 
Geological and Material Test Report September 2009 oleh PT Indra Karya (Persero) 
Consulting Engineers Wilayah – 1 Malang.

BB No. 
51.

1 (satu) bundel dokumen Detailed Engineering Design Urumuka River Hydro Electric 
Power Project Mimika Regency Pre-Feasibility Study Volume 3 Supporting Report 3C 
Hydrological Report September 2009 oleh PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineers 
Wilayah – 1 Malang.

BB No. 
52.

1 (satu) bundel dokumen Detailed Engineering Design Urumuka River Hydro Electric 
Power Project Mimika Regency Pre-Feasibility Study Volume 3 Supporting Report 3D 
Preliminary Design Report September 2009 oleh PT Indra Karya (Persero) Consulting 
Engineers Wilayah – 1 Malang.

BB No. 
53.

1 (satu) bundel dokumen Detailed Engineering Design Urumuka River Hydro Electric 
Power Project Mimika Regency Pre-Feasibility Study Volume 3 Supporting Report 3E 
Preliminary Economic Evaluation September 2009 oleh PT Indra Karya (Persero) 
Consulting Engineers Wilayah – 1 Malang.

BB No. 
54.

1 (satu) bundel dokumen Laporan Pendahuluan Perencanaan Detail Engineering Design 
PLTA Sungai Urumuka Kabupaten Mimika Agustus 2009 oleh PT Indra Karya (Persero) 
Consulting Engineers Wilayah – 1 Malang.

BB No. 
55.

1 (satu) bundel dokumen Konsep Laporan Akhir Perencanaan Detail Engineering Design 
PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten Mimika September 2009 oleh PT Indra Karya 
(Persero) Consulting Engineers Wilayah – 1 Malang.

BB No. 
56.

1 (satu) bundel dokumen Laporan Ringkas Perencanaan Detail Engineering Design PLTA 
Sungai Urumuka di Kabupaten Mimika September 2009 oleh PT Indra Karya (Persero) 
Consulting Engineers Wilayah – 1 Malang.

BB No. 
57.

1 (satu) bundel dokumen Laporan Penunjang Perencanaan Dasar Perencanaan Detail 
Engineering Design PLTA Sungai Urumuka Kabupaten Mimika September 2009 oleh PT 
Indra Karya (Persero) Consulting Engineers Wilayah – 1 Malang.

BB No. 
58.

1 (satu) bundel dokumen Laporan Penunjang Geologi Teknik & Pengujian Laboratorium 
Perencanaan Detail Engineering Design PLTA Sungai Urumuka Kabupaten Mimika 
September 2009 oleh PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineers Wilayah – 1 Malang.

BB No. 
59.

1 (satu) bundel dokumen Laporan Penunjang Survey Topografi Perencanaan Detail 
Engineering Design PLTA Sungai Urumuka Kabupaten Mimika September 2009 oleh PT 
Indra Karya (Persero) Consulting Engineers Wilayah – 1 Malang.

BB No. 
60.

1 (satu) bundel dokumen Laporan Penunjang Analisa Ekonomi Awal Perencanaan Detail 
Engineering Design PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten Mimika September 2009 oleh PT 
Indra Karya (Persero) Consulting Engineers Wilayah – 1 Malang.

BB No. 
61.

1 (satu) bundel dokumen Laporan Penunjang Hidrologi & Neraca Air Perencanaan Detail 
Engineering Design PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten Mimika September 2009 oleh PT 
Indra Karya (Persero) Consulting Engineers Wilayah – 1 Malang.

BB No. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Akhir Perencanaan Detail Engineering Design PLTA 

Hal.85 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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62. Sungai Urumuka di Kabupaten Mimika September 2009 oleh PT Indra Karya (Persero) 
Consulting Engineers Wilayah – 1 Malang.

BB No. 
64

1 (satu) buah buku “Gambar Perencanaan Dasar Pekerjaan Perencanaan Detail Engineering 
Design PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten Mimika (Tahap – II: Feasibility Study), April 
2010 atas nama PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I Malang.

BB No. 
65.

1 (satu) buah buku “Gambar Survey Investigasi Pekerjaan Perencanaan Detail Engineering 
Design PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten Mimika (Tahap – II: Feasibility Study), April 
2010 atas nama PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I Malang.

BB No. 
66.

1 (satu) bundel dokumen Hasil Diskusi Draf Laporan Pendahuluan Perencanaan Detail 
Engineering Design PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten Mimika (Tahap II), Nopember 
2009 oleh PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I Malang.

BB No. 
67.

1 (satu) bundel dokumen Laporan Pendahuluan Perencanaan Detail Engineering Design 
PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten Mimika (Tahap II), Nopember 2009 oleh PT Indra 
Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I Malang.

BB No. 
68.

1 (satu) bundel dokumen Hasil Diskusi Draft Laporan Akhir Perencanaan Detail 
Engineering Design PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten Mimika (Tahap II), April 2010 
oleh PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I Malang.

BB No. 
69.

1 (satu) bundel dokumen Draft Detail Engineering Design Urumuka River Hydro Electric 
Power Project Mimika Regency (Stage II), Feasibility Study Volume 1 Summary Report, 
April 2010 oleh PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I Malang.

BB No. 
70.

1 (satu) bundel dokumen Draft Detail Engineering Design Urumuka River Hydro Electric 
Power Project Mimika Regency (Stage II), Feasibility Study Volume 2 Main Report, April 
2010 oleh PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I Malang.

BB No. 
71.

1 (satu) bundel dokumen Detail Engineering Design PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten 
Mimika (Tahap II), Studi Kelayakan Laporan Interim, Januari 2010 oleh PT Indra Karya 
(Persero) Consulting Engineering Wilayah I Malang.

BB No. 
72.

1 (satu) bundel dokumen Detail Engineering Design PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten 
Mimika (Tahap II), Studi Kelayakan Volume 1 Laporan Ringkas, April 2010 oleh PT Indra 
Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I Malang.

BB No. 
73.

1 (satu) bundel dokumen Detail Engineering Design PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten 
Mimika (Tahap II), Studi Kelayakan Volume 2 Laporan Utama, April 2010 oleh PT Indra 
Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I Malang.

BB No. 
74.

1 (satu) bundel dokumen Detail Engineering Design PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten 
Mimika (Tahap II), Studi Kelayakan Volume 3A Laporan Survei Topografi, April 2010 
oleh PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I Malang.

BB No. 
75.

1 (satu) bundel dokumen Detail Engineering Design PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten 
Mimika (Tahap II), Studi Kelayakan Volume 3B Laporan Geoteknik dan Pengujian 
Laboratorium, April 2010 oleh PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I 
Malang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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BB No. 
76.

1 (satu) bundel dokumen Detail Engineering Design PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten 
Mimika (Tahap II), Studi Kelayakan Volume 3C Laporan Hidrologi dan Neraca Air, April 
2010 oleh PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I Malang.

BB No. 
77.

1 (satu) bundel dokumen Detail Engineering Design PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten 
Mimika (Tahap II), Studi Kelayakan Volume 3D Laporan Perencanaan Dasar, April 2010 
oleh PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I Malang.I

BB No. 
78.

1 (satu) bundel dokumen Detail Engineering Design PLTA Sungai Urumuka di Kabupaten 
Mimika (Tahap II), Studi Kelayakan Volume 3E Laporan Analisa Ekonomi, April 2010 
oleh PT Indra Karya (Persero) Consulting Engineering Wilayah I Malang.

BB No. 
79.

1 (satu) buah Buku Gambar Perencanaan Kegiatan Perencanaan Teknis Detail Engineering 
Design (DED) PLTA Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, PT Konsultasi 
Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
80.

1 (satu) buah Buku Gambar Survei dan Investigasi Kegiatan Perencanaan Teknis Detail 
Engineering Design (DED) PLTA Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, PT 
Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
81.

1 (satu) buah Buku Gambar Perencanaan Kegiatan Perencanaan Teknis Detail Engineering 
Design (DED) PLTA Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 
2010, PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
82.

1 (satu) buah buku Gambar Survey dan Investigasi Kegiatan Perencanaan Teknis Detail 
Engineering Design (DED) PLTA Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika Tahun 
Anggaran 2010, PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
83.

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Analisa Topografi dan 
Pemetaan, Tahun Anggaran 2010 oleh PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya

BB No. 
84.

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Presentase Laporan Pendahuluan, Tahun 
Anggaran 2010 oleh PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
85.

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Analisa Hidrologi, Tahun 
Anggaran 2010 oleh PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
86.

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Perencanaan Biaya Jadwal 
Pelaksanaan dan Rencana Konstruksi, Tahun Anggaran 2010 oleh PT Konsultasi 
Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
87.

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Desain Kriteria, Tahun Anggaran 2010 
oleh PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
88.

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Studi Kelayakan, Tahun 
Anggaran 2010 oleh PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

Hal.87 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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BB No. 
89.

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Draft Final TA 2010 oleh PT 
Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
90.

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Draft Akhir, Tahun Anggaran 
2010 oleh PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
91.

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Analisa Topografi dan 
Pemetaan TA 2010 oleh PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
92.

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Construction Plan, Jadual 
Pelaksanaan dan Estimasi Biaya oleh PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya

BB No. 
93.

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Pendahuluan TA 2010 oleh PT 
Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
94.

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Operasi & Pemeliharaan oleh 
PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
95.

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Geologi oleh PT Konsultasi 
Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
96.

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Dokumen Tender oleh PT Konsultasi 
Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
97.

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Dokumentasi Tender Tahun Anggaran 
2010 oleh PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
98.

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Akhir TA 2010 oleh PT 
Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
99.

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Akhir, Tahun Anggaran 2010 
oleh PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
100

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Presentase Draft Akhir oleh PT 
Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
101

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Geologi dan Pengujian 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Laboratorium oleh PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
102

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Interin, Tahun Anggaran 2010 
oleh PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
103

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Perencanaan ke-1 Tahun 
Anggaran 2010 oleh PT Konsultansi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
104

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Perencanaan ke-2 Tahun 
Anggaran 2010 oleh PT Konsultansi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
105

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Perencanaan ke-3 Tahun 
Anggaran 2010 oleh PT Konsultansi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
106

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Perencanaan ke-4 Tahun 
Anggaran 2010 oleh PT Konsultansi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
107

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Perencanaan ke-5 Tahun 
Anggaran 2010 oleh PT Konsultansi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
108

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Executive Summary TA 2010 
oleh PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
109

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Executive Summary oleh PT Konsultasi 
Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
110

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika Tahap Studi Awal, Laporan Akhir 
Desember 2010 oleh PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
111

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Akhir TA 2010 oleh PT 
Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
112

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Akhir oleh PT Konsultasi 
Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
113

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Hidrologi oleh PT Konsultasi 
Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 

Hal.89 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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114 Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Pendahuluan TA 2010 atas 
nama PT Konsultansi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
115

1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Urumuka Tahap III di Kabupaten Mimika, Laporan Akhir TA 2010 atas nama PT 
Konsultansi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
116

1 (satu) buah Buku Gambar Perencanaan Kegiatan Perencanaan Teknis Detail Engineering 
Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Tahap I di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 
Anggaran 2009, PT Geo Ace – PT Konsultan Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
117

1 (satu) buah Buku Gambar Survei dan Investigasi Kegiatan Perencanaan Teknis Detail 
Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Tahap I di Kabupaten Mamberamo 
Raya Tahun Anggaran 2009, PT Geo Ace – PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
118

1 (satu) bundel dokumen Foto-foto Kegiatan Survey PLTA Mamberamo Tahap I di Distrik 
Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Tahun Kegiatan 2009 – 
2010, PPTK Philipus Waromi.

BB No. 
119

1 (satu) bundel asli dokumen Ringkasan Laporan Studi PLTA Mamberamo Tahap I di 
Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Tahun Kegiatan 
2009 – 2010. PPTK Philipus Waromi.

BB No. 
120

1 (satu) bundel Dokumen Tender Pekerjaan Tahap I Studi Awal PLTA Sungai Mamberamo 
pada Distrik Mamberamo Tengah dan Sekitarnya Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 
Anggaran 2009, Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten 
Mamberamo Raya, PT Geo Ace – PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
121

1 (satu) bundel dokumen Laporan Perencanaan Pekerjaan Tahap I Studi Awal PLTA Sungai 
Mamberamo pada Distrik Mamberamo Tengah dan Sekitarnya Kabupaten Mamberamo 
Raya Tahun Anggaran 2009, Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo 
Kabupaten Mamberamo Raya, PT Geo Ace – PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
122

1 (satu) bundel dokumen Persentase Laporan Pendahuluan Detail Engineering Design 
(DED) PLTA Sungai Mamberamo Tahap I Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 
2009, PT Geo Ace – PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
123

1 (satu) bundel dokumen Laporan Pendahuluan Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009, PT Geo Ace – 
PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
124

1 (satu) bundel dokumen Draft Laporan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) Pekerjaan 
Tahap I Studi Awal PLTA Sungai Mamberamo pada Distrik Mamberamo Tengah dan 
Sekitarnya Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009, Detail Engineering Design 
(DED) PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya, PT Geo Ace – PT 
Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
125

1 (satu) bundel dokumen Laporan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) Pekerjaan 
Tahap I Studi Awal PLTA Sungai Mamberamo pada Distrik Mamberamo Tengah dan 
Sekitarnya Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009, Detail Engineering Design 
(DED) PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya, PT Geo Ace – PT 
Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
126

1 (satu) bundel dokumen Draft Laporan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) Pekerjaan 
Tahap I Studi Awal PLTA Sungai Mamberamo pada Distrik Mamberamo Tengah dan 
Sekitarnya Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009, Detail Engineering Design 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90
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(DED) PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya, PT Geo Ace – PT 
Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
127

1 (satu) bundel dokumen Laporan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) Pekerjaan 
Tahap I Studi Awal PLTA Sungai Mamberamo pada Distrik Mamberamo Tengah dan 
Sekitarnya Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009, Detail Engineering Design 
(DED) PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya, PT Geo Ace – PT 
Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
128

1 (satu) bundel dokumen Draft Laporan RE (Ringkasan Eksekutif) Pekerjaan Tahap I Studi 
Awal PLTA Sungai Mamberamo pada Distrik Mamberamo Tengah dan Sekitarnya 
Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009, Detail Engineering Design (DED) 
PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya, PT Geo Ace – PT Konsultasi 
Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
129

1 (satu) bundel dokumen Laporan RE (Ringkasan Eksekutif) Pekerjaan Tahap I Studi Awal 
PLTA Sungai Mamberamo pada Distrik Mamberamo Tengah dan Sekitarnya Kabupaten 
Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009, Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai 
Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya, PT Geo Ace – PT Konsultasi Pembangunan 
Irian Jaya.

BB No. 
130

1 (satu) bundel dokumen Laporan Pendahuluan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan) Pekerjaan Tahap I Studi Awal PLTA Sungai Mamberamo pada Distrik 
Mamberamo Tengah dan Sekitarnya Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009, 
Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo 
Raya, PT Geo Ace – PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
131

1 (satu) bundel dokumen Laporan ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) Pekerjaan 
Tahap I Studi Awal PLTA Sungai Mamberamo pada Distrik Mamberamo Tengah dan 
Sekitarnya Kabupaten Mamberamo Raya, Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai 
Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya, PT Geo Ace – PT Konsultasi Pembangunan 
Irian Jaya. BB No. 

132
1 (satu) bundel dokumen Diskusi Laporan Draft Kerangka Acuan Amdal Detail 
Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Tahap I Kabupaten Mamberamo 
Raya, PT Geo Ace – PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
133

1 (satu) bundel dokumen Draft Laporan Kerangka Acuan ANDAL (Analisis Dampak 
Lingkungan) Pekerjaan Tahap I Studi Awal PLTA Sungai Mamberamo pada Distrik 
Mamberamo Tengah dan Sekitarnya Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009, 
Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo 
Raya, PT Geo Ace – PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
134

1 (satu) bundel dokumen Laporan Final Kerangka Acuan ANDAL (Analisis Dampak 
Lingkungan) Pekerjaan Tahap I Studi Awal PLTA Sungai Mamberamo pada Distrik 
Mamberamo Tengah dan Sekitarnya Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009, 
Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo 
Raya, PT Geo Ace – PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
135

1 (satu) bundel dokumen Diskusi Laporan Perencanaan Dengan Pengguna Jasa Detail 
Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Tahap I Kabupaten Mamberamo 
Raya Tahun Anggaran 2009, PT Geo Ace – PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
136

1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pertemuan Konsultasi Masyarakat Pekerjaan Tahap 
I Studi Awal PLTA Sungai Mamberamo pada Distrik Mamberamo Tengah dan Sekitarnya 
Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009, Detail Engineering Design (DED) 
PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya, PT Geo Ace – PT Konsultasi 
Pembangunan Irian Jaya

BB No. 
137

1 (satu) bundel dokumen Laporan Construction Plan, Jadual Pelaksanaan, Estimasi Biaya 
Pekerjaan Tahap I Studi Awal PLTA Sungai Mamberamo pada Distrik Mamberamo Tengah 
dan Sekitarnya Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009, Detail Engineering 
Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya, PT Geo Ace – PT 
Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

Hal.91 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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BB No. 
138

1 (satu) bundel dokumen Manual OP (Operasional & Prosedur) Pekerjaan Tahap I Studi 
Awal PLTA Sungai Mamberamo pada Distrik Mamberamo Tengah dan Sekitarnya 
Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009, Detail Engineering Design (DED) 
PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya, PT Geo Ace – PT Konsultasi 
Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
139

1 (satu) bundel dokumen Desain Kriteria Pekerjaan Tahap I Studi Awal PLTA Sungai 
Mamberamo pada Distrik Mamberamo Tengah dan Sekitarnya Kabupaten Mamberamo 
Raya Tahun Anggaran 2009, Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo 
Kabupaten Mamberamo Raya, PT Geo Ace – PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
140

1 (satu) bundel dokumen Laporan Studi Kelayakan Pekerjaan Tahap I Studi Awal PLTA 
Sungai Mamberamo pada Distrik Mamberamo Tengah dan Sekitarnya Kabupaten 
Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009, Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai 
Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya, PT Geo Ace – PT Konsultasi Pembangunan 
Irian Jaya.

BB No. 
141

1 (satu) bundel dokumen Laporan Survey Topografi Pekerjaan Tahap I Studi Awal PLTA 
Sungai Mamberamo pada Distrik Mamberamo Tengah dan Sekitarnya Kabupaten 
Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009, Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai 
Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya, PT Geo Ace – PT Konsultasi Pembangunan 
Irian Jaya.

BB No. 
142

1 (satu) bundel dokumen Laporan Laporan Hidrologi dan Neraca Air Pekerjaan Tahap I 
Studi Awal PLTA Sungai Mamberamo pada Distrik Mamberamo Tengah dan Sekitarnya 
Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009, Detail Engineering Design (DED) 
PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya, PT Geo Ace – PT Konsultasi 
Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
143

1 (satu) bundel dokumen Laporan Akhir Pekerjaan Tahap I Studi Awal PLTA Sungai 
Mamberamo pada Distrik Mamberamo Tengah dan Sekitarnya Kabupaten Mamberamo 
Raya Tahun Anggaran 2009, Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo 
Kabupaten Mamberamo Raya, PT Geo Ace – PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
144

1 (satu) bundel dokumen Presentasi Study Kelayakan Detail Engineering Design (DED) 
PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009 oleh PT 
Geo Ace – PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
145

1 (satu) bundel dokumen Persentase Draft Akhir Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009 oleh PT Geo Ace 
– PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
146

1 (satu) bundel dokumen Presentase Laporan Pendahuluan Detail Engineering Design 
(DED) PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009 
oleh PT Geo Ace – PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
147

1 (satu) bundel dokumen Draft Laporan Akhir Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009 oleh PT Geo Ace 
– PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
148

1 (satu) buah Buku Gambar Perencanaan Pekerjaan Perencanaan Teknis Detail Engineering 
Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Tahap II di Kabupaten Mamberamo Raya, PT 
Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
149

1 (satu) buah Buku Gambar Perencanaan Kegiatan Perencanaan Teknis Detail Engineering 
Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Tahap II di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 
Anggaran 2010, PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92
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BB No. 
150

1 (satu) buah Buku Gambar Survei dan Investigasi Pekerjaan Perencanaan Teknis Detail 
Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Tahap II di Kabupaten Memberamo 
Raya, PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
151

1 (satu) buah Buku Gambar Survei dan Investigasi Pekerjaan Perencanaan Teknis Detail 
Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Tahap II di Kabupaten Memberamo 
Raya Tahun Anggaran 2010, PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
152

1 (satu) bundel dokumen Laporan Studi Kelayakan Pekerjaan Detail Engineering Design 
(DED) PLTA Sungai Mamberamo Tahap II Kabupaten Mamberamo Raya, Tahun Anggaran 
2010, PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
153

1 (satu) bundel dokumen Laporan Pendahuluan Pekerjaan Detail Engineering Design 
(DED) PLTA Sungai Mamberamo Tahap II Kabupaten Mamberamo Raya, Tahun Anggaran 
2010, PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya

BB No. 
154

1 (satu) bundel dokumen Laporan Akhir Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Mamberamo Tahap II Kabupaten Mamberamo Raya, Tahun Anggaran 2010, PT 
Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
155

1 (satu) buah buku “Laporan Topografi Perencanaan Teknis Detail Engineering Design 
(DED) PLTA Sungai Mamberamo Tahap II di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 
Anggaran 2009” atas nama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
156

1 (satu) bundel dokumen Draft Laporan Akhir Pekerjaan Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Mamberamo Tahap II Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2010 oleh PT 
Konsultasi Pembangunan Irian Jaya

BB No. 
157

1 (satu) bundel dokumen Laporan Studi Kelayakan Pekerjaan Detail Engineering Design 
(DED) PLTA Sungai Mamberamo Tahap II Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 
2010 oleh PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
158

1 (satu) bundel dokumen Presentasi Study Kelayakan Pekerjaan Detail Engineering Design 

(DED) PLTA Sungai Mamberamo Tahap II Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 

2010 oleh PT Konsultn Pembangunan Irian Jaya.

Barang bukti No. Urut 43 s/d. 166 dikembalikan kepada PHILIPUS WAROMI;

BB No. 
159

1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (LS) dari Bendahara Umum 
Daerah Nomor: 3394/SP2D-LS/2.03.01.01/2010 tanggal 24 September 2010 kepada PT. 
GEO ACE di No. Rekening 130-00-1021187-1 di Bank Mandiri Cabang Bandung Metro 
untuk keperluan LS-Pembayaran Angsuran III (100%) atas Pekerjaan Detail Engineering 
Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Lokasi: Mamberamo Raya (Lanjutan), sesuai 
Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) No.027/372.b tgl.05 Agustus 2009 dengan 
jumlah yang dibayarkan Rp 4.578.520.058,00 yang ditandatangani oleh ACHMAD 
HATARI selaku Bendahara Umum Daerah beserta dokumen pendukungnya.

BB No. 
160

1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (LS) dari Kuasa BUD 
(Bendahara Umum Daerah) Nomor: 85/SP2D-LS/2.03.01.01/2010 tanggal 12 Maret 2010 
kepada PT. GEO ACE di No. Rekening 130-00-1021187-1 di Bank Mandiri KCP Bandung 
Metro untuk keperluan LS-Pembayaran Tahap I dan II (70%) atas Pekerjaan Detail 
Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Lokasi: Mamberamo Raya 
(Lanjutan), sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) No.027/372.b tanggal 05 
Agustus 2009 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 7.630.866.763,00 yang ditandatangani 
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oleh Drs. ISTIYOSO HS, MM selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah beserta dokumen 
pendukungnya.

BB No. 
161

1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor: 
03293/SP2D-LS/2.03.01.01/2009 tanggal 9 Oktober 2009 kepada PT. GEO ACE di No. 
Rekening 130-00-1021187-1 di Bank Mandiri KCP Bandung Metro untuk keperluan LS-
Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) PLTA 
Sungai Mamberamo Lokasi: Kabupaten Mamberamo Raya, sesuai Surat Perjanjian 
Pemborongan (KONTRAK) No.027/372.b tanggal 05 Agustus 2009 dengan jumlah yang 
dibayarkan Rp 3.052.346.600,00 yang ditandatangani oleh ACHMAD HATARI selaku 
Bendahara Umum Daerah beserta dokumen pendukungnya.

BB No. 
162

1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (LS) dari Kuasa BUD Nomor: 
86/SP2D-LS/2.03.01.01/2010 tanggal 12 Maret 2010 kepada PT. Indra Karya Wilayah I 
Jawa Timur di No. Rekening Bank: 0332.01.000.428.30.2 di Bank BRI Cabang Hayam 
Wuruk Jakarta untuk keperluan LS-Pembayaran Angsuran II (40%) atas Pekerjaan Detail 
Engineering Design (DED) PLTA Sungai Urumuka Lokasi: Kabupaten Mimika (Lanjutan), 
sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) No.027/498.d tanggal 3 November 
2009 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 4.607.919.360,00 yang ditandatangani oleh Drs. 
ISTIYOSO HS, MM selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah beserta dokumen 
pendukungnya.

BB No. 
163

1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Tambah Uang Persediaan (TU) dari 
Kuasa BUD Nomor: 6010/SP2D-TU/2.03.01.01/2010 tanggal 29 November 2010 kepada 
Bendahara Pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua di No. Rekening 
100.21.1001.06643-8 di Bank Papua untuk keperluan Permintaan Tambahan Uang/TU atas 
Kegiatan Detail Engineering Design PLTA (Keperluan Dinas Pertambangan dan Energi 
Provinsi Papua dengan jumlah yang dibayarkan Rp 63.100.000,00 yang ditandatangani oleh 
Drs. ISTIYOSO HS, MM selaku Bendahara Umum Daerah beserta dokumen 
pendukungnya.BB No. 

164
1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Tambah Uang Persediaan (TU) dari 
Kuasa BUD Nomor: 4177/SP2D-TU/2.03.01.01/2010 tanggal 25 Oktober 2010 kepada 
Bendahara Pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua di No. Rekening 
100.21.1001.06643-8 di Bank Papua untuk keperluan Permintaan Tambahan Uang (TU)- 
Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Pabrik Semen dan Pembangunan PLTA Sungai 
Urumuka, Keperluan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua dengan jumlah yang 
dibayarkan Rp 311.300.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. ISTIYOSO HS, MM selaku 
Kuasa Bendahara Umum Daerah beserta dokumen pendukungnya.

BB No. 
165

1 (satu) bundel asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 0809/SPD-
I/2.03.1.1/2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 Mei 2010 kepada SKPD Dinas 
Pertambangan dan Energi dengan Jumlah penyediaan dana Rp 607.787.500,00 untuk 
Penyediaan Dana Triwulan II TA.2010 yang ditandatangani oleh DEREK J. IMBIRI, SE, 
MM selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
Barang bukti No. Urut 167 s/d. 173 dikembalikan kepada FRETS J. BORAY;

BB No. 
167

1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 06000/SP2D-
LS/2.03.01.01/2009 tanggal 9 Desember 2009 untuk LS – Pembayaran Angsuran I, II, & III 
(100%) atas Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Urumuka Lokasi: 
Kabupaten Mimika, sesuai Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) No.027/369.c Tgl 5 
Agustus 2009 sebesar Rp6.602.993.000 beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukung.

BB No. 
168

1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 07492/SP2D-
LS/2.03.01.01/2009 tanggal 21 Desember 2009 untuk LS – Pembayaran Angsuran I (30%) 
atas Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Urumuka Tahap II Lokasi: 
Kabupaten Mimika, sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) No.027/498.d Tgl 
3 November 2009 sebesar Rp3.959.930.700 beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukung.

BB No. 
169

1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1117/SP2D-LS/2.03.01.01/2010 
tanggal 25 Juni 2010 untuk LS – Pembayaran Angsuran III (100%) atas Pekerjaan Detail 
Engineering Design (DED) PLTA Sungai Urumuka Tahap II Lokasi: Kabupaten Mimika, 
sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) No.027/498.d Tgl 3 November 2009 
sebesar Rp3.959.930.700 beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukung.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
170

1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6116/SP2D-LS/2.03.01.01/2010 
tanggal 30 November 2010 untuk LS – Pembayaran Angsuran I & II (70%) atas Pekerjaan 
Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Urumuka Tahap III Lokasi: Kabupaten 
Mimika, sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) No.027/202.a Tgl 26 Juli 2010 
sebesar Rp6.772.990.000 beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukung.

BB No. 
171

1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 9857/SP2D-LS/2.03.01.01/2010 
tanggal 30 Desember 2010 untuk LS – Pembayaran Angsuran III (100%) atas Pekerjaan 
Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Urumuka Tahap III Lokasi: Kabupaten 
Mimika, sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) No.027/202.a Tgl 26 Juli 2010 
sebesar Rp2.902.710.000 beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukung.

BB No. 
172

1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 6117/SP2D-LS/2.03.01.01/2010 
tanggal 30 November 2010 untuk LS – Pembayaran Angsuran I & II (70%) atas Pekerjaan 
Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Tahap II 
Lokasi: Kabupaten Mamberamo Raya, sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) 
No.027/187.b Tgl 8 Juli 2010 sebesar Rp6.142.575.600 beserta 1 (satu) bundel dokumen 
pendukung.

BB No. 
173

1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 9854/SP2D-LS/2.03.01.01/2010 

tanggal 30 Desember 2010 untuk LS – Pembayaran Angsuran III (100%) atas Pekerjaan 

Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Tahap II 

Lokasi: Kabupaten Mamberamo Raya, sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) 

No.027/187.b Tgl 8 Juli 2010 sebesar Rp2.632.532.400 beserta 1 (satu) bundel dokumen 

pendukung.

Barang bukti No. Urut 174 s/d. 180 dikembalikan kepada SYLVIA H.B PANJAITAN

BB No. 
175

1 (satu) buah dokumen asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang 
Saham PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya Tanggal 30 Juli 2005 Tanggal 45 yang 
dikeluarkan Kantor Notaris dan PPAT SUPRAKOSO, SH.

BB No. 
176 

1 (satu) buah dokumen asli Akta Risalah Rapat PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya 
Tanggal 31 Januari 2008 Nomor 104 yang dikeluarkan Kantor Notaris dan PPAT 
SUPRAKOSO, SH.

BB No. 
182

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Februari Tahun 2009.

BB No. 
183

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Maret Tahun 2009.

BB No. 
184

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan April Tahun 2009.

BB No. 
185

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Mei Tahun 2009.

BB No. 
186

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Juni Tahun 2009.
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BB No. 
187

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Juli Tahun 2009.

BB No. 
188

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Agustus Tahun 2009.

BB No. 
189

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan September Tahun 2009.

BB No. 
190

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Oktober Tahun 2009.

BB No. 
191

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Nopember Tahun 2009.

BB No. 
192

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Desember Tahun 2009.

BB No. 
193

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Januari Tahun 2010.

BB No. 
194

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Februari Tahun 2010.

BB No. 
195

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Maret Tahun 2010.

BB No. 
196

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan April Tahun 2010.

BB No. 
197

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Mei Tahun 2010.

BB No. 
198

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Juni Tahun 2010.

BB No. 
199

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Juli Tahun 2010.
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BB No. 
200

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Agustus Tahun 2010.

BB No. 
201

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan September Tahun 2010.

BB No. 
202

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Oktober Tahun 2010.

BB No. 
203

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Nopember Tahun 2010.

BB No. 
204

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Desember Tahun 2010.

BB No. 
205

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT KPIJ Proyek PLTA Sungai Membramo dan PLTA 
Sungai Urumuka bulan Januari Tahun 2011.

BB No. 
206

1 (satu) bundel asli lembar berisikan tabel “PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya Deviden 
Tahun 2008” tertanggal 6 Maret 2008 beserta dokumen pendukung.

BB No. 
207

6 (enam) lembar dokumen asli berisikan tulisan tangan berwarna hitam di antaranya dengan 
keterangan “Cek di Rek Seluruh Anak Bahwa Tidak Ada Pemberian Uang dari KPIJ”.

BB No. 
208

1 (satu) lembar dokumen surat Linda I Siebu (Komisaris Utama PT KPIJ) No. 0001/
PT.KPIJ/IX/2014 tertanggal 04 September 2014 kepada Para Pemegang Saham PT 
Konsultasi Pembangunan Irian Jaya Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) Luar Biasa PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
211

1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari PT GEO ACE kepada PT Konsultasi Pembangunan 
Irian Jaya tertanggal 07 Desember 2009.

BB No. 
213

1 (satu) lembar asli Daftar Laporan Pekerjaan Penyusunan Rencana PLTA Sungai Urumuka 
di Kabupaten Mimika tertanggal 29 Oktober 2009.

BB No. 
214

1 (satu) lembar asli Daftar Laporan Pekerjaan Penyusunan Rencana PLTA Sungai Urumuka 
di Kabupaten Mimika tertanggal 14 Desember 2009.
Barang bukti No. Urut 181 s/d 212 dikembalikan kepada LINDA IVONNE SUEBU;

BB No. Agenda berwarna hitam yang didalamnya terdapat tulisan “RADOS ORGANIZER”

Hal.97 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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219 Barang bukti No. Urut 213 dikembalikan kepada LA MUSI DIDI;

BB No. 
220

1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT KPIJ untuk Pembayaran Biaya Tim Pemeriksa Proyek 
PLTA sebesar Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Jan 
2009.

BB No. 
221

1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT KPIJ untuk Pembayaran Biaya Pemeriksaan Proyek 
Perencanaan PLTA (Tim BPK) sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) 
tertanggal 29 Jan 2009.

BB No. 
222

1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT KPIJ untuk Pembayaran Biaya Administrasi 
Perencanaan PLTA Urumuka (Staf Kantor Pertambangan) sebesar Rp30.000.000 (tiga 
puluh juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2009.

BB No. 
223

1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT Konsultasi Pemb. Ir – Ja untuk Pembayaran Transport 
dan Akomodasi (Kadis Pertambangan) di Sorong sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) 
tertanggal 23 Maret 2009.

BB No. 
224

1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT KPIJ untuk Pembayaran Transport Akomodasi, 
Konsumsi di Jakarta (Kadis Tambang) sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) 
tertanggal 18 Mei 2009.

BB No. 
225

1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT KPIJ untuk Pembayaran Bawasda Proyek Perencanaan 
Proyek PLTA Kabupaten Mamberamo sebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu 
rupiah) tertanggal 21 Agustus 2009.

BB No. 
226

1 (satu) lembar asli Invoice CV Mawar Jingga Tour & Travel No. 000293 tertanggal 15 Sep 
’09 sebesar Rp4.249.000 atas nama JHON/KARUBABA Mr.

BB No. 
227

1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT KP Irja untuk Pembayaran Panjar Panitia Kerjaan 
Perencanaan DED PLTA S. Urumuka Tahap I sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta 
rupiah) tertanggal 23-09-2009.

BB No. 
228

2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tertanggal 24/9/09 dengan keterangan 
Penerima MAX M. KARUBABA dengan nomor rekening 154.000457407.9 dan Pengirim 
PT KPIJ uang sebesar Rp8.405.000 (delapan juta empat ratus lima ribu rupiah).

BB No. 
229

2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tertanggal 17/12/2009 dengan keterangan 
Penerima AYYING POMBAILE dengan nomor rekening 154.0007643780 dan Pengirim 
ARUHAN uang sebesar Rp1.150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BB No. 
230

2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tertanggal 20/11/2009 dengan keterangan 
Penerima MAX KARUBABA dengan nomor rekening 154.000457407.9 dan Pengirim PT 
Konsultasi Pembangunan Irja uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

BB No. 
231

1 (satu) lembar asli Invoice PT Angkasa Jayaraya No. 06337 sebesar Rp5.297.000 (lima 
juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atas nama DEBORA KARUBABA/Mrs, 
Ticket Number 671.7131.694.868, Jkt – Mkw, tertanggal 16/12/2010.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98
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BB No. 
232

1 (satu) lembar asli Invoice PT Angkasa Jayaraya No. 06342 sebesar Rp5.148.200 (lima 
juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atas nama ISAK dkk, untuk 
pembayaran Tiket JKT – DJJ, tertanggal 21/12/10.

BB No. 
233

1 (satu) lembar asli Invoice PT Angkasa Jayaraya No. 06344 sebesar Rp8.798.200 (delapan 
juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atas nama ISAK dkk, untuk 
pembayaran Tiket DJJ – JKT, tertanggal 21-12-2010.

BB No. 
234

1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT KPIJ untuk Pembayaran Jamsostek sebesar 
Rp16.512.300 (enam belas juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 22 Jan 
2009.

BB No. 
235

1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT KPIJ untuk Pembayaran Panjar Operasional Biaya 
Survey Proyek PLTA Urumuka di Timika sebesar Rp50.600.000 (lima puluh juta enam 
ratus ribu rupiah) tertanggal 8 April 2009.

BB No. 
236

1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT KPIJ untuk Pembayaran Transport, Akomodasi, 
Konsumsi Prosentase Proyek PLTA Mamberamo/Tim Ahli sebesar Rp13.000.000 (tiga 
belas juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2009.

BB No. 
237

1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT KPIJ untuk Pembayaran Sewa Mobil Avansa Selama 1 
Bulan sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) tertanggal 12 Okt 2009.

BB No. 
238

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya untuk Proyek 
PLTA Sungai Membramo dan PLTA Sungai Urumuka bulan September Tahun 2009 di 
antaranya berupa 1 (satu) lembar asli Nota tertanggal 08 Sept ’09 Pembelian 2 Lbr Voucher 
Simp. 100 u/ 081344850056 sebesar Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

BB No. 
239

2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tertanggal 19/11/2009 dengan keterangan 
Penerima MUHAMMAD SUDIN dengan nomor rekening 1540007986825 dan Pengirim 
PT Konsultasi Pembangunan Irja uang sebesar Rp14.800.000 (empat belas juta delapan 
ratus ribu rupiah).

BB No. 
240

2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tertanggal 19/11/2009 dengan keterangan 
Penerima MUH. SUDIN dengan nomor rekening 1540007986825 uang sebesar 
Rp28.680.000 (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

BB No. 
241

2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tertanggal 19/11/2009 dengan keterangan 
Penerima ARIE DEDDY PUSPITA dengan nomor rekening 144.000.5130486 dan Pengirim 
PT Konsultasi Pembangunan Irja uang sebesar Rp43.200.000 (empat puluh tiga juta dua 
ratus ribu rupiah).

BB No. 
242

2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tertanggal 11/12/2009 dengan keterangan 
Penerima ARIE DEDDY PUSPITA dengan nomor rekening 144.000.5130486 dan Pengirim 
PT Konsultasi Pembangunan Irja uang sebesar Rp50.005.000 (lima puluh juta juta lima ribu 
rupiah).

BB No. 
243

2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tertanggal 14/12/2009 dengan keterangan 
Penerima ARIE DEDDY PUSPITA dengan nomor rekening 144.000.5130486 dan Pengirim 
PT Konsultasi Pembangunan Irja uang sebesar Rp10.005.000 (sepuluh juta lima ribu 
rupiah). 

BB No. 
244

2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tertanggal 22/12/2009 dengan keterangan 
Penerima PT KARYA PRIMA CIPTA UTAMA dengan nomor rekening 145.000.5566290 
dan Pengirim PT KP-IJ uang sebesar Rp50.005.000 (lima puluh juta lima ribu rupiah).

Hal.99 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99
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BB No. 
245

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya untuk Proyek 
PLTA Sungai Membramo dan PLTA Sungai Urumuka bulan Januari Tahun 2011 di 
antaranya berupa 1 (satu) lembar asli Nota tertanggal 10.12.2010 untuk Pembelian 6 buah 
DVD-R dkk total sebesar Rp342.500 (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

BB No. 
246

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya untuk Proyek 
PLTA Sungai Membramo dan PLTA Sungai Urumuka bulan Juni Tahun 2010 di antaranya 
berupa 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tertanggal 4/6/2010 dengan 
keterangan Penerima atas nama ARIE DEDDY PUSPITA total sebesar Rp74.852.400 
(tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).

BB No. 
247

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya untuk Proyek 
PLTA Sungai Membramo dan PLTA Sungai Urumuka bulan Juli Tahun 2010 di antaranya 
berupa 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tertanggal 5/7/2010 dengan 
keterangan Penerima atas nama ARIE DEDDY PUSPITA total sebesar Rp20.005.000 (dua 
puluh juta lima ribu rupiah).

BB No. 
248

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya untuk Proyek 
PLTA Sungai Membramo dan PLTA Sungai Urumuka bulan Agustus Tahun 2010 di 
antaranya berupa 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tertanggal 03/08/2010 
dengan keterangan Penerima atas nama PT INTAN ANGKASA AIR SERVICE total 
sebesar Rp180.595.000 (seratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu 
rupiah).BB No. 

249
1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya untuk Proyek 
PLTA Sungai Membramo dan PLTA Sungai Urumuka bulan September Tahun 2010 di 
antaranya berupa 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Papua tertanggal 02/9/2010 dengan 
keterangan Penerima atas nama M. ARSAL total sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta 
rupiah).

BB No. 
250

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya untuk Proyek 
PLTA Sungai Membramo dan PLTA Sungai Urumuka bulan Oktober Tahun 2010 di 
antaranya berupa 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Papua tertanggal 02-10-2010 
dengan keterangan Penerima atas nama M. ARSHAL total sebesar Rp8.500.000 (delapan 
juta lima ratus ribu rupiah).

BB No. 
251

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya untuk Proyek 
PLTA Sungai Membramo dan PLTA Sungai Urumuka bulan Nopember Tahun 2010 di 
antaranya berupa 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tertanggal 01/11/2010 
dengan keterangan Penerima atas nama ARIE DEDDY PUSPITA total sebesar 
Rp21.750.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

BB No. 
252

1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya untuk Proyek 
PLTA Sungai Membramo dan PLTA Sungai Urumuka bulan Desember Tahun 2010 di 
antaranya berupa 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Papua tertanggal 03/12/2010 
dengan keterangan Penerima atas nama M. ARSAL total sebesar Rp25.000.000 (dua puluh 
lima juta rupiah).
Barang bukti No. Urut 214 s/d. 246 dikembalikan kepada WARININGSIH 

SUPRIHATIN

BB No. 
253

0577/k 8-4-2009 Panjar SPD a/n Ir. Hasan Bisri ke Jkt tgl. 13-18/4/09

BB No. 
254

0601/k 15-4-2009 PK a/n Ir. Prasetijo Adi u/ Biaya SPD ke Papua tgl. 15-18/04/09

BB No. 
255

0635/k 16-4-2009 Biaya gaji pegawai bln Mrt '09 thp II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
256

0670/k 22-4-2009 Biaya BBM periode 7 - 14/4/09

BB No. 
257

0822/k 13-5-2009 Biaya gaji pegawai April 09

BB No. 
258

0841/k 15-5-2009 PK Ir.Hasan Bisri cs ke Papua 14-16 Mei 09

BB No. 
259

0849/k 18-5-2009 Panjar SPD Ir.Agus WH ke Timika 18-22 Mei 09

BB No. 
260

28/m/05/09 31-5-2009 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Pras Adi MSc (0601/k, 15 
April 09

BB No. 
261

0903/k 1-6-2009 Pembayaran biaya SPD Rustamaji ke Sengguruh 23 April 09

BB No. 
262

0904/k 1-6-2009 Pembayaran biaya SPD Ir.Sentijaki cs ke Sengguruh 23 April 09

BB No. 
263

0927/kb 8-6-2009 Biaya BBM periode 9 - 15/4/09

BB No. 
264

0928/k 8-6-2009 Biaya BBM periode 15 - 30/4/09

BB No. 
265

0929/k 8-6-2009 BBM periode 11 - 18/5/09

BB No. 
266

0935/k 8-6-2009 Biaya gaji pegawai bln Mei '09

BB No. 
267

1002/k15-6-2009 Panjar SPD Ir.Hasan Bisri cs tgl 14-17 Juni 09

BB No. 
268

1003/k 15-6-2009 PK Ir.Hasan Bisri u/ biaya tender 

Hal.101 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
269

1033/k 22-6-2009 Biaya BBM periode 9 - 15/6/09

BB No. 
270

1040/k 22-6-2009 Kas kecil SPD harian Adpro thp I

BB No. 
271

1069/k 29-6-2009 PK SPD Ir.Pras Adi ke Papua 

BB No. 
272

1070/k 29-6-2009 Pembayaran pembelian tiket SPD IrPras Adi MSc tgl 23 Juni 09

BB No. 
273

31/m/06/09  30-6-2009 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Hasan Bisri (0841/k, 15 Mei 09)

BB No. 
274

32/m/06/09 30-6-2009 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Hasan Bisri (1002/k, 15 Juni 09)

BB No. 
275

1100/k 1-7-2009 Gaji pegawai bulan Juni 2009

BB No. 
276

1113/k 2-7-2009 Kekur. Panjar SPD a/n Ir. Hasan Bisri ke Papua

BB No. 
277

1144/k 7-7-2009 Panjar Lain-2 SPD a/n Ir. Hasan Bisri ke Papua Thp 1 dr 25 Jt

BB No. 
278

1146/k 9-7-2009Panjar SPD a/n Ir. Hasan Bisri ke Papua Thp-2 dr 25 Jt

BB No. 
279

1159/k 10-7-2009 PK a/n Ir. Prasetijo Adi 

BB No. 
280

1190/k 15-7-2009 PK a/n Ir. Prasetijo Adi  u/ sewa heli

BB No. 1229/l 22-7-2009 BBM periode 7-13 Juli 09

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

281

BB No. 
282

73/m/07/09 31-7-2009 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Pras Adi MSc (1069/k, 29 Juni 09)

BB No. 
283

1309/k 4-8-2009 Pembayaran biaya jamuan tamu

BB No. 
284

1316/k 4-8-2009 Pembayaran BBM per:22-27 Juli 09

BB No. 
285

1370/k 7-8-2009 PK a/n Ir. Agus S u pembuatan dok PQ & prop Urumuka

BB No. 
286

1377/k 10-8-2009 PK SPD Ir.Pras Adi MSc ke Papua tgl 11-14 Agust 09

BB No. 
287

1381/k 10-8-2009 PK SPD Ir.Tendy S ke Papua tgl 11-14 Agust 09

BB No. 
288

1392/k 11-8-2009 Biaya BBM per 28 - 31/7/09

BB No. 
289

1393/k 12-8-2009 Biaya gaji pegawai Juli 09

BB No. 
290

290. 1407/k 14-8-2009 PK SPD Ir.Hasan Bisri ke Papua tgl 18-22 Agust 09

BB No. 
291

1408/k 18-8-2009 Pembayaran biaya mob demob Sukarno ke Timika

BB No. 
292

1413/k 19-8-2009 Biaya tagihan KGP Juli '09

BB No. 
293

1414/k 19-8-2009 Biaya BBM per 2 - 10/8/09

Hal.103 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
294

1436/k 20-8-2009 PK SPD Ir.Hasan Bisri ke Papua tgl 18-22 Agust 09 (tambh)

BB No. 
295

1444/k 24-8-2009 SPD harian proyek

BB No. 
296

1452/k 24-8-2009 PK a/n Ir. Agus S u pembuatan dok PQ & prop Urumuka

BB No. 
297

1460/k 25-8-2009 PK SPD Ir.Tendy S ke Papua tgl 11-14 Agust 09 (tamh)

BB No. 
298

1463/k 26-8-2009 Biaya BBM per 8 - 14/8/09

BB No. 
299

1480/k 28-8-2009 PK SPD Thommie, ST ke Papua tgl 31 Agust 09

BB No. 
300

1481/k 28-8-2009 PK SPD Ir.Pras Adi MSc ke Papua tgl 31 Agust 09

BB No. 
301

301. 21/m/08/09 31-8-2009 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Hasan Bisri (0577/k, 8 
April 09)

BB No. 
302

22/m/08/09 31-8-2009Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Hasan Bisri (1144/k, 7 Apr 09 n 
1146/k, 9 Apr 09)

BB No. 
303

27/m/08/09 31-8-2009Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Tendy (1381/k, 10 Agst 09 n 
1460/k, 25 Agst 09)

BB No. 
304

1529/k 3-9-2009 Biaya BBM per 15-20 Agust 09

BB No. 
305

1536/k 4-9-2009 Pembayaran pembelian tiket Ir.Imam Soedjono ke Jkt

BB No. 
306

1539/k 4-9-2009 Gaji pegawai bulan Agust 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
307

1585/k 14-9-2009 THR tahun 2009

BB No. 
308

1586/k 14-9-2009 BBM per 27-31 Agust 09

BB No. 
309

1588/k 15-9-2009 PK SPD Thommie, ST ke Papua tgl 31 Agust 09 (tambahan)

BB No. 
310

1595/k 15-9-2009 THR tahun 2009

BB No. 
311

1600/k 15-9-2009 BBM per 1-6 Sept 09

BB No. 
312

1603/k 17-9-2009 SPD harian proyek

BB No. 
313

37/m/09/09 30-9-2009 Pembatalan Cadangan Biaya Agustus 2009

BB No. 
314

1699/k 7-10-2009 Pembayaran biaya jamuan tamu

BB No. 
315

1702/k 8-10-2009 Pembayaran biaya jamuan tamu

BB No. 
316

1704/k 8-10-2009 PK Ir.Hasan Bisri u/ operasional thp 1 dr 5jt

BB No. 
317

1711/k 12-10-2009 PK SPD Thommie ke Timika tgl 11 Okt 09 thp 1 dr 10jt

BB No. 
318

1740/k 15-10-2009 PK SPD Agus W.Hidayat ke Timika tgl 17-31 Okt 09 thp 1 dr 14jt

BB No. 
319

1746/k 16-10-2009 BBM per 1-7 Okt 09

Hal.105 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
320

1747/k 16-10-2009 Pembayaran mob demob Sukarno ke Timika tgl 16 Okt-31 Des 09

BB No. 
321

1748/k 16-10-2009 PK SPD Sukarno ke Timika

BB No. 
322

1750/k 16-10-2009 PK SPD Agus W.Hidayat ke Timika tgl 17-31 Okt 09 thp 2 dr 14jt

BB No. 
323

1758/k 19-10-2009 Gaji pegawai bulan Sept 2009

BB No. 
324

0343/m 20-10-2009 Pelunasan UT PK SPD Ir.Hasan Bisri (0577/k, 8 April 09)

BB No. 
325

1770/k 20-10-2009  Pembayaran ATK, FC dan computer
Dikembalikan kepada GITO SULASTIJO

BB No. 
326

1776/k 21-10-2009  BBM per 8-14 Okt 09

BB No. 
327

1786/k 22-10-2009  PK Ir.Hasan Bisri u/ operasional thp 2 dr 5jt

BB No. 
328

1800/k 28-10-2009  BBM per 15-20 Okt 09

BB No. 
329

1812/k 30-10-2009  PK SPD Zainul Arifin ke Timika thp 1 dr 20jt

BB No. 
330

1813/k 30-10-2009  PK SPD Thommie ke Timika tgl 11 Okt 09 thp 2 dr 10jt

BB No. 
331

1814/k 30-10-2009  PK SPD Thommie ke Timika tgl 11 Okt 09 (tambahan)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
332

1815/k 30-10-2009  PK Thommie u/ laporan & eksternal HD

BB No. 
333

1818/k 30-10-2009  PK SPD Ir.Hasan Bisri cs ke Jkt tgl 30 Okt-1 Nov 09

BB No. 
334

17/m/10/09 31-10-2009  Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Pras Adi MSc (1298/k, 31 
Juli 09)

BB No. 
335

21/m/10/09 31-10-2009  Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Pras Adi MSc (1481/k, 28 
Agust 09)

BB No. 
336

26/m/10/09 31-10-2009  Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (1159/k, 10 Juli 
09)

BB No. 
337

27/m/10/09 31-10-2009  Pertanggungjawaban PK Ir.Agus Salim (1370/k, 7 Agust 09 n 
1452/k, 24 Agust 09)

BB No. 
338

35/m/10/09 31-10-2009  Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Hasan Bisri (1407/k, 14 Agst 
09 n 1436/k, 20 Agst)

BB No. 
339

52/m/10/09 31-10-2009  Pembatalan Cadangan Biaya September 2009

BB No. 
340

1840/k  3-11-2009 PK Thommie u/ jamsostek

BB No. 
341

1850/k 5-11-2009 PK SPD Zainul Arifin ke Timika thp 2 dr 20jt

BB No. 
342

1856/k 5-11-2009 BBM per 21-26 Okt 09

BB No. 
343

1874/k 9-11-2009 Gaji pegawai bulan Oktober 2009

BB No. 
344

1879/k 10-11-2009 SPD harian proyek

Hal.107 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
345

1886/k 12-11-2009 BBM per 27-31 Okt 09

BB No. 
346

1887/k 13-11-2009 PK Ir.Pras Adi MSc u/ pengurusan invoice

BB No. 
347

1895/k 19-11-2009 Pembayaran kekur PK SPD M.Arifin (1812/k, 30 Okt 09)

BB No. 
348

19/m/11/09 30-11-2009 Pertanggungjawaban PK SPD Zainul Arifin (1812/k, 30 
Okt 09)

BB No. 
349

28/m/11/09 30-11-2009 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Hasan B & Z.Arifin (1818/k, 
30 Okt n 1850/k, 15 Nov)

BB No. 
350

32/m/11/09 30-11-2009 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Hasan B (1818/k, 30 Okt 
09)

BB No. 
351

33/m/11/09 30-11-2009 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (1190/k, 15 Juli 
09)

BB No. 
352

2042/k 11-12-2009 PK Ir.Hasan Bisri u/ operasional thp 2 dr 5jt (lunas)

BB No. 
353

2055/k 15-12-2009 SPD harian proyek

BB No. 
354

2063/k 15-12-2009 BBM per 1-6 Des 09

BB No. 
355

2069/k 16-12-2009  PK SPD Thommie ke Timika tgl 11 Okt 09 (tambahan)

BB No. 
356

2084/k 21-12-2009  Gaji pegawai bulan November 09

BB No. 
357

2113/k 22-12-2009 BBM per 7-12 Des 09

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
358

10/m/12/09 31-12-2009  Pertanggungjawaban PK Thommie (1840/k, 3 Nov 09)

BB No. 
359

15/m/12/09 31-12-2009  Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Hasan Bisri (1973/k, 4 
Des 09)

BB No. 
360

24/m/12/09 31-12-2009   Pertanggungjawaban PK Sukarno (1748/k, 16 Okt 09)

BB No. 
361

26/m/12/09 31-12-2009   Pertanggungjawaban PK Ir.Hasan Bisri (1704/k, 1786/k, 
2042/k)

BB No. 
362

64/m/12/09 31-12-2009   Pertanggungjawaban PK Thommie (1815/k, 30 Okt 09)

BB No. 
363

70/m/12/09 31-12-2009   Pertanggungjawaban PK Thommie (1887/k, 13 Nov 09)

BB No. 
364

73/m/12/09 31-12-2009   Pertanggungjawaban PK Thommie (1711/k, 1813/k, 1814/
k, 1970/k, 2069/k)

BB No. 
365

75/m/12/09 31-12-2009   Pertanggungjawaban PK Thommie (1945/k, 2 Des 09)

BB No. 
366

55/m/12/09 31-12-2009   Pembatalan Cadangan Biaya November 09

BB No. 
367

62/m/12/09 31-12-2009   Gaji pegawai bulan Desember 09

BB No. 
368

109/m/12/09 31-12-2009   Cadangan Biaya Desember 09

BB No. 
369

0007/k 4-1-2010   PK SPD Ir.Hasan Bisri ke Papua tgl 15 Nov 09

BB No. 0177/k 19-1-2010    Pembayaran kekur PK SPD Sukarno (24/m/12/09)

Hal.109 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

370

BB No. 
371

0226/k 25-1-2010    BBM per 10-18 Jan 10

BB No. 
372

0241/k 27-1-2010    Pembayaran kekur PK SPD Ir.Agus WH (25/m/12/09)

BB No. 
373

0003/m 4-1-2010   Penerimaan atas kelebihan gaji bulan Oktober 09

BB No. 
374

0001/k 4-1-2010   Penerimaan atas penguangan Cek Untuk Isi Kas

BB No. 
375

0002/m 4-1-2010   Gaji pegawai bulan Desember 09

BB No. 
376

0120/k 12-1-2010    Biaya KGP

BB No. 
377

0226/k 25-1-2010    BBM per 10-18 Jan 10

BB No. 
378

08/m/01/10 31-1-2010    Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Hasan B (0007/k, 4 Jan 
10)

BB No. 
379

34/m/01/10 31-1-2010    Pelunasan PK an. Ir. Prasetijo Adi atas Proyek PLTA 
Urumuka

BB No. 
380

07/m/01/10 31-1-2010    Pelunasan PK an. Ir. A. Widarto atas Proyek PLTA Sentani

BB No. 
381

0044/m 4-2-2010   Pelunasan UT PK SPD Ir.Hasan B (11/m/01/10)

BB No. 
382

1782/k 21-10-2009 PK Ir.Agus Salim u/ PQ dan proposal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
383

1789/k 22-10-2009 PK Ir.Agus Salim u/ PQ dan proposal

BB No. 
384

1899/k 24-11-2009 PK Ir.Agus Salim u/ dokumen PQ & proposal

BB No. 
385

2039/k 11-12-2009 PK Ir.Agus Salim u/ kontrak & proposal

BB No. 
386

0403/m 23-12-2009 Pelunasan UT PK SPD Ir.Agus Salim (2039/k, 11 Des 09)

BB No. 
387

21/m/12/09 31-12-2009 Pertanggungjawaban PK Ir.Agus Salim (2039/k, 11 Des 
09)

BB No. 
388

59/m/12/09 31-12-2009 Pembatalan Cadangan Biaya bulan November 2009

BB No. 
389

113/m/12/09 31-12-2009 Cadangan Biaya bulan Desember 2009

BB No. 
390

0094/k 8-1-2010 PK SPD A. Djayat ke Mimika 

BB No. 
391

0233/k 25-1-2010 SPD harian proyek

BB No. 
392

0266/k 2-2-2010 PK SPD Ir.Pras Adi MSc tgl 2-14 Febr 10

BB No. 
393

0267/k 2-2-2010 Pemby SPD DO dan GM Wil.I

BB No. 
394

0285/k 4-2-2010 PK Ir.Hasan Bisri u/ operasional thp 1 dr 5jt

BB No. 
395

0286/k 5-2-2010 PK SPD Thommie K ke Mimika tgl 6-13 Febr 10

Hal.111 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
396

0289/k 5-2-2010 PK Ir.Hasan Bisri u/ operasional thp 2 dr 5jt

BB No. 
397

0303/k 8-2-2010 SPD harian proyek

BB No. 
398

0337/k 11-2-2010 PK SPD Ir.Hasan Bisri ke Jayapura tgl 11-13 Febr 10

BB No. 
399

0344/k 12-2-2010 Pembayaran biaya konsumsi rapat di Jayapura

BB No. 
400

0357/k 15-2-2010 BBM per 26-31 Jan 2010

BB No. 
401

0368/k 16-2-2010 PK 0431/k 25-2-2010 PK Ir.Hasan Bisri u/ operasional thp 2 
dr 5jt Thommie K, ST u/ Pembayaran Jamsostek

BB No. 
402

0433/k 25-2-2010 SPD harian proyek

BB No. 
403

0434/k 25-2-2010 PK Ir.Hasan Bisri u/ mob Ir. Suwadi tgl 1 Mart 10

BB No. 
404

02/m/02/10 28-2-2010 Pertanggungjawaban PK Ir.Agus Salim (1782/k, 1789/k, 22 
Okt 09)

BB No. 
405

03/m/02/10 28-2-2010 Pertanggungjawaban PK Ir.Agus Salim (1899/k, 24 Des 
09)

BB No. 
406

24/m/02/10 28-2-2010 Pertanggungjawaban PK Thommie K (0368/k, 16 Febr 10)

BB No. 
407

43/m/02/10 28-2-2010 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Pras Adi MSc (0266/k, 2 
Febr 10) 

BB No. 
408

0497/k 5-3-2010 PK SPD Thommie K ke JKT tgl 6-8 Mart 09

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
409

0532/k 11-3-2010 Pembayaran tagihan KGP bulan Februari 2010

BB No. 
410

0532/k 11-3-2010 Pembayaran tagihan KGP bulan Februari 2010

BB No. 
411

0545/k 12-3-2010 PK SPD Ir.Hasan Bisri ke JKT tgl 15-16 Mart 10

BB No. 
412

0104/m 18-3-2010 Pelunasan UT PK SPD A.Djayat (0094/k, 8 Jan 10)

BB No. 
413

0110/m 23-3-2010 Pelunasan UT PK SPD Thommie, ST (0286/k, 5 Febr 10)

BB No. 
414

0111/m 23-3-2010 Pelunasan UT PK Ir.Hasan Bisri (0434/k, 25 Febr 10)

BB No. 
415

0610/k 29-3-2010 PK SPD Ir.Pras Adi MSc ke JKT tgl 29-31 Mart 10

BB No. 
416

0621/k 29-3-2010 Pengembalian gaji bulan Oktober 09 0612/
k29-3-2010 PK Thommie K, ST u/ sewa rumah

BB No. 
417

0625/k 30-3-2010 PK SPD Ir.Hasan Bisri ke Jayapura tgl 30/3-2/4 '10

BB No. 
418

0626/k 30-3-2010 PK Ir.Hasan Bisri u/ pengadaan alat penahan hujan

BB No. 
419

38/m/03/10 31-3-2010 Pertanggungjawaban PK SPD Thommie (0286/k, 5 Febr 
10)

BB No. 
420

38/m/03/10 31-3-2010 Pertanggungjawaban PK SPD Thommie (0286/k, 5 Febr 
10)

BB No. 37/m/03/10 31-3-2010 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Hasan B (0337/k, 11 Febr 

Hal.113 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

421 10)

BB No. 
422

45/m/03/10 31-3-2010 Pertanggungjawaban PK SPD Thommie K,ST (0497/k, 5 
Maret 10)

BB No. 
423

28/m/03/10 31-3-2010 Pertanggungjawaban PK Thommie K,ST (0612/k, 29 
Maret 10)

BB No. 
424

50/m/03/10 31-3-2010 Pertanggungjawaban PK Ir.Hasan Bisri (0289/k, 0285/k, 
0431/k)

BB No. 
425

0646/k 1-4-2010 PK SPD Ir.Roestamadji ke Papua tgl 5-15 April 2010

BB No. 
426

0647/k 1-4-2010 PK SPD Ir.Prasetijo Adi MSc ke Makassar tgl 2-4 April 2010

BB No. 
427

0123/m 6-4-2010 Pengembalian gaji a/n Yadi Yuarsa bulan Febr 2010
Dikembalikan kepada GITO SULASTIJO

BB No. 
428

0128/m 8-4-2010 Pelunasan UT PK Ir.Hasan Bisri (0431/k, 25 Febr 2010)

BB No. 
429

0682/k 9-4-2010 Pembayaran SPD Ir.Hasan Bisri ke JKT tgl 10-11 April 2010

BB No. 
430

0686/k 12-4-2010 PK SPD Ir.Churniawan S, ST ke JKT tgl 13-17 April 2010

BB No. 
431

0687/k 13-4-2010 BBM per 22-31 Maret 2010

BB No. 
432

0784/k 30-4-2010 Pembayaran kekur PK SPD Ir.Hasan Bisri (0545/k, 30 Apr 10)

BB No. 
433

0142/m 30-4-2010 Pelunasan UT PK SPD Ir.Hasan Bisri (0337/k, 11 Febr 2010)

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
434

0203/k 25-1-2010 Operasional lapangan (Trasnfer ke PT. KP)

BB No. 
435

0390/k 19-1-2010 BBM per 9-15 Febr 2010

BB No. 
436

0491/k 4-3-2010 BBM per 16-22 Febr 2010

BB No. 
437

0568/k 22-3-2010 BBM per 1-8 Mart 10

BB No. 
438

0597/k 25-3-2010 Pembayaran biaya kunjungan TA Geologi ke lapangan

BB No. 
439

0598/k 25-3-2010 Pembayaran sewa heli untuk Kunjungan Lapangan

BB No. 
440

0599/k 25-3-2010 Pembayaran biaya SPD untuk Kunjungan Lapangan

BB No. 
441

0600/k 25-3-2010 Pembayaran biaya operasional lapangan

BB No. 
442

0702/k 14-4-2010 Pembayaran KGP bulan Maret 2010

BB No. 
443

0715/k 20-4-2010 SPD harian proyek thp 1

BB No. 
444

0736/k 22-4-2010  BBM per 1-8 April 2010

BB No. 
445

0782/k 30-4-2010 Pembayaran biaya operasional

BB No. 
446

0984/k 18 Pembayaran tagihan KGP bulan Juni 2010

Hal.115 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
447

0342/k 23 PK SPD Ir.Pras Adi Msc ke Timika tgl 23-28 Okt 2010

BB No. 
448

0412/k 3-3-2011 PK SPD Thommie, ST ke Jayapura tgl 3-6 Mart 2011

BB No. 
449

0413/k 3-3-2011 Pembayaran pembelian tiket Thommie, ST

BB No. 
450

0439/k 8-3-2011 Pembayaran SPD Thommie, ST ke Papua tgl 17 Jan 2011

BB No. 
451

0457/k 14-3-2011 BBM per: 20-28 Febr 2011

BB No. 
452

0484/k 23-3-2011 Pemba pembelian materai 50lb

BB No. 
453

0514/k 31-3-2011 Pembayaran pembelian tiket Thommie, ST

BB No. 
454

0702/k 14-4-2010 Pembayaran KGP bulan Maret 2010

BB No. 
455

0715/k 20-4-2010 SPD harian proyek thp 1

BB No. 
456

bkk.0534 1-4-2011 Pembayaran bengkel HPS

BB No. 
457

bkk.0544 1-4-2011 Pembayaran pemborongan pembersihan kantor

BB No. 
458

bkk.0568 4-4-2011 Pembayaran biaya lembur

BB No. 
459

bkk.0584 7-4-2011 Pembayaran bengkel HPS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
460

2111/k 22-12-2009 PK a/n Ir. Prasetijo Adi

BB No. 
461

2123/k 23-12-2009 PK a/n Ir. Prasetijo Adi

BB No. 
462

2153/k 29-12-2009 PK Ir.Pras Adi MSc (trans ke  Erika Gultom)

BB No. 
463

52/m/01/10 31-1-2010 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (2153/k, 28 Des 
09)

BB No. 
464

53/m/01/10 31-1-2010 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (0075/k, 7 Jan 
10)

BB No. 
465

0279/k 3-2-2010 Operasional lapangan (transf ke PT.KP)

BB No. 
466

0499/k 5-3-2010 Pembayaran biaya SPD, sewa heli dan pelaks upacara adat

BB No. 
467

1020/k 1-7-2010 PK a/n Ir. Prasetijo Adi

BB No. 
468

1021/k 1-7-2010 PK a/n Ir. Prasetijo Adi

BB No. 
469

1022/k 1-7-2010 PK a/n Ir. Prasetijo Adi

BB No. 
470

17/m/04/10 30-3-2010 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Pras Adi MSc (0647/k, 1 
April 10)

BB No. 
471

16/m/04/10 30-3-2010 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Pras Adi MSc (0610/k, 29 
Maret 10)

BB No. 20/m/04/10 30-3-2010 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Hasan Bisri (0545/k, 12 

Hal.117 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

472 Maret 10)

BB No. 
473

21/m/04/10 30-3-2010 Pertanggungjawaban PK Ir.Hasan Bisri (0626/k, 30 Maret 
10)

BB No. 
474

29/m/04/10 30-3-2010 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Hasan Bisri (0625/k, 30 
Maret 10)

BB No. 
475

0790/k, 4 Mei 10 BBM per 9-15 April 2010

BB No. 
476

0821/k, 12 mei 10 BBM per 1-6 Mei 2010

BB No. 
477

0833/k, 14 Mei 10 Pembayaran biaya operasional

BB No. 
478

0841/k, 17 Mei 10 Tagihan KGP Mei 2010

BB No. 
479

14/m/05/10 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Churniawan S (0686/k, 12 april 
10)

BB No. 
480

0896/k, 3 Juni 10 SPD harian proyek thp 2
Dikembalikan kepada GITO SULASTIJO

BB No. 
481

0930/k, 8 Juni 10 BBM per 24-31 Mei 2010

BB No. 
482

0952/k, 15 Juni 10 Pembayaran biaya pemeriksaan lapangan

BB No. 
483

0975/k, 17 juni 10 Pembayaran biaya mob-demob Yadi Y & A.Djayat ke 
Papua

BB No. 
484

0183/m 17-6-2010 Pelunasan UT PK. Ir. Hasan B (0800/K,6 April 2010)

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
485

1035/k 2-7-2010 PKIR Hasan Bisri U/Fc dan pengiriman laporan

BB No. 
486

1038/k 2-7-2010 SPD harian proyek

BB No. 
487

1044/k 5-7-2010 BBM per 8-15 Juni 2010

BB No. 
488

1046/k 5-7-2010 BBM per 16-23 Juni 2010

BB No. 
489

1070/k 7-7-2010 Pembayaran biaya translate lap utama & lap ringkas

BB No. 
490

1092/k 12-7-2010 BBM per 24-30 Juni 2010

BB No. 
491

1156/k 16-7-2010 PK Ir.Hasan Bisri U/Sewa Alat Hidrologi

BB No. 
492

1137/k 14-7-2010 PK SPD Tommi K,ST. ke Papua tgl 11 Okt 09

BB No. 
493

1191/k 20-7-2010 PK Ir. Churniawan S (0686/K, 12 Apr 10)

BB No. 
494

0225/m 5-8-2010 Pelunasan Ut PK IR. Hasan Bisri (10/M/07/10)

BB No. 
495

0226/m 5-8-2010 Pelunasan UT PK Ir.Hasan Bisri (11/m/07/10)

BB No. 
496

2191/k 17 Des

BB No. 
497

1167/k 16-7-2010 Pembayaran tagihan KGP bulan Juli 2010

Hal.119 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
498

1173/k 19-7-2010 Pembayaran biaya pengurusan invoice

BB No. 
499

11/m/07/10 31-7-2010 Pertanggungjawaban PK Ir.Hasan Bisri (1035/k, 2 Juli 
2010)

BB No. 
500

10/m/07/10 31-7-2010 Pertanggungjawaban PK Ir.Hasan Bisri (0815, 0868, 0953, 
0954/k)

BB No. 
501

55/m/07/10 31-7-2010 Pertanggungjawaban PK Ir.Hasan Bisri (1156/k, 16 Juli 
2010)

BB No. 
502

21/m/07/10 31-7-2010 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (1021/k, 1 Juli 
2010)

BB No. 
503

23/m/07/10 31-7-2010 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (1021/k, 1 Juli 
2010)

BB No. 
504

25/m/07/10 31-7-2010 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (1020/k, 1 Juli 
2010)

BB No. 
505

1306/k 4 SPD harian proyek

BB No. 
506

1328/k 6 Pembayaran biaya pengujian hidrologi - Divisi SI

BB No. 
507

1364/k 13 Pembayaran bi terjemahan work of urumuka

BB No. 
508

1507/k 6-9-2010 Tagihan Kopinkan

BB No. 
509

1629/k 30-9-2010 Pembayaran pengurusan invoice

BB No. 
510

1855/k 28-10-2010 Pembayaran SPD Ir.Pras Adi MSc ke JKT-Timika tgl 23-26  Juni 
10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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BB No. 
511

M0150 31-10-2010 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Pras Adi MSc (0266/k, 2 Febr 10) 
thp.2

BB No. 
512

1996/k 16-11-2010 Tagihan Kopinkan

BB No. 
513

m0267 30-11-2010 Pertanggungjawaban PK Thommie K, ST (1137/k, 14 Juli 2010)

BB No. 
514

2228/k 22-12-2010 Pembayaran FC bulan Mei-Juni 2010 & ATK Juli 2010

BB No. 
515

0187/k 21-12-2010 Pembayaran TECC bulan Desember 2010

BB No. 
516

0800/k 6-5-2010 PK SPD Ir.Hasan Bisri cs ke Jayapura tgl 6-8 Mei 2010

BB No. 
517

0815/k 11-5-2010 PK Ir.Hasan Bisri u/ operasional thp 1 dr 10jt

BB No. 
518

0868/k 27-5-2010 PK Ir.Hasan Bisri u/ operasional thp 2 dr 10jt

BB No. 
519

0894/k 3-6-2010 PK Ir.Hasan Bisri u/ perbaikan current meter

BB No. 
520

0909/k 4-6-2010 Pembay kekur PK SPD Thommie ke JKT

BB No. 
521

0941/k 14-6-2010 SPD harian proyek

BB No. 
522

0953/k 15-6-2010 PK Ir.Hasan Bisri u/ operasional thp 3 dr 10jt

BB No. 0954/k 15-6-2010 PK Ir.Hasan Bisri u/ pengiriman laporan
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523

BB No. 
524

0153/m 14-5-2010 Pelunasan UT PK SPD Ir.Hasan Bisri (0625/k, 30 Mart 2010)

BB No. 
525

1202/k 21-7-2010 Pembay kekur PK Ir.Churniawan S (0686/k, 12 Apr 10)

BB No. 
526

1184/k 20-7-2010 Pembayaran SPD Drs Ibram Yahya ke JKT tgl. 24-25 Juni 10

BB No. 
527

1187/k 20-7-2010 Pembayaran SPD Ir. Churniawan ke JKT tgl 17-18 Juni 10

BB No. 
528

1239/k 23-7-2010 SPD Harian Proyek

BB No. 
529

1295/k 3-8-2010 Gaji Pegawai Bulan Juli 2010

BB No. 
530

1585/k 27-9-2010 Pembayaran SPD Ir. Hasan Bisrin Cs ke JKT tgl 27-28 Sept 2010

BB No. 
531

1603/k 28-9-2010 Gaji pegawai Bulan Agustus 2010

BB No. 
532

1654/k 5-10-2010 By gaji pegawai bln Agustus '10 thp IV

BB No. 
533

1739/k 14-10-2010 Gaji pegawai bulan September 2010

BB No. 
534

1808/k 25-10-2010 PK SPD Ir.Churniawan cs ke JKT tgl 9 Juni 2010

BB No. 
535

1874/k 1-11-2010 Gaji pegawai bulan Oktober 2010

Disclaimer
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BB No. 
536

2128/k 14-12-2010 Gaji pegawai bulan November 2010

BB No. 
537

2235/k 23-11-2010 PK SPD Ir.Churniawan S ke Timika tgl 25-28 Juni 2010

BB No 
538

bkk.0585 8-4-2011 Pembayaran Gaji Feb 2011 Thp-3 dr 772.388.690

BB No. 
539

bkk.0717 19-4-2011 Pembayaran Gaji Mar 2011 Thp-3 dr 809.995.493
Barang bukti No. Urut 247 s/d. 533 dikembalikan kepada GITO SULASTIJO

BB No. 
540

0333/k 19-02-2009 PK a/n Ir. Prasetijo Adi u/ fee

BB No. 
541

0672/k 22-04-2009 PK a/n Ir. Prasetijo Adi u/ fee

BB No. 
542

1465/k 26-08-2009 PK a/n Ir. Prasetijo Adi u/ fee ketua panitya

BB No. 
543

1492/k 31-8-2009 PK a/n Ir. Prasetijo Adi u/ fee

BB No. 
544

1554/k 8-9-2009 PK a/n Ir. Prasetijo Adi u/ fee

BB No. 
545

1577/k 11-9-2009 PK a/n Ir. Prasetijo Adi u/ fee

BB No. 
546

1722/k 13-10-2009 PK a/n Ir. Prasetijo Adi u/ fee panitya

BB No. 
547

48/m/10/09 31-10-2009 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (1465/k, 26 
Agust 09)

BB No. 
548

49/m/10/09 31-10-2009 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (1492/k, 31 
Agust 09)
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BB No. 
549

43/m/11/09 30-11-2009 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (1722/k, 13 Okt 
09)

BB No. 
550

2088/k 21-12-2009 PK a/n Ir. Prasetijo Adi u/ fee

BB No. 
551

2110/k 22-12-2009 PK a/n Ir. Prasetijo Adi u/ fee (trnsk ke P.Lamusi)

BB No. 
552

2151/k 29-12-2009 PK a/n Ir. Prasetijo Adi u/ fee (transf ke Novalin Pasangka)

BB No. 
553

32/m/12/09 31-12-2009 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (1554/k, 8 Sept 
09)

BB No 
554

67/m/12/09 31-12-2009 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (2088/k, 2110/k)

BB No. 
555

0075/k 07-01-2010 PK a/n Ir. Prasetijo Adi u/ fee

BB No. 
556

0203/k 21-01-2010 Operasional lapangan (transf ke PT.KP)

BB No. 
557

0279/k 03-02-2010 Operasional lapangan (transf ke PT.KP)

BB No. 
558

0499/k 05-03-2010 Pembayaran biaya SPD, sewa heli dan pelaks upacara adat

BB No. 
559

0597/k 25-03-2010 Pembayaran biaya kunjungan TA Geologi ke lapangan

BB No. 
560

0598/k 25-03-2010 Pembayaran sewa heli u/ kunjungan lapangan

BB No. 
561

0599/k 25-03-2010 Pembayaran biaya SPD u/ kunjungan lapangan

Disclaimer
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BB No. 
562

0600/k 25-03-2010 Pembayaran biaya operasional lapangan

BB No. 
563

1020/k 01-07-2010 PK Ir. Pras Adi MSc u/ fee

BB No. 
564

1021/k 01-07-2010 PK Ir. Pras Adi MSc u/ fee

BB No. 
565

1022/k 01-07-2010 PK Ir. Pras Adi MSc u/ fee
Barang bukti No. Urut 534 s/d 559 dikembalikan kepada TYAS DANARINI

BB No. 
575

1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri dari Ir. PRASETIJO ADI ke 
Rekening No. 154.0005181841 atas nama Ir. LAMUSI DIDI tanggal 22 Desember 2009 
senilai Rp 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah). 

BB No. 
576

1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri dari PT. INDRA KARYA ke 
Rekening No. 154.0098004983 atas nama PT. KONSULTASI PEMBANGUNAN IRJA 
tanggal 21 Januari 2010 senilai Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

BB No. 
577

1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri dari PT. INDRA KARYA ke 
Rekening No. 154.0005181841 atas nama Ir. LAMUSI DIDI tanggal 3 Februari 2010 
senilai Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

BB No. 
578

1 (satu) lembar kertas ukuran kecil warna merah muda yang berisi tulisan tangan antara lain 
“Kadis 10%xKon. Netto”.

BB No. 
579

1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri dari PT. INDRA KARYA ke 
Rekening No. 145.0095016826 atas nama Ir. IMAM SOEDJONO tanggal 25 Maret 2010 
senilai Rp 230.395.000,- (Dua ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu 
rupiah).

BB No. 
580

1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri dari PT. INDRA KARYA ke 
Rekening No. 154.0098004983 atas nama PT. KONSULTASI PEMBANGUNAN IRJA 
tanggal 25 Maret 2010 senilai Rp 623.587.000,- (Enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus 
delapan puluh tujuh ribu rupiah).

BB No. 
581

1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri dari PT. INDRA KARYA ke 
Rekening No. 154.0098004983 atas nama PT. KONSULTASI PEMBANGUNAN IRJA 
tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

BB No. 
582

1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri dari PT. INDRA KARYA ke 
Rekening No. 154.0098004983 atas nama PT. KONSULTASI PEMBANGUNAN IRJA 
tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

BB No. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri dari PT. INDRA KARYA ke 
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583 Rekening No. 145.0095016826 atas nama Ir. IMAM SOEDJONO tanggal 01 Juli 2010 
senilai Rp 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah).

BB No. 
584

1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Tunai Bank Mandiri dari PT. INDRA KARYA ke 
Rekening No. 154.0005181841 atas nama Ir. LAMUSI DIDI tanggal 8 September 2009 
senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

BB No. 
585

1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri dari PT. INDRA KARYA ke 
Rekening No. 152.000.6.582.437 atas nama NOVALIN PASANGKA tanggal 29 Desember 
2009 senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

BB No. 
586

1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Tunai Bank Mandiri dari Ir. IMAM SOEDJONO ke 
Rekening No. 154.0005181841 atas nama Ir. LAMUSI DIDI tanggal 15 Juli 2009 senilai 
Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

BB No. 
587

1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri dari PT. INDRA KARYA ke 
Rekening No. 154.0005181841 atas nama Ir. LAMUSI DIDI tanggal 13 November 2009 
senilai Rp 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah).

BB No. 
588

1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri dari PT. INDRA KARYA ke 
Rekening No. 154.0005181841 atas nama Ir. LAMUSI DIDI tanggal 11 September 2009 
senilai Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

BB No. 
589

1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri dari PT. INDRA KARYA ke 
Rekening No. 154.0003179904 atas nama MARAN GULTOM tanggal 26 Agustus 2009 
senilai Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

BB No. 
590

1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri dari PT. INDRA KARYA ke 
Rekening No. 154.0098004983 atas nama PT. KONSULTASI PEMBANGUNAN IRJA 
tanggal 27 Januari 2009 senilai Rp 750.831.409,- (Tujuh ratus lima juta puluh juta delapan 
ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah).
Barang bukti No. Urut 560 s/d 575 dikembalikan kepada WIDARTO;

BB No. 
592

2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor : 001/IKA-PAPUA/
VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Prasetijo Adi, M.Sc selaku 
Pihak Kesatu General Manager Persero PT. Indra Karya Wilayah I Jawa Timur dan Ir. La 
Musi Didi selaku Pihak Kedua Direktur Utama PT. Konsultasi Pembangunan Irian Jaya.

BB No. 
593

2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Tahap I) Nomor : 002/IKA-
PAPUA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Prasetijo Adi, M.Sc 
selaku Pihak Kesatu General Manager Persero PT. Indra Karya Wilayah I Jawa Timur dan 
Ir. La Musi Didi selaku Pihak Kedua Direktur Utama PT. Konsultasi Pembangunan Irian 
Jaya.
Barang bukti No. Urut 576 s/d. 577 dikembalikan kepada PRASETIJO ADI.

BB No. 
594

2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Cabang Malang, Rekening BNI Taplus periode 
19/02/2009 s.d 19/03/2009 nomor rekening 0052933300 atas nama Hasan Bisri, Jl.  Pamali 
15 Malang Bunul Rejo Blimbing, dengan tulisan tangan dipojok kanan atas “Mandiri 
1450095016826 Imam Sudjono” dan penenda stabilo hijau muda pada halaman satu beserta 
1 (satu) lembar fotocopy formulir setoran rekening Bank BNI tertanggal 19/02/2009 uang 
sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada pemilik rekening a.n Ir. Hasan 
Bisri, Nomor Rekening : 0052933300
Barang bukti No. Urut 578 terlampir dalam berkas perkara.

BB No. 
599

1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja Nomor :  027/372.b, tanggal : 05 Agustus 2009, 
Pekerjaan : Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten 
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Mamberamo Raya, Antara : Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Papua 
dan PT. GEO ACE bekerjasama dengan PT. Konsultasi Pembangunan Irian Jaya, Sumber 
Dana APBD Tahun Anggaran 2009 yang belum ditandatangani oleh Ir. H. SETIAWAN, 
M.Sc selaku Direktur Utama PT. GEO ACE.

BB No. 
600

3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Nomor : 10/PKS/ACE/VIII/2009, Tanggal 
: 24 Agustus 2009 antara PT. Geo Ace dengan PT. Konsultasi Pembangunan Irian Jaya, 
Paket :  Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten 
Mamberamo Raya Provinsi Papua yang ditandatangani oleh GERI WICAKSONO 
NUGROHO, ST selaku Kuasa Direktur PT. Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (Pihak 
Kedua) dan Ir. SETIAWAN, M.Sc selaku direktur Utama PT. Geo Ace (Pihak Pertama).

BB No. 
603

1 (satu) bundel asli Surat Setoran Pajak Nama WP : PT. GEO ACE, No NPWP : 
01-112-300-7-429-000, MAP/ Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran : 100, Uraian 
Pembayaran : PPN ata Kontrak Nomor : 027/369.c tanggal  5 Agustus 2009, Jumlah 
Pembayaran : Rp. 794.881.955 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus 
Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) tanggal 16 April 
2010, beserta 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar dan tindasanya.

BB No. 
604

1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Nama WP : PT. GEO ACE, No NPWP : 
01-112-300-7-429-000, MAP/ Kode Jenis Pajak : 411128, Kode Jenis Setoran : 409, Uraian 
Pembayaran : PPN ata Kontrak Nomor : 027/369.c tanggal  5 Agustus 2009, Jumlah 
Pembayaran : Rp. 317.952.782 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh 
Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) tanggal 16 April 2010.

BB No. 
605

1 (satu) lembar printout Surat Setoran Pajak Nama WP : PT. GEO ACE, No NPWP : 
01-112-300-7-429-000, MAP/ Kode Jenis Pajak : 411128, Kode Jenis Setoran : 409, Uraian 
Pembayaran : PPN ata Kontrak Nomor : 027/372.b tanggal  5 Agustus 2009, Jumlah 
Pembayaran : Rp. 190.771.669 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu 
Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) tanggal 10 November 2010

BB No. 
606

1 (satu) bundel asli Surat Setoran Pajak Nama WP : PT. GEO ACE, No NPWP : 
01-112-300-7-429-000, MAP/ Kode Jenis Pajak : 411211, Kode Jenis Setoran : 100, Uraian 
Pembayaran : PPN ata Kontrak Nomor : 027/372.b tanggal  5 Agustus 2009, Jumlah 
Pembayaran : Rp. 317.952.800 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh 
Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) tanggal 06 Januari 2010, beserta Faktur Pajak Standar dan 
tindasanya.

BB No. 
607

1 (satu) lembar printout Surat Setoran Pajak Nama WP : PT. GEO ACE, No NPWP : 
01-112-300-7-429-000, MAP/ Kode Jenis Pajak : 411128, Kode Jenis Setoran : 409, Uraian 
Pembayaran : PPN ata Kontrak Nomor : 027/372.b tanggal  5 Agustus 2009, Jumlah 
Pembayaran : Rp. 127.181.200 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Satu 
Ribu Dua Ratus Rupiah) tanggal 06 Januari 2010.
Barang bukti No. Urut 579 s/d. 585 dikembalikan kepada SETIAWAN.

BB No. 
615

1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 43 Tahun 2011 tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2010, Buku I.

BB No. 
616

1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009, Buku I.

BB No. 
617

1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 14.1 Tahun 2009 tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2008, Buku I.

BB No. 
618

8 (delapan) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua No.Rek: 100 21.10.02.00999-9, 
Nama: Dana Otsus Prop papua, Alamat Jl. Soa Siu Dok II Jayapura periode tanggal 01 
Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.

Hal.127 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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BB No. 
619

1 (satu) lembar Tindisan Surat Tanda Setoran ke Kas Daerah Tingkat I Irian Jaya dengan 
Nomor Rekening 100 21.10.02.01080-1 sebesar Rp 2.734.643.091,- (Dua milyar tujuh ratus 
tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah) yang 
diterima tanggal 3 Maret 2011 dari LAMUSI DIDI dengan Uraian rincian obyek, 
Pengembalian.penyetoran kekurangan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Sungai 
Urumuka Tahap III (28,263%), Kontrak Nomor 027/202a tanggal 26 Juli 2010.

BB No. 
620

1 (satu) lembar Tindisan Surat Tanda Setoran ke Kas Daerah Tingkat I Irian Jaya dengan 
Nomor Rekening 100 21.10.02.01080-1 sebesar Rp 2.648.327.595,- (Dua milyar enam ratus 
empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima 
rupiah) yang diterima tanggal 3 Maret 2011 dari LAMUSI DIDI dengan Uraian rincian 
obyek, Pengembalian.penyetoran kekurangan pekerjaan perencanaan teknis DED PLTA 
Sungai Mamberamo Tahap II (30,180%), Kontrak Nomor 027/187b tanggal 8 Juli 2010.
Barang bukti No. Urut 586 s/d. 591 dikembalikan kepada ARYOKO RUMAROPEN.

BB No. 
640

1 (satu) buah Hard Disk 2.5” Merk Toshiba, SN: 185IF057S, Type: MK2546GSX, 
Kapasitas: 200GB yang digunakan oleh Wariningsih S.

BB No. 
641

1 (satu) buah keping CD dengan tulisan label PDF. DESIGN MAMBRAMO TAHAP II.

BB No. 
642

1 (satu) buah keping CD dengan tulisan label DESIGN BROKEN, dan dengan kode no: 
07041814.
Barang bukti No. Urut 592 s/d. 594 dikembalikan kepada LINDA IVONNE SUEBU.

BB No. 
643

1(satu) buah flash disk warna hitam dengan merek VANDISK dengan seri V5014018M

BB No. 
644

1 (satu) buah CD Merek GT-Pro dengan Tulisan A+, Made In Taiwan, DVD-RW, 4.7 GB 
Sp 120 Min, Multi Speed 4X, dengan tulisan tangan “Laporan Akhir dari Geri Wicaksono 
21 Nov 2013”.

BB No. 
645

1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik Jenis: Hard Disk 2.5”, Merk: HITACHI, 
Model: HTS54323L9A300, Part Number (P/N): 0A56417, Serial Number (S/N): 
LPKKG68B dengan kapasitas 320 GB.
Barang bukti No. Urut 595 s/d. 597 dikembalikan kepada GERI WICAKSONO 

NUGROHO.

BB No. 
646

1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik Jenis: Hard Disk External 2.5”, Merk: 
Seagate, Model: Portable External Drive, Part Number (P/N): 9SD2A3-500, Serial Number 
(S/N): 2GH1H57A yang di dalamnya berisi Hard Disk 2.5”, Merk: Seagate, Model: 
ST9320325AS, Part Number (P/N): 9HH13E-567, Serial Number (S/N): 6VE12C60 dengan 
kapasitas 320 GB.
Dikembalikan kepada PHILIPUS WAROMI

BB No. 
647

1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik Jenis: DVD-R, Merk: Verbatim, Kode: 
MAPA05RC22223425 2, Kapasitas 4.7GB, yang terdapat tulisan tangan “Philip”, “File 
Urumuka”, “9/9/2014”, dan tanda tangan P. Waromi.
Dikembalikan kepada PHILIPUS WAROMI

BB No. 
648

1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik Jenis: DVD-R, Merk: Verbatim, Kode: 
MAPA07RC28102610 3, Kapasitas 4.7GB, yang terdapat tulisan tangan “Philip”, “File 
Mamberamo”, “9/9/2014”, dan tanda tangan P. Waromi.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 128



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No. Urut 598 s/d. 600 dikembalikan kepada PHILIPUS WAROMI.

BB No. 
649

Ekternal Hard Disk Warna Merah dengan Merk Samsung yang didalamnya terdapat Hard 
Disk Merk Toshiba dengan SN : 16361916T, Type: MK8032GSX, Kapasitas 80 Gb.
Barang bukti No. Urut 601 dikembalikan kepada JANNES JOHAN KARUBABA.

BB No. 
650

1 (satu) buah CD-R, Merk: Verbatim, Warna: Silver, Kapasitas: 700 MB, S/N: 
B3131RE03175643LH, dengan tulisan tangan: “Data HD Ibu NURYANTI”, dari laptop 
milik Sdri. NURYANTI.
Barang bukti No. Urut 602 dikembalikan kepada NURYANTI.

BB No. 
651

1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: Hard Disk 3.5 inchi; Merk: Seagate; 
Model: ST3160815AS; P/N: 9CY132-313; S/N: 6RAEMMWN; Kapasitas: 160GB; 
digunakan oleh: Lina Kriswanti; Bagian: Keuangan (input data harian); Lokasi: Lantai 1, 
Ruang Keuangan, PT Indra Karya, Malang. 

BB No. 
652

1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: USB Flash Disk; Merk: 1005; Model: 
b113; P/N: -; S/N: 19751E090347; Kapasitas: 1GB; digunakan oleh: Lina Kriswanti; 
Bagian: Keuangan (input data harian); Lokasi: Lantai 1, Ruang Keuangan, PT Indra Karya, 
Malang. 

BB No. 
653

1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: Eksternal Hard Disk 2.5 inchi; Merk: 
Seagate; Model: Expansion Portable Drive; P/N: 9SD2A2-500; S/N: 2GH1TGL1; 
Kapasitas: 250GB; digunakan oleh: Puspita Ningsih; Bagian: Manager Keuangan; Lokasi: 
Lantai 1, Ruang Keuangan, PT Indra Karya, Malang. 

BB No. 
654

1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: Hard Disk 2.5 inchi; Merk: HGST; 
Model: TT5SAE500; P/N: H2T5001654S7; S/N: 5G17YKER; Kapasitas: 500GB; 
digunakan oleh: Achmad Widarto; Bagian: Pengendalian Keuangan; Lokasi: Lantai 2, 
Ruang Pengendalian Keuangan, PT Indra Karya, Malang. 

BB No. 
655

1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: Eksternal Hard Disk 2.5 inchi; Merk: 
Western Digital; Model: WD Elements; P/N: WDBUZG0010BBK-04; S/N: 
WXL1EB3HNNR1; Kapasitas: 1TB; digunakan oleh: Tyas Danarini; Bagian: Pengendalian 
Keuangan; Lokasi: Lantai 2, Ruang Pengendalian Keuangan, PT Indra Karya, Malang. 

BB No. 
656

1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: Hard Disk 3.5 inchi; Merk: Seagate; 
Model: ST380011A; P/N: 9W2003-371; S/N: 4LH0Y8CG; Kapasitas: 80GB; digunakan 
oleh: Tyas Danarini; Bagian: Pengendalian Keuangan; Lokasi: Lantai 2, Ruang 
Pengendalian Keuangan, PT Indra Karya, Malang. 

BB No. 
657

1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: Hard Disk 3.5 inchi; Merk: Seagate; 
Model: ST3160211AS; P/N: 9CC112-302; S/N: 6PT4PX53; Kapasitas: 160GB; digunakan 
oleh: Tendy Soewadji; Bagian: Manager Proposal dan Teknis; Lokasi: Lantai 2, Ruang 
Proposal dan Teknis, PT Indra Karya, Malang.

BB No. 
658

1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: USB Flash Disk; Merk:  Kingston; 
Model: Data Traveller 2.0; P/N: -; S/N: 5B8B0C000004; Kapasitas: 8GB; digunakan oleh: 
Tendy Soewadji; Bagian: Manager Proposal dan Teknis; Lokasi: Lantai 2, Ruang Proposal 
dan Teknis, PT Indra Karya, Malang. 
Barang bukti No. Urut 603 s/d. 610 dikembalikan kepada GITO SULASTIJO.

BB No. 
659

1 (satu) media penyimpanan data elektronik, Jenis: DVD -R; Merk:  TDK; Warna: Emas; 
berisi data elektronik: email dari akun ikamlg_1@yahoo.co.id dengan keyword “KPIJ”, 
“SENTANI”, dan “URUMUKA”; KODE: MFP3A7RL091308921 6; Kapasitas: 4.7GB; 
digunakan oleh: Tendy Soewadji; Bagian: Manager Proposal dan Teknis; Lokasi: Lantai 2, 
Ruang Proposal dan Teknis, PT Indra Karya, Malang.
Barang bukti No. Urut 611 dikembalikan kepada TENDY SOEWADJI.

BB No. 
660

1 (satu) buah USB Flash Disk warna Hitam merk KINGSTON Data Traveller 100 G3 
Kapasitas 32 GB dengan nomor kode USB : 04570-443A00LF berisikan 2 (dua) folder : file 
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keuangan Metro + Suropati dan kerjaan 2009.
Barang bukti No. Urut 612 dikembalikan kepada GERI WICAKSONO NUGROHO.

BB No. 
661

1 (satu) buah flashdisk berwarna biru yang didalamnya terdapat rekap pembayaran gaji 
pekerja Surveyor Topografi
Barang bukti No. Urut 613 dikembalikan kepada ARIE DEDY PUSPITA.

BB No. 
662

1 (satu) buah CD (Compact Disk) warna silver mengkilat merk Sony kapasitas 700 MB 
yang bertuliskan “Data Asli P’LAMUSI DIDI, BAHAN URUMUKA 3”

BB No. 
663

1 (satu) buah CD (Compact Disk) warna silver mengkilat merk Sony kapasitas 700 MB 
yang bertuliskan “ASLI URUMUKA 3”
Barang bukti No. Urut 614 s/d. 615 dikembalikan kepada BENNY DJOHARA.

BB No. 
708

1 (satu) lembar asli KTP atas nama BARNABAS SUEBU, SH dengan NIK: 
3674032904460001 tanggal 20-05-2013 yang ditandatangani oleh H.M.SAHLAN, S.Sos 
(Camat Pondok Aren).
Barang bukti No. Urut 616Dikembalikan kepada BARNABAS SUEBU.

BB No. 
709

1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Propinsi Papua Tahun Anggaran 
2008, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.

BB No. 
710

1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Provinsi Papua 
Tahun Anggaran 2008 Dinas/Lembaga/Satuan Kerja : Dinas Pertambangan dan Energi 
Provinsi Papua yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Sdr. TEDJO SOEPRAPTO 
tanggal 25 Nopember 2008.

BB No. 
711

1 (satu) lembar asli Surat nomor : 910/502.b, perihal Usul Revisi, tertanggal 27 Nopember 
2008, beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya.
Barang bukti No. Urut 617 s/d. 619 dikembalikan kepada YULIAN MAGA.

BB No. 
712

1  (satu) bundel Agenda Permintaan Proyek Tahun 2008, Nama Proyek: FS & DD PLTA 
Sentani & Paniai Propinsi Papua 2008. 
Barang bukti No. Urut 620 dikembalikan kepada HASAN BISRI.

BB No. 
716

1 (satu) asli Buku Dokumen Administrasi Dan Penawaran Teknis Pekerjaan: Perencanaan 
Teknis DED PLTA Danau Paniai 1 (satu) Paket di Kabupaten Paniai Sumber Dana APBD 
Tahun Anggaran 2008, PT. Indra Karya (Persero), Consulting Engineers Cabang I-Malang.

BB No. 
717

1 (satu) bundel dokumen Laporan Hidrologi Pekerjaan Feasibility Study PLTA Danau 
Sentani di Kabupaten Jayapura Agustus 2008 oleh PT Indra Karya (Persero) Cabang I 
Malang.
Barang bukti No. Urut 621 s/d. 622 dikembalikan kepada FRETS J. BORAY.

BB No. 
718

1 (satu) bundel dokumen Laporan Hidrologi Pekerjaan Feasibility Study PLTA Danau 
Sentani di Kabupaten Jayapura Agustus 2008 oleh PT Ika Adya Perkasa.
Barang bukti No. Urut 623 dikembalikan kepada PHILIPUS WAROMI.

BB No. 
719

1 (satu) bundel dokumen Laporan Geologi Pekerjaan Feasibility Study PLTA Danau 
Sentani di Kabupaten Jayapura, September 2008 oleh PT Indra Karya (Persero) Cabang I 
Malang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
720

1 (satu) bundel dokumen Laporan Survey Topografi Pekerjaan Feasibility Study PLTA 
Danau Sentani di Kabupaten Jayapura, Agustus 2008 oleh PT Indra Karya (Persero) Cabang 
I Malang.

BB No. 
721

1 (satu) bundel dokumen Laporan Survey Topografi Perencanaan Teknis DED PLTA 
Danau Paniai 1 Paket di Kabupaten Paniai, Agustus 2008 oleh PT Indra Karya (Persero) 
Cabang I Malang.

BB No. 
722

1 (satu) bundel dokumen Laporan Interim Perencanaan Teknis DED PLTA Danau Paniai 1 
Paket di Kabupaten Paniai, September 2008 oleh PT Indra Karya (Persero) Cabang I 
Malang.

BB No. 
723

1 (satu) bundel dokumen Laporan Geologi Perencanaan Teknis DED PLTA Danau Paniai 1 
Paket di Kabupaten Paniai, September 2008 oleh PT Indra Karya (Persero) Cabang I 
Malang.

BB No. 
724

1 (satu) bundel dokumen Laporan Geologi Pekerjaan Feasibility Study PLTA Danau 
Sentani di Kabupaten Jayapura, September 2008 oleh PT Ika Adya Perkasa.

BB No. 
725

1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Pekerjaan Perencanaan Teknis Detail Engineering 
Design PLTA Danau Sentani 1 (satu) Paket dan Danau Paniai 1 (satu) Paket di Kabupaten 
Jayapura dan Paniai, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2008, PT Indra Karya (Persero).
Barang bukti No. Urut 624 s/d. 630 dikembalikan kepada FRETS J. BORAY.

BB No. 
726

0793/k 25-4-2008 Biaya SPD a/n Ir. Imam S ke Jayapura-Denpsr thp 1 (Sentani)

BB No. 
727

0794/k 25-4-2008 Pjr lain2 SPD a/n Ir. Imam S ke Jayapura-Denpsr (Sentani)

BB No. 
728

0795/k 25-4-2008 Biaya SPD a/n Ir.Munir, cs ke Jayapura thp 1 (Sentani)

BB No. 
729

0796/k 25-4-2008 Pjr lain2 SPD a/n Ir.Munir, cs ke Jayapura (Sentani);

BB No. 
730

0801/k 29-4-2008 Biaya SPD a/n Ir. Imam S ke Jayapura-Denpsr thp 2 (Sentani)

BB No. 
731

0802/k 29-4-2008 Biaya SPD a/n Ir.Munir, cs ke Jayapura thp 2 (Sentani)

BB No. 
732

0826/k 29-4-2008 Biaya pengiriman via cargo (Sentani)

Hal.131 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
733

0891/k 9-5-2008 Biaya SPD a/n Ir. Hasan B, cs ke Timika (PLTA Sentani)

BB No. 
734

0892/k 9-5-2008 Pjr lain2 SPD a/n Ir. Hasan B, cs ke Timika (PLTA Sentani)

BB No. 
735.

0968/k 22-5-2008 Biaya pembelian BBM per 12 - 18/5/08

BB No. 
736

0974/k 23-5-2008 Pengiriman UM proyek PLTA Sentani ke Kanpus - OK

BB No. 
737

1015/k 26-5-2008 PK a/n Ir. Prasetyo A (Biaya tender PLTA Sentani)

BB No. 
738

1017/k 26-5-2008 Penggantian Biaya kontrak PLTA  Sentani

BB No. 
739

1018/k 26-5-2008 PK a/n Ir. Prasetyo A (PLTA Sentani) – OK

BB No. 
740

1057/k 29-5-2008 Kas kecil SPD harian Adpro thp I

BB No. 
741

1080/k 3-6-2008 Biaya pembelian BBM per 24/5 - 2/6/08

BB No. 
742

0224/m 12-6-2008 Pengemblan SPD a/n Ir.Munir, cs ke Jayapura thp 1 (Senta

BB No. 
743

0225/m 12-6-2008 Pelunasan pjr  SPD a/n Ir.Munir, cs ke Jayapura thp 1 (Sentani)

BB No. 
744

1244/k 24-6-2008 Biaya pembelian BBM per 10 - 15/6/08

BB No. 
745

1264/k 2-7-2008 Biaya pembelian BBM per 22 - 29/6/08 

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
746

1282/k 2-7-2008 Biaya pembelian tiket a/n Ir. Hasan B, cs ke Jayapura (Sentani)

BB No. 
747

1286/k 3-7-2008 Biaya SPD a/n Ir. Hasan B, cs ke Jayapura (Sentani) thp II

BB No. 
748

1287/k 3-7-2008 Panjar SPD a/n Ir. Hasan B, cs ke Jayapura (Sentani)

BB No. 
749

1298/k 4-7-2008 Biaya pembelian BBM per 22 - 29/6/08 

BB No. 
750

1317/k 8-7-2008 Biaya pembelian BBM per 30/6 - 7/7/08 

BB No. 
751

1341/k 10-7-2008 Biaya gaji pegawai bln Juni '08 thp IV

BB No. 
752

1359/k 14-7-2008 Biaya pembelian BBM per 7/7 - 14/7/08

BB No. 
753

1409/k 17-7-2008 Biaya pengiriman via KGP Juni '08

BB No. 
754

1430/k 22-7-2008 Biaya pembelian BBM per 14 - 18/7/08

BB No. 
755

1593/k 12-8-2008 Biaya pembelian BBM per 4 - 10/8//08 

BB No. 
756

1626/k 14-8-2008 Biaya tagihan KGP Juli '08

BB No. 
757

0305/m 21-8-2008 Pelunasan PK Ir.Hasan B bk.1179/k,

BB No. 1651/k 21-8-2008 Biaya gaji pegawai bln Juli '08 thp 

Hal.133 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

758

BB No. 
759

1657/k 22-8-2008 Biaya gaji pegawai bln Juli '08 thp VI

BB No. 
760

1685/k 26-8-2008 Biaya SPD harian Adpro

BB No. 
761

1753/k 4-9-2008 Biaya BBM periode 25 - 31/08/08

BB No. 
762

1775/k 9-9-2008 Biaya BBM periode 1 - 7/09/08

BB No. 
763

1791/k 10-9-2008 Biaya SPD harian Adpro

BB No. 
764

1792/k 10-9-2008 Pembayaran biaya SPD Ir.Pras Adi MSc

BB No. 
765

1793/k 10-9-2008 Panjar lain-2 SPD Ir. Pras Adi MSc cs ke Papua

BB No. 
766

1822/k 16-9-2008 Biaya gaji pegawai bln Agustus '08 thp III

BB No. 
767

1867/k 17-9-2008 Biaya BBM periode 8 - 13/9/08

BB No. 
768

1892/k 22-9-2008 Pembayaran THR tahap II

BB No. 
769

1904/k 22-9-2008 Biaya SPD harian proyek

BB No. 
770

1924/k 23-9-2008 Biaya tagihan TECC Agustus '08

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
771

1936/k 24-9-2008 PK Ir. Pras Adi MSc u/ SPD ke lapangan 

BB No. 
772

2025/k 15-10-2008 Biaya BBM periode 26/9 - 12/10/08

BB No. 
773

2036/k 16-10-2008 Biaya SPD harian Adpro

BB No. 
774

2037/k 16-10-2008 Kekur Biaya BBM periode 26/9 - 12/10/08

BB No. 
775

2072/k 21-10-2008 Biaya tagihan TECC Sept '08

BB No. 
776

2073/k 21-10-2008 Biaya tagihan KG

BB No. 
777

2075/k 22-10-2008 Biaya gaji pegawai bln September '08 thp IV

BB No. 
778

2078/k 22-10-2008 Biaya SPD harian Adpro thp I

BB No. 
779

2093/k 24-10-2008 Biaya gaji pegawai bln September '08 thp V

BB No. 
780

2094/k 24-10-2008 Panjar SPD Ir. Agus W.Hidayat ke Papua 26-31 Okt 08

BB No. 
781

2104/k 28-10-2008 Biaya gaji pegawai bln September '08 thp VI

BB No. 
782

2107/k 28-10-2008 Pembayaran SPD Ir.Pras Adi ke Ujungpandang 29-30 Okt 08

BB No. 
783

2108/k 28-10-2008 Panjar lain-2 SPD Ir. Pras Adi MSc ke Ujungpandang

Hal.135 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
784

2144/k 3-11-2008 Panjar SPD Ir. Agus W.Hidayat ke Papua 26-31 Okt 08

BB No. 
785

2195/k 11-11-2008 Pengisian kk bula Agustus 2008

BB No. 
786

2198/k 11-11-2008 Kas kecil SPD harian Adpro thp 2

BB No. 
787

2209/k 11-11-2008 Biaya BBM priode 27/10 - 5/11/08

BB No. 
788

2232/k 13-11-2008 Biaya gaji pegawai bln Oktober '08 thp III

BB No. 
789

2250/k 14-11-2008 Panjar SPD Ir.Hasan Bisri ke Papua tgl 18-20 Nov 08

BB No. 
790

2262/k 17-11-2008 Biaya gaji pegawai bln Oktober '08 thp IV

BB No. 
791

2270/k 17-11-2008 Biaya telepon TECC Okt '08

BB No. 
792

2309/k 20-11-2008 Biaya gaji pegawai bln Oktober '08 thp V

BB No. 
793

2354/k 27-11-2008 Biaya pengiriman Mega Cargo ke Papua (Sentani)

BB No. 
794

2397/k 3-12-2008 Kas kecil SPD harian proyek

BB No. 
795

2404/k 3-12-2008 Biaya pengiriman dok PLTA Papua via cargo

BB No. 
796

2413/k 4-12-2008 Pembayaran biaya pengurusan invoice

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
797

2430/k 9-12-2008 PK Ir.Pras Adi MSc (gaji Shigeta)

BB No. 
798

0072/k 19-12-2008 PK Ir.Hasan Bisri u/ biaya rapat di Jakarta

BB No. 
799

0073/k 19-12-2008 Panjar SPD Achsin tgl 18 Jan 09

BB No. 
800

0096/k 22-12-2008 Biaya gaji pegawai bln Desember '08 thp III

BB No. 
801

0101/k 23-12-2008 Biaya gaji pegawai bln Desember '08 thp IV

BB No. 
802

0105/k 23-12-2008 Pembayaran SPD Ir.Hasan Bisri cs ke Jakarta tgl 23-24 Jan 09

BB No. 
803

0130/k 27-12-2008 Biaya tagihan Kopinkan

BB No. 
804

0155/k 28-12-2008 PK Ir.Hasan Bisri u/ pembelian handycam dan kamera

BB No. 
805

0156/k 28-12-2008 PK SPD Ir.Hasan Bisri ke Papua tgl 28 Jan 09

BB No. 
806

0167/k 29-12-2008 Pengisian kk bulan Oktober 2008

BB No. 
807

0199/K 2-2-2009 Biaya. Gaji Januari 2009 Thp.1 (asli)

BB No. 
808

0225/K 5-2-2009 Biaya. Tagihan BBM

BB No. 0243/k 6-2-2009 PK SPD Ir.Hasan Bisri ke Papua tgl 9-12 Febr 09

Hal.137 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

809

BB No. 
810

0249/k 9-2-2009 PK SPD Ir.Prasetijo Adi ke Papua tgl 10-12 Febr 09

BB No. 
811

0256/k 9-2-2009 PK SPD Thommie ke Papua tgl 10-12 Febr 09

BB No. 
812

0260/k 10-2-2009 Pembayaran SPD Ir. Hasan Bisri cs ke Papua tgl 17-19 Nov 08

BB No. 
813

0295/K 16-2-2009 Biaya. Pembelian tiket a/n Ir. Imam Soedjono ke Jakarta

BB No. 
814

0299/K 17-2-2009 Biaya. BBM periode 7-14 Februari 2009

BB No. 
815

0304/K 17-2-2009 Biaya. Pengiriman dokumen

BB No. 
816

0362/K 24-2-2009 Biaya. Tagihan CS Kopinkan

BB No. 
817

15/m/02/09 28-2-2009 Pertanggungjawaban PK.Ir.Hasan Bisri (0155/k, 28 Jan 09)

BB No. 
818

16/m/02/09 28-2-2009 Pertanggungjawaban PK Ir.Agus Salim

BB No. 
819

0401/k 10-3-2009 Biaya gaji pegawai bln Peb '09

BB No. 
820

0469/k 19-3-2009 Biaya tagihan Kopinkan (minum peg)

BB No. 
821

0526/k 24-3-2009 SPD Supriyanto cs

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
822

0550/k 31-3-2009 Biaya gaji pegawai bln Januari '09 thp II

BB No. 
823

06/m/03/09 31-3-2009 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Hasan Bisri

BB No. 
824

0559/k3-4-2009Biaya gaji pegawai bln Mrt '09 thp I

BB No. 
825

0632/k16-4-2009 Kas kecil SPD harian proyek thp 2

BB No. 
826

0660/k 20-4-2009 Biaya tagihan Kopinkan

BB No. 
827

0668/k22-4-2009 Biaya tagihan TECC April '09

BB No. 
828

0671/k22-4-2009 Biaya SPD a/n Ir. Hasan B, cs ke Papua (Sentani)

BB No. 
829

0710/k27-4-2009 Biaya tagihan KGP Maret '09

BB No. 
830

0134/m 27-4-2009 Pelunasan Panjar SPD a/n Ir. Hasan B BK.0156/k 28/1/09

BB No. 
831

0719/k29-4-2009 Biaya BBM periode 10 - 20/4/09

BB No. 
832

04/m/04/09 30-4-2009 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Pras Adi MSc (2108/k, 28 
Okt 08)

BB No. 
833

12/m/04/09 30-4-2009 Pertanggungjawaban PK Drs.M.Thamrin (2577/k, 22 Des 
08)

BB No. 
834

0759/k4-5-2009Pengisian kk bulan November 2008

Hal.139 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 
835

0765/k 5-5-2009 Biaya BBM

BB No. 
836

0825/k 13-5-2009 Biaya tagihan Kopinkan

BB No. 
837

43/m/05/09 31-5-2009 Pertanggungjawaban PK SPD Ir.Hasan Bisri (0243/k, 6 
Febr 09)

BB No. 
838

0921/k 5-6-2009 Kas kecil SPD harian proyek thp I

BB No. 
839

0946/k 8-6-2009 Biaya tagihan Kopinkan

BB No. 
840

42/m/06/09 30-6-2009 Pertanggungjawaban PK SPD Thommie (0256/k, 9 Febr 
09)

BB No. 
841

1176/k13-7-2009 Pembayaran Biaya Foto Kopi

BB No. 
842

1196/k15-7-2009 Pengisian kembali KK bulan Desember '08 Thp-1

BB No. 
843

Pengisian kembali KK bulan Desember '08 Thp-2

BB No. 
844

1246/k 24-7-2009 Pembayaran atas Tagihan Pengujian Lab

BB No. 
845

1376/k 10-8-2009 PK Ir.Pras Adi MSc u/ pemeriksaan

BB No. 
846

1383/k 10-8-2009 Pengisian kembali KK bulan Desember '08 Thp-3

BB No. 40/m/08/09 31-8-2009 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (1376/k, 1 Agust 
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847 09)

BB No. 
848

0013/k 5-1-2010 Pengisian kembali KK bulan Januari '09

BB No. 
849

0042/k 6-1-2010 Pembayaran biaya SPD Ir.Hasan Bisri cs u/ peninjauan lap

BB No. 
850

0134/k 13-1-2010 Biaya tagihan Kopinkan

BB No. 
851

0338/k 12-2-2010 Pembayaran sewa kendr M.Idris per: 1 Juli-30 Sept 08

BB No. 
852

0644/k 1-4-2010 Tagihan kopinkan

BB No. 
853

0780/k 29-4-2010 Tagihan kopinkan

BB No. 
854

0834/k 14-5-2010 Tagihan kopinkan

BB No. 
855

1422/k 25-7-2010 Tagihan kopinkan

BB No. 
856

1450/k 31-7-2010 Tagihan Kopinkan

BB No. 
857

1498/k 3-9-2010 Tagihan Kopinkan

BB No. 
858

1626/k 30-9-2010 Pembayaran sewa kendr M.Idris per: 1 Okt-31 Des 08

BB No. 
859

m0122 30-9-2010 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (1501/k, 3 Sept 2010)

Hal.141 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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BB No. 
860

m0123 30-9-2010 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (1501/k, 3 Sept 2010)

BB No. 
861

1919/k 8-11-2010 Tagihan kopinkan

BB No. 
862

0001/k 3-1-2011 Tagihan Kopinkan

BB No. 
863

0163/k 17-1-2011 Tagihan Kopinkan

BB No. 
864

0173/k 18-1-2011 Pembayaran biaya inspeksi lapangan tgl 13-19 Juni 2010

BB No. 
865

0182/k 19-1-2011 Pembayaran pembelian 4 PC ban u/ Krista N-856-AK

BB No. 
866

0213/k 26-1-2011 Pembayaran stel pintu Kijang N-856-AK

BB No. 
867

0232/k28-1-2011 Pembayaran bengkel HPS

BB No. 
868

m0013 31-1-2011 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (1801/k, 22 Okt 10)

BB No. 
869

m0014 31-1-2011 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (1801/k, 22 Okt 10)

BB No. 
870

m0015 31-1-2011 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (1544/k, 21 Sept 10)

BB No. 
871

m0033 31-1-2011 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (2211/k, 21 Des 10)

BB No. 
872

0263/k 2-2-2011 Pembayaran FC bulan Jan-Juni 2010

Disclaimer
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BB No. 
873

0264/k 2-2-2011 Biaya tagihan Kopinkan

BB No. 
874

0276/k 7-2-2011 Biaya perbaikan kendaraan di bengkel HPS

BB No. 
875

0316/k 16-2-2011 Pembayaran SPD Ir.Imam Soedjono

BB No. 
876

1016/k 26-5-2008 Panjar Kerja a/n Ir. Prasetijo Adi (F/S&D/D PLTA Sentani & 
Paniai)

BB No. 
877

1179/k 13-6-2008 PK a/n Ir. Hasan Bisri (by ops Sentani) bulan Juni 08

BB No. 
878

1340/k10-7-2008 Panjar Kerja a/n Ir. Agus Salim

BB No. 
879

1879/k 19-9-2008 Pembay THR tahap I

BB No. 
880

1937/k 24-9-2008 PK Ir. Pras Adi MSc u/ SPD ke lapangan (*)

BB No. 
881

05/m/03/09 31-3-2009 Pertgjwban PK SPD Ir.Pras Adi MSc (0249/k, 9 Febr 09)

BB No. 
882

1943/k 01-12-2009 Pembayaran biaya SPD Ir.Hasan Bisri tgl 23-26 Nov 09

BB No. 
883

1019/k 26-05-2008 PK a/n Ir. Prasetyo A u/ fee satker

BB No. 
884

39/m/06/08 30-6-2008 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (1019/k, 
26 Mei 08)

BB No. 
885

25/m/09/08 30-9-2008 Pertanggungjawaban PK Ir.Pras Adi MSc (1962/k, 
26 Sept 08)

Hal.143 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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BB No. 
886

0102/k23-01-2009 PK a/n Ir. Prasetyo A u/ fee

BB No. 
887

0115/k27-01-2009 PK a/n Ir. Prasetyo A u/ fee

BB No. 
888

0157/k 28-01-2009 PK a/n Ir. Prasetyo A u/ fee (Ir.Lamusi Didi)

BB No. 
889

0158/k 28-01-2009 PK a/n Ir. Prasetyo A u/ fee (Ir.Lamusi Didi)

BB No. 
890

0180/k29-01-2009 PK a/n Ir. Prasetyo A u/ fee

BB No. 
891

0181/k29-01-2009 PK a/n Ir. Prasetyo A u/ fee

BB No. 
892

0062/m 19-2-2009 Pelunasan UT (0102/k, 0115/k)

BB No. 
893

0107/m 31-3-2009 Pelunasan UT (0115/k, 27 Jan 09)

BB No. 
894

20/m/07/09 31-7-2009 Pertanggungjawaban PK.Ir.Pras Adi MSc (0115/k, 
27 Jan 09)

BB No. 
895

28/m/09/09 30-9-2009 Pertanggungjawaban PK.Ir.Pras Adi MSc (1626, 
17 Sept 09)

BB No. 
896

1 (satu) bundel dokumen terdiri dari Surat Penugasan dan Surat Perjanjian Ikatan Kerja 
untuk Tenaga Personil Proyek Detail Engineering Design PLTA Paniai.
Barang bukti No. Urut 631 s/d. 801 dikembalikan kepada ACHMAD WIDARTO.

BB No. 
899

1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 821.2/836/Ropeg tanggal 14 April 2008 
tentang Pengangkatan Drs. IBRAHIM ISBADARUDDIN, MSi Sebagai Pelaksana Tugas 
(Plt) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua
Barang bukti No. Urut 802 dikembalikan kepada IBRAHIM IS BADARUDIN.

BB No. 1 (satu) bundel Owner’s Estimate (OE), Pekerjaan Perencanaan Teknis Detail Engineering 
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903 Design (DED) 3 (Tiga) PLTA Danau Paniai Lokasi: Kabupaten Paniai, Tahun Anggaran 
2008.  
Barang bukti No. Urut 803 dikembalikan kepada SYLVIA H.B PANDJAITAN.

BB No. 
904

1 (satu) bundel asli Owner’s Estimate, Pekerjaan Perencanaan Teknis Detail Engineering 
Design PLTA Danau Sentani 1 (satu) Paket dan Danau Paniai 1 (satu) paket di Kabupaten 
Jayapura dan Paniai, Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2008
Barang bukti No. Urut 804 dikembalikan kepada MELKIAS KAPITARAU.

BB No. 
905

1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Penawaran Teknis dan Penawaran Biaya Pekerjaan 
Perencanaan Teknis DED PLTA Danau Sentani 1 (satu) paket di Kabupaten Jayapura 
Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2008 atas nama PT. Indra Karya (Persero).

BB No. 
906

1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Teknis Administrasi dan Biaya Pekerjaan Perencanaan 
Teknis DED PLTA Danau Paniai 1 (satu) paket di Kabupaten Paniai Sumber Dana APBD 
Tahun Anggaran 2008 atas nama PT. Ika Adya Perkasa

BB No. 
907

1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Penawaran Teknis Penawaran Biaya Pekerjaan 
Perencanaan Teknis DED PLTA Danau Sentani 1 (satu) paket di Kabupaten Jayapura 
Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2008 atas nama PT. Ika Adya Perkasa

BB No. 
908

1 (satu) bundel Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis Pekerjaan Perencanaan 
Teknis DED PLTA Danau Sentani 1 (satu) paket di Kabupaten Jayapura Sumber Dana 
APBD Tahun Anggaran 2008 atas nama PT. Ghaniyyu

BB No. 
909

1 (satu) bundel Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis Pekerjaan Perencanaan 
Teknis DED PLTA Danau Paniai 1 (satu) paket di Kabupaten Paniai Sumber Dana APBD 
Tahun Anggaran 2008 atas nama PT. Ghaniyyu

BB No. 
910

1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/198 Tanggal: 07 April 2008, Pekerjaan: 
Perencanaan Teknis DED PLTA Danau Sentani 1 (satu) Paket dan Danau Paniai 1 (satu) 
Paket di Kabupaten Jayapura dan Paniai atas nama PT. Indra Karya (Persero) Cabang – I 
Malang;
Barang bukti No. Urut 805 s/d. 810 dikembalikan kepada TENDY SOEWADJI.

BB No. 
911

Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/198 tanggal 07 April 2008, Pekerjaan Perencanaan 
Teknis DED PLTA Danau Paniai 1 (satu) Paket di Kabupaten Paniai antara Dinas 
Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Papua dan PT. Indra Karya (Persero) 
Cabang I Malang Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2008

BB No. 
912

Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/198-A tanggal 07 April 2008, Pekerjaan Perencanaan 
Teknis DED PLTA Danau Sentani 1 (satu) Paket di Kabupaten Jayapura antara Dinas 
Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Papua dan PT. Ika Adya Perkasa Sumber 
Dana APBD Tahun Anggaran 2008

BB No. 
913

Amandemen I Nomor: 027/396.B tanggal 25 Agustus 2008, Paket Feasibility Study (FS) 
PLTA Danau Sentani 1 (satu) Paket di Kabupaten Jayapura, Penyedia Barang/Jasa PT. Ika 
Adya Perkasa Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2008
Barang bukti No. Urut 811 s/d. 813 dikembalikan kepada FRETS J. BORAY.

BB No. 
914

1 (satu) bundel Addendum – I Paket Perencanaan Teknis DED PLTA Danau Paniai1 (satu) 
Paket di Kabupaten Paniai Nomor: 027/396.A tanggal 25 Agustus 2008 senilai Rp 
11.723.816.000,- atas nama PT. Indra Karya (Persero) Cabang – I Malang
Barang bukti No. Urut 814 dikembalikan kepada TENDY SOEWADJI.

BB No. 
915

Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/198 tanggal 07 April 2008, Pekerjaan Feasibilty Study 
(FS) PLTA Danau Sentani 1 (satu) Paket di Kabupaten Paniai antara Dinas Pertambangan 

Hal.145 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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dan Energi Pemerintah Provinsi Papua dan PT. Indra Karya (Persero) Cabang – I Malang 
Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2008
Dikembalikan kepada SYLVIA H.B PANDJAITAN

BB No. 
916

Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/198-A tanggal 07 April 2008, Pekerjaan Feasibilty 
Study (FS) PLTA Danau Sentani 1 (satu) Paket di Kabupaten Jayapura antara Dinas 
Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Papua dan PT. Ika Adya Perkasa Sumber 
Dana APBD Tahun Anggaran 2008
Barang bukti No. Urut 815 s/d. 816 dikembalikan kepada SYLVIA H.B 

PANDJAITAN.BB No. 
917

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Provinsi Papua Nomor: 00850/
SP2D-LS/II/2008 tanggal 21 Mei 2008, Tahun Anggaran 2008 Keperluan Untuk: 
Pembayaran Uang Muka (15%) atas pekerjaan Perencanaan Teknis Detail Engineering 
Design PLTA Danau Sentani 1 (satu) Paket dan Danau paniai (1 Paket), sesuai Kontrak 
No.027/198 tanggal 07 April 2008 sejumlah Rp 2.468.763.750,- (Dua milyar empat ratus 
enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) 
beserta dokumen pendukungnya.

BB No. 
918

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Provinsi Papua Nomor: 00005/
SP2D-LS/II/2009 tanggal 21 Januari 2009 tahun anggaran 2009 untuk Keperluan Untuk: 
LS-Pembayaran Agsuran I (LUNAS) atas pekerjaan Perencanaan Teknis Detail Engineering 
Design PLTA Danau Paniai 1 (satu) paket Lokasi: Kabupaten Paniai sesuai Surat Perjanjian 
Kerja 1056(KONTRAK) Nomor 027/198 tanggal 07 April 2008 sejumlah Rp 
9.255.052.250,- (Sembilan milyar dua ratus lima puluh lima juta lima puluh dua ribu dua 
ratus lima puluh rupiah) beserta dokumen pendukungnya.

BB No. 
919

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Provinsi Papua Nomor: 00006/
SP2D-LS/II/2009 tanggal 21 Januari 2009 Keperluan Untuk: LS-Pembayaran Sekaligus 
(LUNAS) atas pekerjaan Perencanaan Teknis Feasibility Study (FS) PLTA Danau Sentani 1 
(satu) Paket Lokasi: Kabupaten Jayapura sesuai Surat Perjanjian Nomor 027/198-A tanggal 
07 April 2008 sejumlah Rp 4.734.609.000,- (Empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta 
enam ratus sembilan ribu rupiah) beserta dokumen pendukungnya.
Barang bukti No. Urut 817 s/d/ 819 dikembalikan kepada FRETS J. BORAY.

BB No. 
920

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Provinsi Papua Nomor: 00006/
SP2D-LS/II/2009 tanggal 21 Januari 2009 Keperluan Untuk: LS-Pembayaran Sekaligus 
(LUNAS) atas pekerjaan Perencanaan Teknis Feasibility Study (FS) PLTA Danau Sentani 1 
(satu) Paket Lokasi: Kabupaten Jayapura sesuai Surat Perjanjian Nomor 027/198-A tanggal 
07 April 2008 sejumlah Rp 4.734.609.000,- (Empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta 
enam ratus sembilan ribu rupiah) beserta dokumen pendukungnya
Barang bukti No. Urut 820 dikembalikan kepada SYLVIA H.B PANDJAITAN.

BB No. 
921

1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Teknis Detail Engineering 
Design PLTA Danau Sentani (1 Paket) dan Danau Paniai (1 Paket) di Kabupaten Jayapura 
dan Paniai, bulan Mei 2008, PT. Indra Karya (Persero) Cabang I Malang.

BB No. 
922

1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pekerjaan Feasibility Study PLTA Danau Sentani di 
Kabupaten Jayapura, bulan Mei 2008, PT. Ika Adya Perkasa.
Barang bukti No. Urut 821 s/d. 822 dikembalikan kepada FRETS J. BORAY.

BB No. 
923

1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan Feasibility Study PLTA Danau Sentani di 
Kabupaten Jayapura, bulan Desember 2008, PT. Indra Karya (Persero) Cabang I Malang.

BB No. 
924

1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan Feasibility Study PLTA Danau Sentani di 
Kabupaten Jayapura, bulan November 2008, PT. Ika Adya Perkasa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 146
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BB No. 
925

1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pekerjaan Feasibility Study PLTA Danau Sentani di 
Kabupaten Jayapura, bulan Mei 2008, PT. Ika Adya Perkasa.

BB No. 
926

1 (satu) bundel Laporan Perkiraan Biaya dan Analisa Ekonomi Pekerjaan Feasibility Study 
PLTA Danau Sentani di Kabupaten Jayapura, bulan Nopember 2008, PT. Ika Adya Perkasa.
Barang bukti No. Urut 823 s/d. 826 dikembalikan kepada MALKIAS KAPITARAU.

BB No. 
927

1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Teknis DED PLTA Danau 
Paniai (1 paket) di Kabupaten Paniai, bulan Mei 2008, PT. Indra Karya (Persero) Cabang I 
Malang.

BB No. 
928

1 (satu) bundel Laporan Akhir Perencanaan Teknis DED PLTA Danau Paniai 1 Paket di 
Kabupaten Paniai, bulan Desember 2008, PT. Indra Karya (Persero) Cabang I Malang.
Barang bukti No. Urut 827 s/d. 828 dikembalikan kepada FRETS J. BORAY.

BB No. 
938

1 (satu) buah buku (Asli) berwama putih yang bertuliskan "Paket I Gambar bendung 
pengatur dan saluran penghubung pekerjaan perencanaan teknis detail engineering design 
PLTA Danau Paniai 1 (satu) Paket dikabupaten Paniai tahun 2009"

BB No. 
939

1 (satu) buah buku (Asli) berwarna putih yang bertuliskan "Paket II Gambar Power 
Waterway dan Power House pekerjaan perencanaan teknis detail engineering design PLTA 
Danau Paniai 1 (satu) Paketdikabupaten Paniai tahun 2009"

BB No. 
940

1 (satu) buah buku (Asli) berwarna putih yang bertuliskan "Paket III Gambar Electro 
Mechanical Works pekerjaan perencanaan teknis detail engineering design PLTA Danau 
Paniai 1 (satu) Paket dikabupaten Paniai tahun 2009

BB No. 
941

1 (satu) buah buku (Asli) berwarna putih yang bertuliskan "Paket IV Gambar Electrical 
Works pekerjaan perencanaan teknis detail engineering design PLTA Danau Paniai 1 (satu) 
Paket dikabupaten Paniai tahun 2009"

BB No. 
942

1 (satu) buah buku (Asli) berwarna putih yang bertuliskan "Paket V Gambar Access Road 
pekerjaanperencanaan teknis detail engineering design PLTA Danau Paniai 1 (satu) Paket 
dikabupaten Paniai tahun2009"

BB No. 
943

1 (satu) buah buku (Asli) berwarna putih yang bertuliskan "Paket III Gambar Base Camp 
pekerjaan perencanaan teknis detail engineering design PLTA Danau Paniai 1 (satu) Paket 
dikabupaten Paniai tahun2009"

BB No. 
944

1 (satu) buah buku (Asli) berwarna putih yang bertuliskan "Buku II A (Lampiran) Pra Study 
KelayakanPLTA Paniai - 2, Gambar Perencanaan Dasar pekerjaan pe-encanaan teknis detail 
engineering design PLTA Danau Paniai 1 (satu) Paket dikabupaten Paniai tahun 2008"

BB No. 
945

1 (satu) buah buku (Asli) berwarna putih yang bertuliskan "Buku II A (Lampiran) Pra Study 
Kelayaka PLTA Paniai - 3, Gambar Perencanaan Dasar pekerjaan perencanaan teknis detail 
engineering design PLTA Danau Paniai 1 (satu) Paket dikabupaten Paniai tahun 2008"

BB No. 
946

1 (satu) buah buku (Asli) berwarna putih yang bertuliskan "Gambar Perencanaan PLTA 
Danau Sentani” pekerjaan FS Danau Sentani satu paket di kabupaten Jayapura tahun 2008”

Hal.147 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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BB No. 
947

1 (satu) buah buku (Asli) yang bertuliskan "Buku I Laporan Ringkas perencanaan teknis 
DED PLTA Danau Paniai 1 (satu) Paket dikabupaten Paniai"

BB No. 
948

1 (satu) buah buku (Asli) yang bertuliskan "Buku II.A Laporan Pra Study Kelayakan PLTA 
Paniai II, perencanaan teknis DED PLTA Danau Paniai 1 (satu) Paket dikabupaten Paniai"

BB No. 
949

1 (satu) buah buku (Asli) yang bertuliskan "Buku II.B Laporan Pra Study Kelayakan PLTA 
Paniai III, perencanaan teknis DED PLTA Danau Paniai 1 (satu) Paket dikabupaten Paniai"

BB No. 
950

1(satu) buah buku (Asli) yang bertuliskan "Buku IV Laporan Akhir, perencanaan teknis 
DED PLTA DanauPaniai 1 (satu) Paket dikabupaten Paniai.

BB No. 
951

1(satu) buah buku (Asli) yang bertuliskan "Buku V.A Laporan Survai dan Topografi 
perencanaan teknisDED PLTA Danau Paniai 1 (satu) Paket dikabupaten Paniai"

BB No. 
952

1(satu) buah buku (Asli) yang bertuliskan "Buku V.B Laporan Geologi Teknik dan 
Pengujian Laboratoriumperencanaan teknis DED PLTA Danau Paniai 1 (satu) Paket 
dikabupaten Paniai.

BB No. 
953

1(satu) buah buku (Asli) yang bertuliskan "Buku V.C Laporan Hidrologi dan Neraca Air 
perencanaanteknis DED PLTA Danau Paniai 1 (satu) Paket dikabupaten Paniai"

BB No. 
954

1(satu) buah buku (Asli) yang bertuliskan "Buku V.F Pedoman Operasi dan Pemeliharaan 
perencanaanteknis DED PLTA Danau Paniai 1 (satu) Paket dikabupaten Paniai"

BB No. 
955

1(satu) buah buku (Asli) yang bertuliskan "Laporan Survey Topografi Pekerjaan Feasibility 
Study PLTADanau Sentani Di Kabupaten Jayapura"

BB No. 
956

1(satu) buah buku (Asli) yang bertuliskan "Laporan Geologi Pekerjaan Feasibility Study 
PLTA DanauSentani Di Kabupaten Jayapura"

BB No. 
957

1(satu) buah buku (Asli) yang bertuliskan "Laporan Hidrologi Pekerjaan Feasibility Study 
PLTA DanauSentani Di Kabupaten Jayapura"

BB No. 
958

1(satu) buah buku (Asli) yang bertuliskan "Laporan Ringkas Pekerjaan Feasibility Study 
PLTA DanauSentani Di Kabupaten Jayapura"
Barang bukti No. Urut 829 s/d. 849 dikembalikan kepada BOENYAMIN.

BB No. 
971

1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari : Kuasa BUD; Nomor : 00850/
SP2D-LS/II/2008 tanggal 21 Mei 2008; Tahun Anggaran : 2008 kepada PT. Indra Karya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 148
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(Persero) Cabang-I Malang; Keperluan Untuk : Pembayaran Uang Muka (15%) atas 
Pekerjaan Perencanaan Tekni Detail Engineering Design PLTA Danau Sentani 1 (satu) 
Paket dan Danau Paniai 1 (satu) Paket, sesuai Kontrak No. 027/198 Tgl. 07 April 2008 
dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 2.468.763.750,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh 
Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang 
ditandangani oleh Dr. ACHMAD HATARI, SE. Msi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
Selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 21 Mei 2008

BB No. 
972

1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari : Bendahara Umum Daerah; 
Nomor : 00005/SP2D-LS/II/2009 tanggal 21 Januari 2009; Tahun Anggaran : 2009 kepada 
PT. Indra Karya (Persero) Cabang-I Malang; Keperluan Untuk : LS – Pembayaran 
Angsuran I (Lunas) atas pekerjaan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design PLTA 
Danau Paniai 1 (satu) Paket Lokasi : Kabupaten Paniai, sesuai Surat Perjanjian Kerja 
(KONTRAK) No. 027/198 tanggal 07 April 2008 Terlampir dengan jumlah yang 
dibayarkan Rp. 9.255.052.250,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima 
Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang ditandangani oleh ACHMAD 
HATARI Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 21 
Januari 2009.BB No. 

973

1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari : Bendahara Umum Daerah; 
Nomor : 00006/SP2D-LS/II/2009 tanggal 21 Januari 2009; Tahun Anggaran : 2009 kepada 
PT. Ika Adya Perkasa; Keperluan Untuk : LS – Pembayaran Sekaligus (LUNAS) atas 
pekerjaan Perencanaan Teknis Feasibility Study (FS) PLTA Danau Sentani 1 (satu) Paket 
Lokasi : Kabupaten Jayapura, sesuai Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) No. 027/198-A 
tanggal 07 April 2008 Terlampir dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 4.734.609.000,- 
(Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah) 
yang ditandangani oleh ACHMAD HATARI Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku 
Bendahara Umum Daerah tanggal 21 Januari 2009
Barang bukti No. Urut 850 s/d. 852 dikembalikan kepada DANANG RUKUNTO.

BB No. 
2.

3 (tiga) lembar foto copy legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
31/P tahun 2006, tanggal 20 Juli 2006 yang ditanda tangani oleh Presiden Republik 
Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

BB No. 
5.

4 (empat) lembar copy Naskah Pelantikan Nomor : 821.2/714/SET tanggal 28 Pebruari 
2009 yang ditandatangi oleh Gubernur Provinsi Papua BARNABAS SUEBU, SH.

BB No. 
6.

1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Janji an. Dr. JANNES JOHAN 
KARUBABA, M.Sc tanggal 3 Desember 2008 yang ditandatangani oleh BARNABAS 
SUEBU, SH.

BB No. 
7.

4 (empat) lembar fotocopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan 
Energi Provinsi Papua/Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua 
Nomor : 027/212.a tentang pengangkatan pejabat/panitia pengadaan, panitia penunjukan 
langsung barang dan jasa dan panitia penguji/pemeriksa barang dan jasa di lingkungan 
Dinas Pertambangan dan Energi provinsi Papua tahun anggaran 2009 yang ditanda tangani 
oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua/pengguna anggaran DR. 
JANNES JOHAN KARUBABA,MSc tanggal 11 Mei 2009.

BB No. 
9.

4 (empat) lembar fotocopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan 
Energi Provinsi Papua/Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua 
Nomor : 027/138.f tentang pengangkatan pejabat/panitia lelang dan panitia penguji/
pemeriksa barang dan jasa untuk pekerjaan perencanaan tehnis Detail Engineering Design 
PLTA Sungai Mamberamo di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi provinsi Papua 
tahun anggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi 
Provinsi Papua/pengguna anggaran DR. JANNES JOHAN KARUBABA,MSc tanggal 27 
April 2010.BB No. 

10.
3 (tiga) lembar fotocopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi 
Provinsi Papua/Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Nomor 

Hal.149 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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: 540/138.a tentang pengangkatan pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (P2TK) di lingkungan 
Dinas Pertambangan dan Energi provinsi Papua tahun anggaran 2010 yang ditanda tangani 
oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua/pengguna anggaran DR. 
JANNES JOHAN KARUBABA,MSc tanggal 27 April 2010.

BB No. 
11.

4 (empat) lembar fotocopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan 
Energi Provinsi Papua/Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua 
Nomor : 027/138 tentang pengangkatan pejabat/panitia pengadaan, panitia penunjukan 
langsung barang dan jasa dan panitia penguji/pemeriksa barang dan jasa di lingkungan 
Dinas Pertambangan dan Energi provinsi Papua tahun anggaran 2010 yang ditanda tangani 
oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua/pengguna anggaran DR. 
JANNES JOHAN KARUBABA,MSc tanggal 27 April 2010.

BB No. 
16.

1 (satu) fotocopy Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(DPA SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2009.
 

BB No. 
17.

1 (satu) fotocopy Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPA-P SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2009.

BB No. 
18.

1 (satu) fotocopy Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(DPA SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2010.

BB No. 
19.

1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun Anggaran 
2010 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertambangan dan Energi yang ditanda tangani 
oleh Sekretaris Daerah Sdr. CONSTANT KARMA tanggal 21 Oktober 2010.

BB No. 
20.

1 (satu) fotocopy Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(DPA SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2011.

BB No. 
21.

1 (satu) fotocopy Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2011

BB No. 
23

1 (satu) bundel draft Rekapitulasi Usulan Program/Kegiatan Tahun 2008 Dinas 
Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.

BB No. 
24

1 (satu) bundel Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2009 Dinas 
Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Maret 2008.

BB No. 
63

1 (satu) bundel copy dokumen Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Papua, 
Urumuka Hydroelectric Power Development Project Tahap I (Pra Studi Kelayakan), 
Desember 2009.

BB No. 
166

1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi 
Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009.

BB No. 1 (satu) bundel Company Profile tahun 2013 PT. Konsultasi Pembangunan Irian Jaya 

Disclaimer
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174 Engineering Consultant & Architecture yang beralamat di JL. Batu Karang No. 04 Ardipura 
II Telp. (0967) 531474 – 534746 Faks. (0967) 535096, Jayapura – Papua

BB No. 
177

1 (satu) bundel copy legalisir PT KPIJ Dokumen Kas Harian Tahun 2009 Proyek 
Perencanaan Pembangunan PLTA Urumuka Timika.

BB No. 
178

1 (satu) bundel copy legalisir PT KPIJ Dokumen Kas Harian Tahun 2010 Proyek 
Perencanaan Pembangunan PLTA Urumuka Timika.

BB No. 
179

1 (satu) bundel copy legalisir PT KPIJ Dokumen Kas Harian Tahun 2009 Proyek Detail 
Engineering Design (DED) PLTA Sungai Memberamo Kabupaten Memberamo Raya.

BB No. 
180

1 (satu) bundel copy legalisir PT KPIJ Dokumen Kas Harian Tahun 2010 Proyek Detail 
Engineering Design (DED) PLTA Sungai Memberamo Kabupaten Memberamo Raya.

BB No. 
181

1 (satu) bundel copy legalisir PT KPIJ Dokumen Kas Harian Januari Tahun 2011 Proyek 
Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Memberamo Kabupaten Memberamo 
Raya.

BB No. 
209

2 (dua) lembar copy dokumen berisikan tabulasi Karyawan Honor (PLTA Memberamo 
Tahap II) PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya Perincian Perhitungan.

BB No. 
210

2 (dua) lembar copy dokumen berisikan tabulasi Karyawan Honor (PLTA Mimika) PT 
Konsultasi Pembangunan Irian Jaya Perincian Perhitungan.

BB No. 
212

5 (lima) lembar copy Pointers Permasalahan atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI 
Terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010 
tertanggal 11 Juli 2012.

BB No. 
215

1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro Bank Mandiri Kantor Cabang Jayapura Ahmad 
Yani atas nama PT Konsultasi Pembangunan Irja, No. Rekening: 154-00-9800498-3, 
Periode 1/01/11 s/d 30/11/11.

BB No. 
216

1 (satu) bundel copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri Kantor Cabang Jayapura Ahmad 
Yani atas nama PT Konsultasi Pembangunan Irja, No. Rekening: 154-00-9800498-3, 
Periode 1/01/10 s/d 31/12/10.

BB No. 
217

1 (satu) lembar dokumen dengan keterangan “III. Penerimaan Dana Tagihan Proyek-Proyek 
(Bank Papua)” dengan stabilo berwarna merah muda dan tulisan tangan berwarna hitam di 
halaman sebaliknya.

BB No. 
218

1 (satu) lembar aplikasi setoran transfer Bank Mandiri tertanggal 20 April 2011 sebesar 
Rp.50.000.000 dengan Berita Untuk Penerima “Panjar Biaya Perencanaan Urumuka” a.n 
BENNY DJOHARA

Hal.151 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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BB No. 
566

4  (empat) lembar kertas faksimili dari PT. Konsultasi Pemb Irja dengan nomor faksimili 
0967535096 kepada PT. Indra Karya dengan nomor faksimili 0341551463. 

BB No. 
567

1 (satu) bundel Agenda Permintaan Proyek Tahun 2008, Nama Proyek: PLTA Urumuka-
Papua 2009 (I).

BB No. 
568

1 (satu) bundel Agenda Permintaan Proyek Tahun 2009, Nama Proyek: Urumuka II.

BB No. 
569

1 (satu) fotocopy Dokumen Penawaran Teknis Pekerjaan Detail Engineering Design PLTA 
Sungai Urumuka Kabupaten Mimika Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009 oleh PT. 
Cipta Surya Wahana.

BB No. 
570

1 (satu) fotocopy Dokumen Penawaran Teknis Pekerjaan Detail Engineering Design PLTA 
Sungai Urumuka Kabupaten Mimika Tahap II Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009 
oleh PT. Cipta Surya Wahana

BB No. 
571

1 (satu) fotocopy Dokumen Penawaran Teknis Pekerjaan Detail Engineering Design PLTA 
Sungai Urumuka Kabupaten Mimika Tahap II Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009 
oleh PT. Bina Karya Persero.

BB No. 
572

1 (satu) fotocopy Dokumen Penawaran Teknis Pekerjaan Detail Engineering Design PLTA 
Sungai Urumuka Kabupaten Mimika Tahap II Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009 
oleh PT. IEF Konsultan

BB No. 
573

1 (satu) bundel dokumen terdiri dari Surat Penugasan dan Surat Perjanjian Ikatan Kerja 
untuk Tenaga Personil Proyek Detail Engineering Design PLTA Urumuka I,  dengan rincian 
sbb :
No. Nama Jabatan

1 Ir Churniawan Sulistyo Dam engineer

Ir Churniawan Sulistyo Dam engineer

2 Ir. Sentjiaki Penangsang, MT Building 

EngineerIr. Sentjiaki Penangsang, MT

        Building Engineer

3     Moch, Rozaq, ST Cad man

       Moch, Rozaq, ST Cad man

4     Imam Wahyudi, ST Cad man 3d

       Imam Wahyudi, ST Cad man 3d

5 Slamet Rahayu, ME TA Hidromekanikal

Slamet Rahayu, ME TA Hidromekanikal

6 Heru Setyadi, ST TA Elektromekanikal

Heru Setyadi, ST TAElektromekanikal

7 Kukuh Budi, ST AsistenTTAHidromekanikal

Disclaimer
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8 Muhammad H, Basri Team Leader

9 Ir. Teguh Herbasuki, MT Transmission 

Line Engineer

10 Hilda Amelinda, ST Cadman

Hilda Amelinda, ST Cadman

11 Ir. Buyung Bastari TA Struktur

Ir. Buyung Bastari TA Struktur

12 M. Surya Athalibi, ST Asisten 

Electrical Engineer

13 Ir. Rustamadji Senior structure engineer

14 Aan Damara Cad man

15 Ir. Agus W. Hidayat TA Geologist

16 Adam Bactiar, ST TA Elektrical

17 Fitri Rumayah Quantity Engineer

18 Esti Wulandari, ST. MT. TAHidrologi

19 Ir. Sudarmanto, MT TA Senior Strukture

20 Zaenal Arifin, ST Asisten Turbine Engineer

21 M. Iqbal Evaluasi ekonomi

22 Dian Dwi Ernawati Asisten Struktur Enginer

23 Yuli Milandari, ST TA Hidrologi

24 Dyah Dwi Rachmawati, ST Asisten TA 

           Struktur

25 Samsul, ST Asisten TA Engineer

26 Maulana, ST Asisten TA Struktur

27 M. Kafi, ST Cad operator

28 Tateng Yuswo Hartanto, ST Cad man

29 Yayuk Setyowati, ST Asisten Quantity 

           Engineer

30 Davi Rosanti Administrator

31 Avid anjala Asisten TA sipil
BB No. 
574

1 (satu) bundel dokumen terdiri dari Surat Penugasan dan Surat Perjanjian Ikatan Kerja 
untuk Tenaga Personil Proyek Detail Engineering Design PLTA Urumuka II.

BB No. 
591

2 (dua) lembar Rekening Koran PT. INDRA KARYA (Persero) JATIM No.1440094001473 
periode 01/01/09 s/d 31/01/09.

BB No. 
595

1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Cabang Jl. Hayam Wuruk 108 an. PT Indra karya, 
dengan nomor rekening 033201000428302, dengan periode rekening 01 Januari 2009 – 31 
Desember 2009 dan periode 01 Januari 2010 – 31 Desember 2010

Hal.153 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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BB No. 
596.

1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Cabang Malang Wahid Hasyim an. PT Indra 
karya, dengan nomor rekening 144-00-9400147-3, dengan periode 01 Januari 2009 – 31 
Desember 2009 dan periode 01 Januari 2010 – 31 Desember 2010

BB No. 
597.

1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Cabang Kawi Malang, dengan nomor rekening 
00000051-01-001472-30-2, dengen periode 4 September 2009 – 25 Desember 2009 dan  
periode 1 Januari 2010 – 31 Desember 2010

BB No. 
601.

6 (enam) lembar asli Rekening Koran Giro Bank Mandiri a.n PT. GEO ACE, No. 
Rekening : 130-00-1021187-1 periode 15/09/09 s/d 30/09/09, 1/10/09 s/d 31/10/09, 1/03/10 
s/d 31/03/10, 1/10/10 s/d 31/10/10, 1/05/11 s/d 31/05/11,dan 1/08/11 s/d 31/08/11.

BB No. 
602.

2 (dua) lembar asli  Rekening Koran Giro Bank Mandiri a.n PT. GEO ACE, No. Rekening : 
130-00-7800010-9 periode 1/10/09 s/d 31/10/09 dan 1/05/10 s/d 31/05/10.

BB 
No. 
608.

1 (satu) bundel Company Profile PT Geo Ace Engineering Services Design 
Consultants.

BB No. 
609.

1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 4 (empat) lembar yang berupa Turunan/ Salinan/
Grose dari AKTA KUASA DIREKTUR tanggal 21 Agustus 2009 dari Kantor Notaris dan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah SUPRAKOSO, SH, Jl. Sam Ratulangi No. 23, Jayapura.

BB No. 
610.

1 (satu) bundel Aplikasi setoran Bank Mandiri.

BB No. 
611.

3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Nomor : 10/PKS/ACE/VIII/2009 tanggal 24 
Agustus 2009 antara PT. Geo ACE dengan PT. Konsultasi Pembangunan Irian Jaya Paket 
Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Mamberamo Kabupaten Mamberamo 
Raya Provinsi Papua.

BB No. 
612.

2 (dua) lembar print out email dengan judul “RAB yang dikirim pak lamusi ke pak geri 
bulan maret”, dengan alamat email geri_wn – Yahoo Mail, tanggal 1 Oktober 2010, serta 
terdapat attachment RAB PLTA Koreksi, Yang dilampiri 5 (lima) lembar perkiraan 
pengeluaran untuk DED PLTA MEMBRAMO, didalam tabel terdapat tulisan UNTUK 
KELANCARAN PEKERJAAN DI DINAS DAN LAPANGAN MAKA PERLU 
DIANTISIPASI HAL SBB, dan pada Tabel pojok kanan bawah terdapat tulisan “Yang 
Nyata di Dinas dan di Lapangan”.BB No. 

613.
1 (satu) lembar email dengan pengirim Geri Wicaksono Nugroho kepada 
kpirja@yahoo.co.id / Ir. La Musi Didi, tanggal 30 September 2009 dengan dilampiri 22 
(dua puluh dua) lampiran yang terdiri dari Rekapitulasi Biaya dan data pendukung lainnya

BB No. 
614.

1 (satu) buah buku laporan study kelayakan detail engineering design (DED) PLTA Sungai 
Mamberamo Kabupaten Mamberamo Raya, PT. Geo Ace-PT. Konsultasi Pembangunan 
Irian Jaya, Tahun 2009

BB No. 
621.

1 (satu) bundel print out legalisir Laporan Transaksi Rekening Tahapan Bank BCA atas 
nama BARNABAS SUEBU SH dengan Nomor Rekening  2371441028 periode 9 
September 2003 sampai dengan 15 Agustus 2014 beserta lampiran. 

BB No. 1 (satu) bundel print out legalisir Laporan Transaksi Rekening Tahapan Bank BCA atas 

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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622. nama BARNABAS SUEBU SH dengan Nomor Rekening 2371524322 periode 15 
Desember 2005 sampai dengan 15 Agustus 2014 beserta lampiran.

BB No. 
623.

1 (satu) bundel print out legalisir Laporan Transaksi Rekening Tahapan Bank BCA atas 
nama JANNES JOHAN KARUBABA MSC DR dengan Nomor Rekening 2312154235 
periode 28 Maret 2011 sampai dengan 15 Agustus 2014 beserta lampiran

BB No. 
624.

1 (satu) bundel copy penjelasan singkat tentang kebijakan pemerintah provinsi papua dalam 
rangka pembangunan PLTA Urumuka dan PLTA Mamberamo Oleh : Barnabas Suebu 
Mantan Gubernur Papua 2006-2011, di halaman muka terdapat tulisan ‘COPY EXTRA !!!’

BB No. 
625.

53 (dua puluh tiga) lembar Laundry Bill Diah Graha Hotel Jayapura atas nama John 
Karubaba dan keluarga antara periode tanggal 7 Januari 2010 sampai dengan 9 November 
2010, dengan nomor kamar 202/203. 

BB No. 
626.

10 (sepuluh) lembar  restourant bill Diah Graha Hotel Jayapura atas nama John Karubaba 
dan keluarga antara periode tanggal 9 Januari 2010 sampai dengan 7 November 2010, 
dengan nomor kamar 203. 

BB No. 
627.

12 (dua belas) lembar tagihan sewa kamar Diah Graha Hotel Jayapura atas nama John 
Karubaba dan keluarga antara periode tanggal 23 Januari 2010 sampai dengan 14 Februari 
2010, dengan nomor kamar 201/203. 

BB No. 
628.

1 (satu) bundel Laporan Keuangan Kegiatan DED PLTA Sungai Mamberamo dan Urumuka 
Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua Tahun 2009 dan 2010

BB No. 
629.

2 (dua) lembar surat degan Nomor : Istimewa, tanggal 6 Maret 2011, Perihal : Komentar 
atas Temuan BPK pada Pekerjaan DED PLTA Sungai Urumuka Tahap I, II, dan III, yang 
ditujukan Kepada Tim Pemeriksa BPK Pusat.

BB No. 
630.

1 (satu) buah album foto warna Hijau, dengan pojok kiri bawah terdapat tulisan “PHOTO 
ALBUM ANITA”

BB No. 
631.

1 (satu) lembar foto copy surat kematian No. 474.3/66/35.73.02.1010/2011 atas nama 
SUNARDI,H.Ir. Eng, tanggal 13 Oktober 2011

BB No. 
632.

7 (tujuh) lembar dokumen Notulen Rapat Pembahasan Permasalahan Geologi dan Lokasi 
Rencana Pembangunan PLTA Urumuka – Papua PT Konsultasi Pembangunan Irja – PT 
Indra Karya – PT Freeport Indonesia – PT Karya Prima Cipta Utama, tertanggal 19 Mei 
2009

BB No. 
634.

1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No Rekening : 1310004551885 atas 
nama GERI WICAKSONO NUGROHO, periode 1-Jun-2009 s/d 31-Dec-2010.

BB No. 
635.

1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rekening : 1300004805922 atas 
nama GERI WICAKSONO NUGRO, periode : 1-Jan-2009 s/d 31-Dec-2010

Hal.155 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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BB No. 
638.

1 (satu) Business File berwarna hijau terdapat dokumen Rincian Termijn Diterima Proyek 
Investigasi Urumuka dengan total jumlah Rp. 980.000.000,- beserta dokumen 
pendukungnya.

BB No. 
668.

1 (satu) bundel print out legalisir Data/dokumen voucher transaksi Rekening Bank Mandiri 
atas nama LA MUSI DIDI dengan Nomor Rekening 1540005181841 dengan rincian 
sebagai berikut: 

a. Formulir setoran tunai tanggal 22/04/2009 senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta 

rupiah) dari PT. Indra Karya, Jl. Surabaya 3A, Malang 580207. 

b. Aplikasi setoran tunai tanggal 04/09/2009 senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta 

rupiah) dari PT. Indra Karya, Jl. Surabaya 3A, Malang. 

c. Formulir setoran tunai tanggal 08/09/2009 senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta 

rupiah) dari PT. Indra Karya, Jl. Surabaya 3A, Malang 580207. 

d. Formulir penarikan tanggal 11/09/2009 senilai Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta 

rupiah) oleh LA MUSI DIDI. 

e. Formulir penarikan tanggal 18/08/2009 senilai Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta 

rupiah) oleh LA MUSI DIDI. 

f. Aplikasi setoran tunai tanggal 11/09/2009 senilai Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta 

rupiah) dari PT. Indra Karya, Jl. Surabaya 3A, Malang (0341) 580207. 

g. Aplikasi setoran tunai tanggal 13/11/2009 senilai Rp 130.000.000,- (Seratus tiga 

puluh juta rupiah) dari PT. Indra Karya, Jln. Surabaya 3A, Malang (0341) 580207. 

h. Aplikasi setoran tunai tanggal 22/12/2009 senilai Rp 115.000.000,- (Seratus lima 

belas juta rupiah) dari Ir. PRASETIJO ADI, Jln. Surabaya 3A, Malang (0341) 

580207. 

i. Aplikasi setoran tunai tanggal 03/02/2010 senilai Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima 

puluh juta rupiah) dari PT. Indra Karya, Jln. Surabaya 3A, Malang (0341) 580207. 

j. Formulir penarikan tanggal 11/06/2010 senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta 

rupiah) oleh LA MUSI DIDI. 

k. Formulir penarikan tanggal 21/02/2011 senilai Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh 

juta rupiah) oleh LA MUSI DIDI. 

l. Formulir penarikan tanggal 21/03/2011 senilai Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta 

rupiah) oleh LA MUSI DIDI. 

m. Formulir penarikan tanggal 24/03/2011 senilai Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh 

juta rupiah) oleh LA MUSI DIDI. 

n. Aplikasi setoran tunai tanggal 02/04/2014 senilai Rp 51.744.000,- (Lima puluh satu 

juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dari PT. Hotel Papua Internasional 

Cikini Raya ke Rekening LA MUSI DIDI. 

o. Formulir penarikan tanggal 04/04/2014 senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta 

rupiah) oleh LA MUSI DIDI. 

p. Formulir penarikan tunai tanggal 25/06/2014 senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta 
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rupiah) oleh LA MUSI DIDI. 

q. Formulir penarikan tanggal 14/07/2014 senilai Rp 68.640.000,- (Enam puluh delapan 

juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari PT. Hotel Papua Internasional Cikini 

Raya ke Rekening LA MUSI DIDI. BB No. 
669.

1 (satu) bundel print out legalisir Data Mutasi Rekening Bank Mandiri atas nama LA MUSI 
DIDI dengan Nomor Rekening 1540005181841 periode 10 November 2006 s/d 30 
September 2014

BB No. 
670.

1 (satu) bundel print out legalisir Data Mutasi Rekening Bank Mandiri atas nama LA MUSI 
DIDI dengan Nomor Rekening 1540042031751 periode 16 Juli 2010  s/d  1 Maret 2014

BB No. 
671.

1 (satu) bundel print out Data Mutasi Rekening Bank Papua atas nama LA MUSI DIDI IR 
dengan Nomor Rekening 101 18.10.01-13780.1 periode 1 Januari 2011 s/d  28 Februari 
2015 beserta Informasi Pembukaan Rekening

BB No. 
672.

1 (satu) bundel print out Data Mutasi Rekening Bank Papua atas nama JANNES JOHAN 
KARUBABA dengan Nomor Rekening 100 18.11.11-19573.2 periode 1 Januari 2009 s/d  4 
Maret 2015.

BB No. 
673.

1 (satu) bundel print out Data Mutasi Rekening Bank Papua atas nama KONSULTASI 
PEMBANGUNAN IRJA dengan Nomor Rekening 100 21.20.01-00990.7 periode 1 Januari 
2001 s/d  28 Februari 2015 beserta Informasi Pembukaan Rekening

BB No. 
674.

1 (satu) bundel print out Data Mutasi Rekening Bank Papua atas nama KONSULTASI 
PEMBANGUNAN, PT dengan Nomor Rekening 100 23.30.01-05598.7 periode 1 Januari 
2001 s/d  28 Februari 2015

BB No. 
675.

1 (satu) bundel print out Data Mutasi Rekening Bank Papua atas nama PT. KP IRIAN 
JAYA CQ IR. LA MUSI dengan Nomor Rekening 101 18.10.01-12553.5 periode 1 Januari 
2008 s/d  28 Februari 2015

BB No. 
676.

1 (satu) bundel print out legalisir Data Mutasi Rekening Bank Mandiri atas nama IMAM 
SOEDJONO dengan Nomor Rekening 1440010665856 periode 03 Mei 2010 s/d 31 
Desember 2014

BB No. 
677.

1 (satu) bundel print out legalisir Data Mutasi Rekening Bank Mandiri atas nama IMAM 
SOEDJONO dengan Nomor Rekening 1450095016826 periode 01 Januari 2009 s/d 31 
Desember 2014

BB No. 
678.

1 (satu) bundel print out legalisir Data Mutasi Rekening Bank Mandiri atas nama IMAM 
SOEDJONO dengan Nomor Rekening 1450099062685 periode 01 Januari 2009 s/d 31 
Desember 2014

BB No. 
679.

1 (satu) bundel print out legalisir Data Mutasi Rekening Bank Mandiri atas nama IMAM 
NAHROWI dengan Nomor Rekening 1440010695317 periode 14 Mei 2010 s/d 17 Februari 
2015

BB No. 
680

1 (satu) bundel print out legalisir Data Mutasi Rekening Bank Mandiri atas nama IMAM 
NAHROWI dengan Nomor Rekening 1540010216772 periode 10 November 2010 s/d 17 
Februari 2015;

Hal.157 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 157
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BB No. 
681.

1 (satu) lembar print out legalisir Bukti Setoran ke Rekening Bank BCA atas nama 
BARNABAS SUEBU, SH dengan nomor rekening 2371524322 tanggal 19 September 2013 
senilai Rp 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah).

BB No. 
682.

2 (dua) lembar print out Formulir Pemesanan Bank BCA untuk Obligasi Negara Ritel Seri 
ORI 010 atas nama BARNABAS SUEBU, SH tanggal 20 September 2013 senilai Rp 
3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).

BB No. 
683.

1 (satu) bundel printout legalisir Salinan Laporan Transaksi Rekening Giro Bank Mandiri 
atas nama KONSULTASI PEMBANGUN Nomor 1540098004983 periode 1 Januari 2008 
s/d 31 Desember 2011. 

1 1 (satu) lembar printout legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri dari AWING P. ke 

rekening Ir. LAMUSI DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 28-04-2010 

senilai Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah). 

2 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 29-04-2010 senilai Rp 

400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah). 

3 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 29-04-2010 senilai Rp 

400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah). 

4 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 28-02-2008 senilai Rp 

75.500.000,- (Tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). 

5 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 29-05-2008 senilai Rp 

300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). 

6 1 (satu) lembar printout formulir setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 29-05-2008 senilai Rp 180.000.000,- 

(Tiga ratus juta rupiah). 

7 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 10-06-2008 senilai Rp 

114.000.000,- (Seratus empat belas juta rupiah). 

8 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 04-07-2008 senilai Rp 

100.000.000,- (Seratus juta rupiah). 

9 1 (satu) lembar printout formulir setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 05-12-2008 senilai Rp 50.000.000,- 

(Lima puluh juta rupiah). 

10 1 (satu) lembar printout formulir setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 09-12-2008 senilai Rp 164.000.000,- 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 158
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(Seratus enam puluh empat juta rupiah). 

11 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 29-01-2009 senilai Rp 

100.000.000,- (Seratus juta rupiah). 

12 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 29-01-2009 senilai Rp 

355.000.000,- (Tiga ratus lima puluh lima juta rupiah). 

13 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 17-02-2009 senilai Rp 

100.000.000,- (Seratus juta rupiah). 

14 1 (satu) lembar printout formulir setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 oleh LA MUSI DIDI tanggal 30-03-2009 senilai 

Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). 

15 1 (satu) lembar printout formulir setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 15-04-2009 senilai Rp 50.000.000,- 

(Lima puluh juta rupiah). 

16 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 20-04-2009 senilai Rp 

50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). 

17 1 (satu) lembar printout formulir setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 22-04-2009 senilai Rp 100.000.000,- 

(Seratus juta rupiah). 

18 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 23-04-2009 senilai Rp 

100.000.000,- (Seratus juta rupiah). 

19 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 22-06-2009 senilai Rp 

160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah).

20 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 15-07-2009 senilai Rp 

150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

21 1 (satu) lembar printout formulir setoran Bank Mandiri ke rekening PT. 

KONSULTASI PEMBANGUNAN Nomor Rekening 154.0098004083 tanggal 

15-07-2009 senilai Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). 

22 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 21-07-2009 senilai Rp 

150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). 

23 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

Hal.159 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 159
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DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 13-08-2009 senilai Rp 

100.000.000,- (Seratus juta rupiah). 

24 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 18-08-2009 senilai Rp 

200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). 

25 1 (satu) lembar printout formulir setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 oleh PT. Indra Karya tanggal 04-09-2009 senilai 

Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). 

26 1 (satu) lembar printout formulir setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 08-09-2009 senilai Rp 100.000.000,- 

(Seratus juta rupiah). 

27 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 11-09-2009 senilai Rp 

300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

28 1 (satu) lembar printout formulir setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 oleh PT. Indra Karya tanggal 11-09-2009 senilai 

Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). 

29 1 (satu) lembar printout formulir setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 oleh PT. Indra Karya tanggal 13-11-2009 senilai 

Rp 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah). 

30 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 18-11-2009 senilai Rp 

100.000.000,- (Seratus juta rupiah). 

31 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 20-11-2009 senilai Rp 

120.500.000,- (Seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). 

32 1 (satu) lembar printout formulir setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 oleh Ir. PRASETIJO ADI tanggal 22-12-2009 

senilai Rp 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah). 

33 1 (satu) lembar printout formulir setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 25-01-2010 senilai Rp 120.000.000,- 

(Seratus dua puluh juta rupiah). 

34 1 (satu) lembar printout formulir setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 oleh M. SUDIN tanggal 01-02-2010 senilai Rp 

250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). 

35 1 (satu) lembar printout formulir setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 oleh Ir. PRASETIJO ADI tanggal 03-02-2010 

senilai Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 160
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36 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 03-02-2010 senilai Rp 

120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah). 

37 1 (satu) lembar printout formulir transfer Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 ke rekening Bank Mandiri atas nama 

GERY WICAKSONO Nomor rekening 1310004551885 tanggal 15-02-2010 senilai 

Rp 75.250.000,- (Tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

38 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 15-02-2010 senilai Rp 

112.000.000,- (Seratus dua belas juta rupiah). 

39 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 05-03-2010 senilai Rp 

100.000.000,- (Seratus juta rupiah). 

40 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 08-03-2010 senilai Rp 

65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah). 

41 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 12-03-2010 senilai Rp 

60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah). 

42 1 (satu) lembar printout aplikasi transfer Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 oleh DEDY CATUR JUNIANTO dari rekening 

nomor 1540004771683 tanggal 15-04-2010 senilai Rp 95.000.000,- (Sembilan 

puluh lima juta rupiah). 

43 1 (satu) lembar printout aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 oleh LA MUSI DIDI tanggal 22-04-2010 senilai 

Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). 

44 1 (satu) lembar printout aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 oleh AWING POMBAILE tanggal 31-05-2010 

senilai Rp 340.000.000,- (Tiga ratus empat puluh juta rupiah). 

45 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 05-05-2010 senilai Rp 

100.000.000,- (Seratus juta rupiah). 

46 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 03-06-2010 senilai Rp 

86.000.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah). 

47 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 09-06-2010 senilai Rp 

150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). 

Hal.161 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 161
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48 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 11-06-2010 senilai Rp 

50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

49 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 21-07-2010 senilai Rp 

150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). 

50 1 (satu) lembar printout aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 31-01-2011 senilai Rp 50.000.000,- 

(Lima puluh juta rupiah). 

51 1 (satu) lembar printout aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 08-03-2011 senilai Rp 30.000.000,- 

(Tiga puluh juta rupiah). 

52 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 21-03-2011 senilai Rp 

30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). 

53 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 21-02-2011 senilai Rp 

110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah). 

54 1 (satu) lembar printout aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 31-01-2011 senilai Rp 50.000.000,- 

(Lima puluh juta rupiah). 

55 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 24-03-2011 senilai Rp 

150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). 

56 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 15-06-2012 senilai Rp 

50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

57 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 13-03-2013 senilai Rp 

14.000.000,- (Empat belas juta rupiah). 

58 1 (satu) lembar printout aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 05-09-2013 senilai Rp 26.696.000,- 

(Dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). 

59 1 (satu) lembar printout aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 oleh PT. Hotel Papua Internasional tanggal 

02-04-2014 senilai Rp 51.744.000,- (Lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh 

empat ribu rupiah). 

60 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 162
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DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 04-04-2013 senilai Rp 

50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). 

61 1 (satu) lembar printout formulir penarikan Bank Mandiri dari rekening LAMUSI 

DIDI Nomor Rekening 154.0005181841 tanggal 25-06-2014 senilai Rp 

100.000.000,- (Seratus juta rupiah). 

62 1 (satu) lembar printout aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening LAMUSI DIDI 

Nomor Rekening 154.0005181841 oleh PT. Hotel Papua Internasional tanggal 

14-07-2014 senilai Rp 68.640.000,- (Enam puluh delapan juta enam ratus empat 

puluh ribu rupiah).

BB No. 
684.

1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Malang KH. 
Wahid Hasyim dengan No Rekening : 1440005130486, Atas Nama : ARIE DEDY 
PUSPITA, Periode : 1-Apr-2009 s/d 31-Dec-2009.

BB No. 
685.

1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Malang KH. 
Wahid Hasyim dengan No Rekening : 1440005130486, Atas Nama : ARIE DEDY 
PUSPITA, Periode : 1-Jan-2010 s/d 31-Dec-2010.

BB No. 
686.

1 (satu) bundel asli Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. IKA ADYA 
PERKASA dengan Nomor Rekening 144-00-9813745-5 periode 1 Januari 2009 s/d 31 
Desember 2009.

BB No. 
687.

1 (satu) bundel asli Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama BENNY DJOHARA 
dengan Nomor Rekening 0060098062775 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.

BB No. 
688.

1 (satu) bundel asli Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama BENNY DJOHARA 
dengan Nomor Rekening 0060098062775 periode 1 Januari 2011 s/d 30 Mei 2011

BB No. 
689.

1 (satu) bundel asli Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama BENNY DJOHARA 
dengan Nomor Rekening 1260006119605 periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.

BB No. 
691.

1 (satu) lembar Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan Nama Penyetor: RINA 
RANGAN, senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 10 April 2015 ke 
Rekening Bank BRI Cabang Jakarta Rasuna Said Nomor: 0378.01.000168.30.6 a.n KPK 
QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan.

BB No. 
692.

1 (satu) lembar Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan Nama Penyetor: KEES 
IMBIRI, senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 10 April 2015 ke Rekening Bank 
BRI Cabang Jakarta Rasuna Said Nomor: 0378.01.000168.30.6 a.n KPK QQ Penampungan 
Sementara Uang Sitaan.

BB No. 
693.

1 (satu) lembar Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan Nama Penyetor: 
YUBELINA GRIAPON, senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 10 April 2015 ke 
Rekening Bank BRI Cabang Jakarta Rasuna Said Nomor: 0378.01.000168.30.6 a.n KPK 
QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan.

BB No. 
695.

1 (satu) lembar Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan Nama Penyetor: RONALD 
WANGGAI, senilai Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 10 April 2015 ke Rekening 
Bank BRI Cabang Jakarta Rasuna Said Nomor: 0378.01.000168.30.6 a.n KPK QQ 

Hal.163 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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Penampungan Sementara Uang Sitaan.

BB No. 
698.

1 (satu) bundel printout legalisir Passenger and Baggage Manifest Pesawat Garuda 
Indonesia GA0651 dari Jayapura ke Jakarta tanggal 27 April 2010 jam 06.25.

BB No. 
699.

1 (satu) lembar printout legalisir image tiket atas nama JOHAN/JKARUBABAIRMR 
tanggal 27 April 2010 dengan nomor tiket 2109552136 dari JAYAPURA ke JAKARTA 
SOEKARNO-HATTA AIRPPORT.

BB No. 
700.

1 (satu) lembar printout legalisir image tiket atas nama MESACH/KARUBABAMR tanggal 
27 April 2010 dengan nomor tiket 2109445502 dari JAYAPURA ke JAKARTA 
SOEKARNO-HATTA AIRPPORT.

BB No. 
701.

1 (satu) lembar printout legalisir image tiket atas nama LAMUSIDIDI/IRMR tanggal 27 
April 2010 dengan nomor tiket 21095552137 dari JAYAPURA ke JAKARTA 
SOEKARNO-HATTA AIRPPORT.

BB No. 
703.

1 (satu) lembar Slip Penyetoran BRI dengan Nama Penyetor: TOTO PURWANTO, Alamat 
Jayapura senilai Rp 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 27 Mei 2015 
ke Rekening Bank BRI Cabang Jakarta Rasuna Said Nomor: 0378.01.000168.30.6 a.n KPK 
QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan.

BB No. 
713.

2 (dua) lembar print out Resume Penerimaan Invoice Proyek DED PLTA Danau Paniai.

BB No. 
714.

1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri dari PT. INDRA KARYA ke 
Rekening No. 154.0098004983 atas nama PT. KONSULTASI PEMBANGUNAN IRJA 
tanggal 23 Mei 2008 senilai Rp 860.812.476,- (Delapan ratus enam juta delapan ratus dua 
belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

BB No. 
715.

2 (dua) lembar Rekening Koran PT. INDRA KARYA (Persero) JATIM No.1440094001473 
periode 01/05/08 s/d 31/05/08.

BB No. 
897.

1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Nomor: 
540/1043 tanggal 14 Juni 2007 perihal Penyampaian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2008 
yang ditandatatangani oleh Drs. TOTO PURWANTO, M.Si selaku Kepala Dinas 
Pertambangan dan Energi Provinsi Papua beserta lampirannya

BB No. 
898.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Tugas Kepala Dinas 
Pertambangan dan Energi Provinsi Papua tanggal 7 Januari 2009 yang ditandatangani oleh 
Drs. IBRAHIM IS BADARUDDIN, M.Si, selaku Pihak Pertama Yang Menyerahkan, Dr. 
JANNES JOHAN KARUBABA, M.Sc selaku Pihak Kedua Yang Menerima dan disaksikan 
oleh Drs. H.P. Kaisepo, MM (Asisten Bidang Aparatur) salaku An. Gubernur Papua

BB No. 
900.

4 (Empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan 
Energi Provinsi Papua Nomor : 027/71.c tentang Pengangkatan Panitia / Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa Kegiatan pembangunan dan Pemasangan PLTM, Pengadaan dan Pemasangan 
PLTS, Pengadaan dan Pembangunan Posko BBM/SPBN Perencanaan Detail Engineering 
Design PLTMH dan Inventarisasi Potensi Energi, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi 
Papua Tahun Anggaran 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan 
Energi Provinsi Papua selaku Pengguna Anggaran Drs. Hi. TOTO PURWANTO tanggal 18 
Januari 2008 beserta lampirannya.

BB No. 
901.

3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi 
Provinsi Papua Nomor : 540/149.c tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis 
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Kegiatan di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Tahun Anggaran 
2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Drs. 
Hi. TOTO PURWANTO tanggal 10 Maret 2008 beserta lampirannya

BB No. 
902.

1 (satu) bundel Owner’s Estimate (OE), Pekerjaan Feasibility Study (FS) PLTA Danau 
Sentani Lokasi: Kabupaten Jayapura, Tahun Anggaran 2008.

BB No. 
930.

1 (satu) lembar Slip Penyetoran BRI dengan Nama Penyetor: TOTO PURWANTO, Alamat 
Jayapura senilai Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 8 April 2015 ke 
Rekening Bank BRI Cabang Jakarta Rasuna Said Nomor: 0378.01.000168.30.6 a.n KPK 
QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan.

BB No. 
932.

1 (satu) lembar Slip Penyetoran BRI dengan Nama Penyetor: IBRAHIM IS 
BADARUDDIN, Alamat Jl. Pepara I No.2 Angkasapura Jayapura, senilai Rp 100.000.000,- 
(Seratus juta rupiah) tanggal 8 April 2015 ke Rekening Bank BRI Cabang Jakarta Rasuna 
Said Nomor: 0378.01.000168.30.6 a.n KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan.

BB No. 
935.

1 (satu) lembar Asli tindisan tanda bukti penyetoran bank BRI ke rekening penampungan 
KPK nomor rekening 0378.01.000168.30.6 sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh 
juta rupiah) tertanggal 9 April 2015 dengan nama penyetor Ir. ANDAREAS PASANGKA.

BB No. 
959.

1 (satu) lembar copy legalisir Kas Harian PT KPIJ Bulan Januari Tahun 2008 Nama Proyek 
Perencanaan Pembangunan PLTA  beserta lampiran berupa 1 (satu) bundel kwitansi asli.

BB No. 
960.

1 (satu) lembar copy legalisir Kas Harian PT KPIJ Bulan Pebruari Tahun 2008 Nama 
Proyek Perencanaan Pembangunan PLTA  beserta lampiran berupa 1 (satu) bundel kwitansi 
asli.

BB No. 
961.

1 (satu) lembar copy legalisir Kas Harian PT KPIJ Bulan Maret Tahun 2008 Nama Proyek 
Perencanaan Pembangunan PLTA  beserta lampiran berupa 1 (satu) bundel kwitansi asli.

BB No. 
962.

3 (tiga) lembar copy legalisir Kas Harian PT KPIJ Bulan April Tahun 2008 Nama Proyek 
Perencanaan Pembangunan PLTA  beserta lampiran berupa 1 (satu) bundel kwitansi asli.

BB No. 
963.

6 (enam) lembar copy legalisir Kas Harian PT KPIJ Bulan Mei Tahun 2008 Nama Proyek 
Perencanaan Pembangunan PLTA  beserta lampiran berupa 1 (satu) bundel kwitansi asli.

BB No. 
964.

4 (empat) lembar copy legalisir Kas Harian PT KPIJ Bulan Juni Tahun 2008 Nama Proyek 
Perencanaan Pembangunan PLTA  beserta lampiran berupa 1 (satu) bundel kwitansi asli.

BB No. 
965.

2 (dua) lembar copy legalisir Kas Harian PT KPIJ Bulan Juli Tahun 2008 Nama Proyek 
Perencanaan Pembangunan PLTA  beserta lampiran berupa 1 (satu) bundel kwitansi asli.

BB No. 
966.

1 (satu) lembar copy legalisir Kas Harian PT KPIJ Bulan Agustus Tahun 2008 Nama 
Proyek Perencanaan Pembangunan PLTA  beserta lampiran berupa 1 (satu) bundel kwitansi 
asli.

Hal.165 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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BB No. 
967.

2 (dua) lembar copy legalisir Kas Harian PT KPIJ Bulan September Tahun 2008 Nama 
Proyek Perencanaan Pembangunan PLTA  beserta lampiran berupa 1 (satu) bundel kwitansi 
asli.

BB No. 
968.

2 (dua) lembar copy legalisir Kas Harian PT KPIJ Bulan Oktober Tahun 2008 Nama Proyek 
Perencanaan Pembangunan PLTA  beserta lampiran berupa 1 (satu) bundel kwitansi asli.

BB No. 
969.

4 (empat) lembar copy legalisir Kas Harian PT KPIJ Bulan Nopember Tahun 2008 Nama 
Proyek Perencanaan Pembangunan PLTA  beserta lampiran berupa 1 (satu) bundel kwitansi 
asli.

BB No. 
970.

4 (empat) lembar copy legalisir Kas Harian PT KPIJ Bulan Desember Tahun 2008 Nama 
Proyek Perencanaan Pembangunan PLTA  beserta lampiran berupa 1 (satu) bundel kwitansi 
asli.

Barang bukti No. Urut 853 s/d. 973 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

5
6 Menetapkan agar Terdakwa LA MUSI DIDI  membayar biaya perkara sebesar 

Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2 Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh EDY 

NASUTION, SH.MH, Panitera  Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

No. 53 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.JKT.PST., 

tanggal 25 November 2015, yang menerangkan bahwa 

ZAINAL ABIDIN,SH,MH Penuntut Umum pada 

Komisi Pemberantasan Korupsi, telah mengajukan 

banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas, dan 

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Terdakwa pada tanggal 04 Desember  2015 ; 

3 Pemberitahuan yang dibuat oleh  Panitera Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat 

tertanggal Jakarta  Januari 2016 Nomor : W10.U1/1573/

HN.05.I.2016.03 yang isinya memberikan kesempatan 

agar mempelajari berkas perkara  selama 7 (tujuh) hari 
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terhitung sejak tanggal 15 Januari  2016 sampai dengan 

tanggal 25  Januari  2016 ;

4 Memori Banding  Penuntut Umum tertanggal 01 

Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 Desember 2015, 

salinan  memori banding tersebut telah diberitahukan 

kepada terdakwa pada tanggal 11 Desember 2015; 

Menimbang, bahwa permintaan banding  oleh Penuntut Umum diajukan dalam  

tenggang  waktu  dan  menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat 

diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum didalam memori bandingnya berisi 

keberatan-keberatan pada pokoknya  sebagai berikut : 

• Mengenai pidana penjara dan denda : 

 Bahwa pidana penjara dan denda kepada Terdakwa terlalu ringan, sehingga tidak 

memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera 

• Mengenai pidana uang pengganti :

Bahwa pidana penjara  subsidair uang pengganti terlalu ringan, tidak sebanding 

dengan besarnya uang pengganti sehingga dimungkinkan bagi Terdakwa untuk 

memilih pidana penjara dari pada membayar uang pengganti ; 

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan 

alternatif sebagai berikut : 

Dakwaan Pertama Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Dakwaan Kedua  Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nonmor 31 Tahun 1999yang 

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana 

Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan 

saksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan 

saksi, maupun pendapat ahli, keterangan  terdakwa, surat-surat dan barang bukti, 

salinan resmi Putusan  Pengadilan   Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Hal.167 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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Jakarta Pusat Nomor : 72 PID.SUS/ TPK/ 2015/ PN.JKT.PST., tanggal 23 Nopember 

2015,memori banding dari Jakasa Penuntut Umum, Pembanding  dan surat-surat 

lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis 

Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, yang menyatakan  dakwaan Kedua 

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubahdengan 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHPidana Jo Pasal 

65 ayat (1) KUHPidana telah terbukti, adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh 

Majleis Hakim Tingkat Banding, 

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil 

alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan 

mengadili perkara ini pada tinghkat banding,  dan untuk mempersingkat uraian putusan 

dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa  

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut  telah adil sesuai 

dengan kesalahan Terdakwa sehingga keberatan Penuntut Umum harus ditolak ;

 Meninbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas 

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor 72 /Pid.Sus/TPK/2015//PN.Jkt.Pst tanggal 23 Nopember 2015 dapat 

dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk 

mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan 

Pasal 242 KUHAP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, 

maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan 

ssuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor:  31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta segala  peraturan perundang-undangan lainnya  

yang bersangkutan  dengan perkara ini ;

M  E N  G  A  D  I  L  I

• Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum  ;
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• Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 72/PID.SUS/

TPK/2015/PN. JKT.PST., tanggal 23 Nopember  2015 yang 

dimintakan banding tersebut  ; 

• Memerintahkan   agar  terdakwa tetap ditahan ; 

• Membebankan kepada  Terdakwa untuk membayar biaya perkara 

pada  kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding 

sebanyak  Rp.2.500,- (dua  ribu lima ratus rupiah) ; 

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 02 

Maret  2016  oleh kami HERU MULYONO ILWAN,                    SH.MH, sebagai 

Hakim Ketua Majelis, H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH,. ASLI GINTING 

SH.MH,  Hakim – Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta serta, Drs.H. M. AS’ADI 

ALMA’RUF SH.M.Si, MH dan Dr.Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK SH.MH., 

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 

28  Januari  2016 No. 04/PID/TPK/2016/ PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim 

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat  banding, putusan tersebut 

diucapkan dalam  sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 

oleh  Ketua  Majelis  tersebut  serta  dihadiri  para  Hakim Anggota tersebut, dan  Hj. 

YETTI OYONG, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan surat penunjukan 

oleh Panitera Pengadilan Tinggi JakartaNomor 04/Pid/Tpk/2016/PT.DKI tanggal 28 

Januari 2016 diluar hadirnya  Penuntut Umum maupun  Terdakwa / Pansihat Hukum 

Terdakwa ; 

 

     Hakim Anggota,                                                    Hakim Ketua,

1 H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.         

HERU MULYONO ILWAN, SH.MH                              

2 ASLI GINTING SH.MH,  

Hal.169 dari 183  hal. PUTUSAN No:04/PID TPK/2016/PT.DKI
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3 Drs.H. M. AS’ADI  ALMA’RUF SH.M.Si, MH

4 Dr.Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK SH.MH.,.

Panitera Pengganti,

Hj. YETTI OYONG, SH.MH

1

2
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